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ABSTRAK

Pelaksanakan wakaf harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan
kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazir untuk
mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 8 dan 17 ayat (1)-(2) UU No.41 Tahun
2004 tentang Wakaf), dan ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Pasal
21 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No.
42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya), hal ini berbeda dengan ketentuan dalam
kitab-kitab figh tradisional yang tidak mengharuskan tertulis. Kenyataan inilah
yang bisa menyebabkan munculnya sengketa wakaf yang diajukan ke Pengadilan
Agama karena melalui musyawarah sering tidak terjadi kesepakatan. Maka, yang
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Bagaimana
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara pembatalan akta Wakaf
menurut Figh dan UU No. 41 Tahun 2004; dan (2). Bagaimana pertimbangan
hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara
pembatalan akta Wakaf menurut Figh dan UU No. 41 Tahun 2004

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach),
dengan tipe kategori deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-
normatif. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk yang menolak pembatalan akta Wakaf dan tidak
ada suatu hal yang menghalangi terjadinya wakaf berdasarkan bukti serta fakta
yang terjadi dalam persidangan, hal ini sudah sesuai dengan Figh dan Pasal 62
ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 karena putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta yang pertama menyatakan tidak berwenang mengadili perkara
pembatalan akta wakaf.; dan (2) Berdasarkan pertimbangan hukum bagi Hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa wakif telah memenuhi rukun wakaf yaitu
mempunyai kecakapan hukum (a/-ahliyah) dalam menangani suatu urusan karena
pada waktu ikrar wakaf tersebut, wakif datang dan mengikrarkan sendin
wakafnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dengan
disaksikan oleh dua orang saksi, begitupula dengan Nazir sudah tepat
memposisikan dirinya sesuai kehendak wakif, hal ini sudah sesuai dengan aturan-
aturan dalam figh serta Pasal 8, 17 ayat (1) — (2), dan Pasal 45 ayat (1) — (3) UU
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata Kunci: Pembatalan, Akta, Wakaf
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ABSTRACT

In implementing these waqf, it must have a pledge that show wakif
statement spoken orally or in writing to the Nazir to have wagf of his possessions
(Article 8, pragraph 1-2 and 17 of law No. 41 of 2004 on wagqf), endowment and
pledges poured in waqf deed of pledge (Article 21 paragraph 1 of law No. 41 of
2004 and Article 1, paragraph 6 of Goverment Regulatin No. 42 Year 2006 on the
implementation), it is different with the provisions in tradisional figh books that
do not required the writing of the waqf. Reality is what can lead
to disputes filed with the Court endowments Religion asthrough consultation is
often not an agreement. Thus, the objective of this research are : (1) How is the
Relegious Court Decisions of Yogyakarta in case of cancellation according to the
waqf deed figh and Law. 41 of 2004.; and (2) what is the legal considerations
Court Judge of Yogyakarta Waqgf deed in case of cancellation according to the
Figh and law. 41 of 2004

This type of this research is descriptive field research. This research used
approach of yuridis-normatif. Hence technique of data analysis is descriptive
qualitative analysis model or referred as also descriptive statistical analysis.

The results of this study are : (1) The decision of the religion court of
Yogyakarta No : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk who rejected cancellation of waqgf deed
because there is nothing that prevents the occurrence of waqf based on the
evidence and facts that occurred in the trial, This is in accordance with the figh
and Article 62  paragraph (1) and(2) and Article 3 of Law  no. 41 of
2004 because the decision of the Religious of the
first statesY ogyakarta no authority to hear the case of cancellation deed of waqf,
and (2). based on the consideraton, the religious court judge have the legal
capacity (al-ahliyah) in handling some business because at the time of the pledge
waqf have his wagqif pledged them selves before the Official Deed of Pledge
Maker Endowments (PPAIW) witnessed by two witnesses and Nazir is
right nor to position itself at the will wakif, and this is in conformity with the rules
of jurisprudence and articles 8, 17 pragraph (1) — (2), and 45 pragraph (1) -
(3)Law 41 Year 2004 on waqf

Key word : Cancellation, Deed, Waqf
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KATA PENGANTAR
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Dengan menyebut Kalimatullah yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan
semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat-
Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada
lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah
Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang
selalu menghidupkan sunnahnya sampai di hari akhir kelak.

Syukur alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun
dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penyusunan tesis ini sebagai
bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu
syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun
demikian, dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun
hadapi.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan

dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf tanah merupakan kelembagaan yang sudah cukup lama dikenal
dan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari pemindahan hak atas
tanah, akan tetapi bukan merupakan pemindahan hak atas tanah biasa karena
mempunyai Kkelebihan tersendiri, yaitu dipandang sebagai ibadah dalam
ajaran agama Islam. Dengan demikian perbuatan hukum di dalam perwakafan
tanah ini tidak mempunyai nilai komersial, sechingga sangat perlu untuk
dilestarikan, dikembangkan terus dan lebih disempurnakan peraturan-
peraturannya. Dalam ketentuan PP No.28 Tahun 1977 yang mengatur
mengenai perwakafan tanah milik ini dinyatakan bahwa tanah yang
diwakafkan itu dikeluarkan dari lalu lintas ekonomi. Tanah yang sudah
diwakafkan tidak bisa lagi untuk dijual, diwariskan ataupun dipakai sebagai
jaminan utang. Dengan demikian perincian dan penjelasan tentang
perwakafan tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah tahun 1977, di mana
dalam Pasal 1 ayat (1) ditekankan bahwa materi wakaf adalah berupa tanah
milik atau tanah hak pakai (Pasal 4). Di dalam PP tersebut juga dimuat
adanya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pendayagunaan
tanah wakaf yang dibebankan kepada para nazir di samping masih terdapat
beberapa aturan lain dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Agraria dan sebagainya tentang sertifikasi tanah wakaf yang merupakan

jaminan kepastian hukum.



Dalam melaksanakan wakaf tersebut harus dilakukan ikrar wakaf
yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan
kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya sebagaimana dalam
Pasal 17 ayat (1) — (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Agar
perwakafan dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafan
harus ditentukan pula yaitu dituangkan dalam akta ikrar wakaf seperti yang
disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, tata cara
perwakafan yang ada dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah
berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tradisional.

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus
sengketa wakaf muncul ke permukaan. Hal ini membuktikan bahwa pada
masa lalu orang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan
hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa
memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan
dalam literatur fikih tidak harus tertulis.

Pada waktu yang lampau, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik dan UU Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas
dalam bentuk hukum positif Dan perubahan status obyek yang
diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak olehnazirnya. Hal ini
terutama disebabkan karena adanya berancka ragam bentuk perwakafan
(wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya

keharusan mendaftarkan harta diwakafkan sebagai badan hukum.



Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan obyek semakin besar
dan meningkat seperti sekarang ini, maka obyek wakaf yang tidak memiliki
surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan
peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan
sesuai dengan ajaran agama, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar
wakaf-wakaf yang ada itu diamankan sedemikian rupa, sehingga obyek-obyek
tersebut tidak jatuh ke tangan atau pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik
untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara
pembatalan akta wakaf, melalui penelitian yang berjudul : “PEMBATALAN
AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NOMOR 41
TAHUN 2004” (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :

0322/Pdt.G/2009/PA.Yk).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta nomor :
0322/Pdt.G/2009/PA. Yk dalam perkara pembatalan akta wakaf menurut
Figh dan UU Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam memutuskan perkara pembatalan akta wakaf menurut

Figh dan UU Nomor 41 Tahun 2004?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari
penelitian ini adalah;
a. Untuk mengetahui perspektif Figh dan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap
perkara pembatalan akta wakaf.
b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama

Yogyakarta dalam memutuskan perkara pembatalan akta wakaf.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan/kontribusi
pemikiran dalam hukum, khususnya pemikiran tentang pengelolaan
wakaf agar tidak terjadi sengketa.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembahasan

tentang pengelolaan wakaf oleh nazir.

D. Telaah Pustaka
Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu
yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan
penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas
dan obyektifitas pembahasan. Di antara beberapa karya ilmiah yang telah
dijadikan skripsi, tesis dan disertasi adalah :
Skripsi karya Sidik Nurjaman yang berjudul “Persengketaan

Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Tanah Kaum di



Kecamatan Perigi Kabupaten Ciamis.” Skripsi tahun 2003. Jurusan al-Ahwal
al-Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah cara-cara penyelesaian sengketa tanah
wakaf, khususnya tanah wakaf produktif.1

Selanjutnya salah satu penelitian tentang wakaf di Indonsia yang patut
dicermati adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhadi dalam disertasinya
yang berjudul : “Pengembangan Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-
undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul”.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Sebagian besar tanah wakaf
yang menjadi obyek penelitian belum mempunyai kepastian hukum karena tidak
mempunyai sertifikat tanah. Di Kabupaten Bantul tanah wakaf yang bersertifikat baru
61,18%, di seluruh Indonesia yang bersertifikat baru 31,2%, sebagian besar
disebabkan tidak adanya dokumen tertulis yang lengkap tentang wakaf tanah
tersebut. 2) Sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah seperti
masjid, langgar atau musholla. 3) Tanah wakaf di Bantul dikelola oleh Nadzir yang
tidak jelas eksistensi dan tugas serta kewajibannya. Banyak tugas Nadzir yang
dirangkap oleh takmir masjid sehingga tidak ada pengembangan tanah wakaf dalam
peningkatan hasil guna dan daya guna.”

Dalam disertasi karya Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. yang
berjudul “Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di

lingkungan PA se jawa Tengah dan PTA Semarang, 1991-1997)”. Disertast

' Sidik Nurjaman, Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya (Studi
Kasus Tanah Kaum di Kecamatan Perigi Kabupaten Ciamis), (Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2003)

? Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, (PT. Dana Bhakti Prima Yogyakarta :
2002)



tahun 2003 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hasil penelitian ini adalah
peran yurisprudensi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di
lingkungan peradilan Agama, yang dalam perwujudannya merupakan
akumulasi dari pemikiran-pemikiran para hakim agama diharapkan dapat
menjelma menjadi berbagai rumusan hukum, yang akhimya tidak hanya
berlaku di kalangan intern Peradilan Agama, tetapi juga lebih luas lagi adalah
untuk semua lapisan masyarakat.®

Karena itu, dalam penelitian ini penyusun berusaha mengembangkan
penelitian-penelitian di atas, dengan melihat praktek di lapangan, yang
penyusun fokuskan pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor :

0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tentang perkara pembatalan akta wakaf.

E. Kerangka Teori

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang
menduduki tempat penting, hal ini didasarkan pada aspek manfaat wakaf
yang merupakan sadagah jariyah dengan pahala yang dapat berlangsung
terus-menerus bagi wagif, meskipun ia telah meninggal dunia, selama yang
diwakafkan tersebut masih dapat diambil manfaatnya. Ajaran Islam juga
menjadikan wakaf sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai
landasan membangun satu sistem penanganan masalah kemiskinan. Dengan

mengintegrasikannya dalam ibadah, berarti telah memberikan peranan

* Amir Mu'allim, Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di
lingkungan PA se jawa Tengah don PTA Semarang, 1991-1997). (IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta : 2003)



penting kepada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam
hidupnya.*

Adapun unsur-unsur wakaf itu adalah terdiri dari :

1. Orang yang berwakaf (waqif) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.

2. Harta yang diwakafkan (mauquf bih).

3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf yang disebut mauquf
‘alaihi

4. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut sigar atau tkrar wakaf.

Dalam upaya pengamanan hukum wakaf, maka Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977, yaitu Pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan
secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah
untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen
pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum
apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah
diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek
harus melengkapt dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-
surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan

pelepasan haknya atas obyek tersebut.

* Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial (Bandung: Mizan, 1994), hal. 174



Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya pejabat yang
khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut, dan perlu
adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta lkrar Wakaf.®

Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 juga telah
menegaskan pentingnya kepastian hukum akan status obyek, khusunya obyek
yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Dalam Pasal 19 UU tersebut
ditegaskan bahwa :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
obyek diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi
» Pengukuran perpetaan dan pembukuan obyek;

+ Pendaftaran hak-hak atas obyek dan peralihan hak-hak tersebut;
e Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

RM. Sudikno Mertokusumo memberikan ketegasan prinsip bahwa
hukum haruslan berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia.
Agar kepentingan manusia terlindungi secara benar, maka hukum harus
dilaksanakan/ditegakkan secara adil. Dalam menegakkan hukum, menurut
Sudikno, ada tiga unsur yang tidak boleh tidak harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

* Direktorat Pemberdayaan Wakaf, , hal. 151.



3. Keadilan (Gerechtigkeit).®

Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara
adil. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal
terjadi peristiwa konkret. Bagaimanapun hukumnya, maka itulah yang harus
berlaku, dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.

Perlindungan hukum terhadap obyek wakaf telah secara jelas
dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 49 Ayat (3) bahwa
"Perwakafan Obyek Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah”. Untuk memenuhi Ayat (3) Pasal 49 tersebut pengaturan lebih
lanjut dimuat di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun akibat
perkembangan sosial dan dampaknya terhadap penerapan ketentuan hukum
positif, maka adanya pembaruan aturan-aturan hukum merupakan suatu
tuntutan yang tidak bisa dihindari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bab VII Undang-Undang
Wakaf di atas menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan
dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia
(selanjutnya disebut BWI) 7 dengan tetap memperhatikan saran dan

pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melakukan pembinaan,

® Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1.

" BWI diatur dalam Pasal 47 s.d. Pasal 61. Tugas Badan ini adalah: (1) melakukan
pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, baik yang berskala
nasional maupun internasional, (2) memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan
peruntukan dan status harta benda wakaf, (3) memberhentikan dan mengganti nazir, (4)
memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, (5) memberikan saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, op. cit., hal. 97).
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keduanya dapat melakukan kerjasama dengan ormas, para ahli, badan
internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, sedangkan dalam
melaksanakan tugas pengawasannya dapat menggunakan akuntan publik®

Pasal 226 KHI menyebutkan "Penyelesaian perselisihan sepanjang
yang menyangkut benda wakaf dan Nazir diajukan kepada Pengadilan
Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku." Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada
Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda
wakaf dan Nazir. Kata "perselisihan” pada pasal tersebut menunjukkan
secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan Nazir merupakan masalah
contentius sehingga perkara wakaf merupakan perkara contentius,
sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara
contentius sehingga bukan perkara, sekalipun dapat menimbulkan sengketa
pada masa-masa sesudahnya.

Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomo 41 Tahun 2004
menyebutkan penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara:
musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.9 Dan
penjelasan pasal tersebut di atas berbunyi “Yang dimaksud dengan mediasi
adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator)
yang disepakati oleh para pihak yang bersenghketa. Dalam hal mediasi

tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat

® Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan
Wakaf, 1)9irektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RIL, 2006), hal. 86.
Ibid., hal. 84
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dibawa kepada badan arbitrase syari'ah. Dalam hal badan arbitrase
syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut
dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili
perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 undang-
undang tersebut yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a)
perkawinan, b) waris, ¢) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h)
shadagah, dan i) ekonomi syari’ah.” Dengan demikian sengketa jenis apa
pun yang berkaitan dengan wakaf, baik harus diselesaikan oleh Peradilan
Agama

Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 menyebutkan “Dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil
menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke
pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.” Lalu bagaimana
“apabila ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 terjadi,
lembaga peradilan manakah yang berwenang untuk
mengadilinya?” Penjelasan pasal tersebut berbunyi “cukup jelas”,
sedangkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) tidak menyebutkan lembaga

peradilan lainnya selain lembaga peradilan agama dan /atau mahkamah
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syar’iyah. Oleh karena itu, sekalipun bunyi penjelasan pasal “cukup jelas”,
penulis berpendapat bahwa penyelesaian dikembalikan kepada lembaga
peradilan yang mengadili perkara pidana, yaitu peradilan umum.

Untuk mengadili perkara wakaf, Peradilan Agama harus
mempedomani ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sehingga hukum acara yang berlaku secara umum untuk
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura adalah sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 130 HIR, dan untuk Pengadilan Agama di luar Jawa dan
Madura adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 R. Bg., dan dalam
melakukan peradilan, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tetap tidak boleh diabaikan.

F. Metode Penelitian
Metodelogi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk
mengungkap kebenaran secara sistematis, metodelogis dan konsisten dengan
mengadakan analisis.'
Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,
merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.“

Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 1.

1 Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Angkasa,
2002), hal. 1.
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serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode

penelitian yang tepat, antara lain yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei
lapangan.
2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan
kategori deskriptif (descriptive reseach), yakni menjelaskan tentang uraian
atau gambaran permasalahan yang terjadi di masyarakat secara sistematis,
menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian,
kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar
fenomena.'? Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menjelaskan sengketa
wakaf yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta nomor
0322/Pdt.G/2009/PA. Yk tentang perkara pembatalan akta wakaf.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang akurat.

12 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63.

13 Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong, Metodologi Perelitian Kualitatif (Bandung;
Rosdakarya, 2000), hal. 3.
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Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis,

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis."*

3. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan
yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif.”®
a. Penelitian yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan

yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

b. Penelitian normatif adalah peneliian hukum yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan
dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya.

Jadi penelitian yuridis-normatif yaitu cara mendekati masalah dengan
jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini

menggunakan logika yuridis. 6

' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Prakiek (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), hal. 114.

1> Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para
ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto & Sri
Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian
hukum kepustakaan ( Soerjono Soekanto & Sn Mamudji,Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan  Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13-14);,  Soetandyo
Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo
Wignjosoebroto,Hukum, Paradigina Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim
et.al, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah
metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia
Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hal. 139), dan Ronny Hanitjo Soemitro
(Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode
penelitian hukum yang dokirinal (Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10).

' Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmad, op.cit. hal. 23.
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Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam
kasus pembatalan akta wakaf ini menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai
asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-
kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang

artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. 17

4. Metode pengumpulan data
Dari sumber data, data penelitian dibedakan antara data yang
diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer dan data yang
diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut data sekunder.
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas
terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu
yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan
dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk
mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh
data secara mendalam.' Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang
menjadi responden dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Hakim

Pengadilan Agama Yogyakarta.

17 Ibid. hal. 3.

18 Ronny Hanijijo Soemitro, Meftode Penelitian Kualitatif, (PT. Remaja Rosada Karya,
Bandung ,1990), hal. 72.
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b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-
bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat
hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa
permasalahan yaitu perkara pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama
Yogyakarta.

Dalam penelitian ini bila dilihat dari sudut sumbernya
menggunakan data berupa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan
jika dilihat dari sumber mengikatnya penelitian ini menggunakan bahan
hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk bahan
hukum sekunder dapat berupa keputusan yang terkait dengan wakaf, hasil
penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, adapun bahan hukum tertier,
yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap
hukum primer dan sekunder misalnya berupa kitab-kitab figh, kamus
hukum dan ensiklopedia, agar diperoleh informasi yang terbaru dan
berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan
diperoleh harus relevan dan mutahir. '’

5. Metode analisa data

" Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), hal.116.
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Dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan yuridis
normatif, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian
dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang
menghasilkan logika penalaran kualitatif.

Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus
yang diteliti dan analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Hal ini
tergantung dari sifat penelitiannya. Yaitu mengenai Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA. Yk, sedangkan terhadap
perkara pembatalan akta wakaf penelitian menggunakan analisis kualitatif,
karena penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif terhadap data
sekunder.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis kasus
pada penelitian ini adalah
a. Pemaparan singkat duduk permasalahan
b. Bagaiman hubungan kasus dalam kontek hukum
c. Analisis dan intropeksi aturan-aturan hukum
d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu.

e. Mengevaluasi, menimbang argumentasi dan memprediksi

penyelesaiannya.

G. Sistematika Pembahasan
Tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi

dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari bab satu, bagian isi terdiri

20 Bambang Sunggono, op.cit. hal 8.
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dari bab dua, bab tiga dan bab empat, dan bagian akhir terdiri dari bab lima.
Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I mencerminkan
pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis yang didukung dengan
kedalaman suatu pengertian pada Bab II, dan nampak analisisnya pada Bab
III dan IV, serta nampak hasil penelitian ini pada Bab V yang merupakan
bagian akhir tesis.

Bab II, berisi deskripsi umum tentang wakaf, yang meliputi pengertian
dan dasar hukum wakaf, rukun dan macam-macam wakaf, prosedur
pelaksanaan wakaf dan tindakan PPAIW tentang wakaf. Bab II ini
mencerminkan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam
pembahasan-pembahasan berikutnya, khususnya Bab III dan Bab 1V. Bab 1I
ini menjadi penting mengingat penelitian ini mencoba melihat realita yang
terjadi, schingga sebuah landasan teori merupakan pijakan utama bagi
pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab III, berisi deskripsi umum putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA. Yk tentang pembatalan akta wakaf,
bab ini terdiri dari duduknya perkara pembatalan akta wakaf, pertimbangan
hukum bagi hakim Pengadilan Agama, dan putusan Pengadilan Agama. Bab
IOI ini mengupas pelaksanaan sidang sengketa wakaf yang terjadi di

Pengadilan Agama Yogyakarta dan dianalisa pada Bab I'V.
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Bab IV, berisi analisa hasil penelitian, yang meliputi pembatalan akta
wakaf dalam perspektif figh dan UU No.41 Tahun 2004, bab ini disajikan
dalam bentuk pembahasan masalah dengan didasarkan uraian secara teoritis
pada bab II dan bab III. Yang sub babnya terdiri dari pertimbangan hukum
Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perspektif Figh dan UU No.41
Tahun 2004, putusan Pengadilan Agama dalam perspektif Figh dan UU No.
4] Tahun 2004, dan pembatalan akta wakaf dalam perspektif Figh dan UU
Nomor 41 Tahun 2004, Bab IV ini menjadi penting karena hasil akhir dari
sebuah penelitian adalah analisa dan gagasan yang ditawarkan, yang nampak
padaBab V.

Bab V, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, dan saran. Bab V
ini mencerminkan kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab 1V, yang

merupakan jawaban dari rumusan masalah.



BABII

DEKRIPSI UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian wakaf

Menurut pengertian bahasa, perkataan “wakaf” berasal dari kata
bahasa Arab Wy — & — 8y yang berarti ragu-ragu, berhenti,
memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdi,
memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.’! Kata “al-waqf” adalah
bentuk masdar dari ungkapan wagfu al-syar'i yang berarti menahan
sesuatu,”” maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan
Allah SWT. Kata “wakaf’ dalam hukum Islam mempunyai dua arti, yakni
arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu obyek
tindakan mewakafkan, dengan kata lain dalam arti kata benda wakaf artinya
adalah benda wakaf* Sedangkan menurut Sayyid Sabig, wakaf (wagy), di
dalam bahasa Arab berarti Aabs (menahan). > Kata 85— <& — <, sama
artinya dengan lus — Gusy — sus P Kata W5  dalam bahasa arab

mengandung beberapa pengertian :

2 Ahmad Warson Munawwir, A1 munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cet. 1, (Yogyakarta:
Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984), hal.
1683

> Muhammad Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2006), hal. 237-238.

2 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 76.

* Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alih Bahasa Mudzakir (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987),
hal. 153.

? Muhammad al-Khatib, ai-Igna’, (Beirut: Darul Ma’rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah
Zuhaili, Al Fighu al-Islami wa ‘Adillatubu, juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 153
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P Jeedly el srey B

Artinya : menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Di sini penyusun mengasumsikan bahwa kata menahan semakna
dengan menghentikan atau berdiam, maka perkataan wakaf juga dikenal
dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik
seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan
makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan wugif yang bermakna
berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.
Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menahan,
menghentikan atau mendiamkan.

Sedangkan menurut istilah, wakaf ialah menahan harta yang dapat
diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang
mubdh dengan maksud untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT,” Ini
adalah merupakan pendapat dari Imam Syafi’i. Sedangkan menurut pendapat
Imam Abu Hanifah, wakaf ialah penahan harta atas milik wakif dan
mensedekahkan manfaatnya dengan tujuan kebaikan pada waktu yang akan
datang.”® Kemudian dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling
banyak diikuti, wakaf didefinisikan (dalam arti kata kerja) sebagai
“melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan

menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap

% Wahbah Zuhaili,DR. 4/ Fighu al-Islami wa ‘Adillatuhu, juz 8 {(Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), hal. 153

*" Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana
Bhakti Primayasa, 2002), hal. 18

% Ibid, hal. 18
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benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubdh yang

ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan.”

Mengenai wakaf akan dibahas pendapat dari para Ulama/Mujtahid

sebagai berikut :

1. Syafi’i

a. Wakaf itu ditetapkan secara /afaz meskipun tidak di ketahui oleh hakim,

dan tidak di keluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya, hak

milik hilang dari wakaf, meskipun tidak dikeluarkan dari tangannya.

. Wakaf tidak sah, jika barang yang diwakafkan tersebut tidak dapat

diambil manfaatnya, kecuali dengan merusaknya seperti emas dan

perak, termasuk mewakafkan binatang.

. Hak milik barang yang telah di wakafkan itu menjadi milik Allah

semata, dengan jelas bahwa barang wakaf itu bukan milik wakif dan

maugquf ‘alaih.

d. Wakif menjelaskan wakafnya kepada orang tertentu, apabila orang yang

menerima wakaf tidak jelas, maka wakaf itu tidak sah.

. Apabila barang wakaf itu telah rusak, seperti masjid, tidak boleh

dijual.”

2. Maliki

a. Wakaf itu merupakan ibadah yang di bolehkan oleh syara’, ditetapkan

dengan /afaz, meskipun tidak di ketahui oleh hakim, dan tidak di

keluarkan dari wasiat sesudah meninggalnya.

hal. 397

? Syamsudin Muhammad, Hidayatul Mukidj fi figh ‘ala Mazhab Asy Syafi'i, Juz.V tt.,
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b. Wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar tetapi tidak di
lazimkan dan tidak terlepas dari milik orang yang mewakafkannya,
sehingga hakim memberi keputusan atau ditaw/igkan/digantungkan
dengan kematiannya.

c. Harta yang telah di wakafkan, pemilikan berpindah dari wakif kepada
mauquf ‘alaih.

d.Apabila seseorang mewakafkan dirinya dan kepada orang
berpenghabisan akhirnya adalah sah, seperti seseorang berwakaf kepada
anak-anaknya dan anak-anaknya kepada orang Islam yang fakir.

e. Wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selama-lamanya, tetapi sah dan
bisa berlaku untuk satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada
pemiliknya semula.*

3. Hanafi.

a. Wakaf dianggap sah, jika barang yang di wakafkan di keluarkan dari
tangannya, yaitu dengan menyerahkan kepada pengurus wakaf.

b. Wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar tetapi tidak di
lazimkan dan tidak terlepas dari milik yang mewakafkannya, sehingga
hakim memberikan keputusan atau dizawligkan/digantungkan dengan
kematiannya.

c. Apabila wakaf itu rusak, contoh masjid (Hanafi tidak menentukan

hukumnya) sahabatnya (Abu Yusuf) mengatakan bahwa menjualnya

% Malik bin Anas, Al-Muwatta, Juz ITI, (Maktabahal-Alamiyah, Beirut, t.t.) hal. 999
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(Muhammad bin Al Hasan) mengatakan di kembalikan kepada
pemiliknya yang pertama.31
4. Hambali.

a. Wakaf itu telah ditetapkan secara Jafaz, meskipun tidak diakui oleh
hakim dan tidak di berlakukan dari tempat wasiat sesudah
meninggalnya.

b. Wakaf tidak sah, jika barang yang di wakafkan tidak dapat diambil
manfaatnya, dan mewakafkan binatang hukumnya adalah sah.

c. Harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepemilikannya berpindah
kepada mauquf ‘alaih.

d. Seseorang yang mewakafkan harta kepada dirinya adalah sah.

e. Apabila barang wakaf rusak, maka boleh dijual dan uangnya dibelikan
kepada barang yang seper’cinya.3 ¢

Sementara para ahli yurisprudensi Islam yang lain mendefinisikan
wakaf dengan definisi yang beragam, seperti misalnya:
a. Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwa wakaf berarti menahan harta dan
memberikan manfaatnya dijalan Allah.*®
b. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa wakaf berarti menahan

harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa habis seketika dan untuk

*' Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqiy, Figh Empat Mazhab, Penerjemah
Abdullah Zaki Al Kaf,(Bandung: Hasyimi, 2004), hal. 310.

*2 Ibid, hal. 312.

33 Sayyid Sabiq, Fikik., hal. 153.
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penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan
keridhaan Allah SWT
Kemudian definisi wakaf menurut undang-undang, Peraturan

Pemerintah RI, dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 41 Tahun 2004 memberikan
definisi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wagif untuk memisahkan
dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau jangka wakatu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.*

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977
memberikan definisi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan
ajaran Islam.*

c. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa wakaf
adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.*’

34 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam., hal. 5.

% Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.

3 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik.

37 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991/1992
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Benda yang diwakafkan haruslah berupa benda yang tahan lama dan
tidak musnah. Benda yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah SWT,
dan berhenti dari perbuatan-perbuatan keduniawian, seperti ditransaksikan
atau diperjual-belikan dan tidak boleh diwariskan. Di dalam putusan yang
dikeluarkan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah Kitab Wakaf dijelaskan
tentang perintah untuk mewakafkan sebagian barang milik yang berguna
untuk umum dengan cara ikhlas agar tetap mendapatkan imbalan yang tidak
akan pernah putus. Setelah mewakafkan miliknya, maka engkau tidak berhak
lagi atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak
menggunakannya saja dan selanjutnya barang itu tidak boleh dijual belikan
atau diwariskan.’® Benda yang berhenti dari peredaran hukum ini menurut
hukum adat disebut “Goederen Indonesia Dede Hand”.*®

Di dalam masalah ini memang para ulama tidak terdapat perbedaan.
Namun yang jadi perbedaan adalah mengenai benda wakaf yang tidak tahan
lama atau mudah rusak. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik benda yang
tidak tetap atau tidak tahan lama adalah sah atau boleh asalkan ada
manfaatnya, seperti mewakafkan buku untuk dapat diambil ilmu atau isinya.
Sebaliknya menurut pendapat Imam Hanafi mewakafkan benda yang tidak
tetap atau tidak tahan lama hukumnya tidak sah kecuali benda tersebut
berfungsi sebagai tambahan yang tidak terpisahkan dengan benda pokok.
Adapun kriteria yang dimaksud adalah pertama, seperti alat pertanian, pedang

untuk berperang, karena dulu pernah seorang sahabat Khalid bin Walid

*® Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah Bab Wakaf (t.t.p.: Pimpinan Pusat
Muhammadiyah,), hal. 269
* Imam Suhadi, Wakaf untuk.., hal.18
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pernah mewakafkan pedang untuk berperang. Kedua, benda yang tidak tetap
tetapi ada hubungannya langsung dengan benda tetap, seperti pohon yang
tumbuh di atas tanah. Ketiga, sah menjadi kebiasaan (Curf) seperti
mewakafkan al-Quran, sajadah atau mukena yang akan dipergunakan untuk
shalat.*

Mengenai status kepemilikan harta yang diwajibkan, apabila akad
wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Imam Hanafi tetap
menjadi milik waqif, dan wagif boleh saja bertindak secara hukum terhadap
harta tersebut. Kemudian Imam Maliki juga berpendapat demikian, tetapi
hasil harta wakafnya, menurut mereka menjadi milik orang yang menerima
wakaf. Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Hambali yang didukung oleh Abu
Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibaniy berpendapat lain dengan
menyatakan, apabila wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka
kepemilikan harta menjadi lepas dari tangan waqif dan berubah statusnya
menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Dart beberapa definisi yang telah penyusun kemukakan di atas,
mengidentifikasikan istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak
gampang musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta
benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan,
masjid, langgar, meskipun ada pula bentuk lain seperti buku-buku, mesin
pertanian, binatang ternak, bahkan bisa berupa surat berharga, seperti saham

atau asset, cek, serta uang tunai (wakaf tunai/cash wakaf). Dengan demikian,

0 Ibid, hal. 24
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secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, direct
wakaf di mana asset yang ditahan atau diwakafkan dapat menghasilkan
manfaat atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak, seperti
rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Kedua, adalah wakaf investasi (aset yang
diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk
menghasilkan pendapatan, di mana pendapatan tersebut kemudian digunakan
untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan
umat Islam dan lain-lain. Jenis wakaf seperti ini jangka waktunya bisa
selamanya ataupun untuk waktu yang terbatas, sebagaimana definisi wakaf
yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf tersebut di atas, Kategori wakaf seperti ini sebenarnya bukan
merupakan barang baru, namun di Indonesia, wakaf seperti ini baru diatur

dalam sebuah undang-undang yang terbit pada tahun 2004.

2. Dasar Hukum Wakaf
Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf
dalam hukum Islam yang meliputi ayat al-Qur’an, Hadis, jjma’ dan qiyas, dan
juga ijtihad para ahli hukum Islam, yaitu sebagai berikut:*!
a. Ayatal-Qur’an

1) Al-Qur’an Surat al-Baqardh ayat 267

4 Syamsul Anwar, Studi Hukum., hal. 77-80.
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3) Al-Qur’an Surat al-Hajj ayat 77
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4) Al-Qur’an Surat al-Mutaffifin ayat 26
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b. Hadis

Di samping ayat-ayat al-Qur’an di atas, terdapat pula beberapa Hadis$
yang dijadikan dasar rujukan perwakafan, diantaranya adalah:

1) Hadis Riwayat Al-Jama’ah dari Ibnu Umar

2 3S. al-Baqarah (2): 267
* QS. Ali Imran (3): 92
4 . QS. al-Hajj (22): 77

4 QS. al-Mutaffifin (83): 26



30

cdlaiy Lol can i OF 1 90,00 13l 4
shadh 3 sy cag¥y gVl e pes 6 Boad 4
o e gl el g Geally (OBl AN 3
1Bl By geme pb gy Ogally Lo JSL O Ly

6 3elodi olg, Yl [lzepd

“Dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan tanah dari
tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulallah! Aku mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat
sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang
hendak engkau perintahkan kepadaku?” Maka Nabi s.a.w. menjawab,
“Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya,”
Lalu Umar meyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak
boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang
Jakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya,
untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam
perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya
itu untuk memakan sebagian dengan cara yang wajar dan untuk
memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan
dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat
Jangan dikuasai pokoknya.” (HR. Jama’ah).

2) Menurut Riwayat Hadi$ an-Nasaiy dan at-Turmuziy
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“Dari Usman, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah datang ke
Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar
kecuali sumur rumah, lalu ia bersabda, “Siapakah yang mau membeli
sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu
bersama timba-timba kaum Muslimin lainnya yang dia akan

“ Asy-Syaukaniy, op.cit. juz 6, hal.20
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mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tulang punggung hartaku.”
(HR. an-Nasaiy dan at-Turmuziy mengatakan Hadlis ini Hasan).

Dari kedua Hadis di atas, Jumhtir Ulama mengatakan bahwa wakaf
hukumnya sunnah. Akan tetapi ulama Imam Hanafi mengatakan wakaf
hukumnya mubah (jaiz), karena orang kafirpun hukumnya sah. Namun
demikian, mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat
menjadi wajib, manakala wakaf itu menjadi obyk nazar seseorang.

c. Berdasarkan [jma’ dan Qiyas

Adapun sumber hukum yang ketiga yakni ijma’ dan qiyds, para ulama
merupakan kumpulan Yurisprudensi Hukum Islam yang dikumpulkan dalam
kitab fikih yang disebut fikih ijtihddiy. Di dalam fikih jtikadiy ini, para
ulama tidak terdapat perbedaan pendapat secara prinsipil (usiliy) mengenai
perwakafan ini, tetapi secara far'iy (cabang) terdapat beberapa perbedaan
pendapat diantaranya mengenai:

1) Apakah hak pemilikan dari wakaf yang diwakafkan terlepas atau tidak di
wakif setelah mewakafkan tanahnya?

Menurut pendapat Imam Syafi’i, Hambali dan Mazhab Syi’ah
Imamiyyah berpendapat bahwa pemilikan tersebut lepas dari pemiliknya atau
bukan menjadi miliknya lagi dan berpindah menjadi milik Allah SWT. Oleh
karenanya mereka mendefinisikan wakaf sebagai sebuah perbuatan berupa
penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya yang mana materi benda
yang diwakafkan tersebut haruslah kekal dengan memutuskan bertindak
terhadap benda yang diwakafkan tersebut walaupun tindakan itu bersifat

mubah terhadap miliknya. Sedangkan menurut Abli Hanifah dan Imam Malik,
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benda yang diwakafkan atau disedekahkan itu adalah landasan hukum mereka
adalah ucapan Nabi s.a.w. yang menyatakan :
Lo Caually | Lghual Cana it ¢

Artinya : tahanlah aslinya dan sedekahkan hasilnya.

2) Apakah benda yang telah diwakafkan untuk waktu tempat (selamanya)
ataukah boleh dicabut atau ditarik kembali?

Menurut Imam Abii Hanifah bahwa benda wakaf tersebut boleh
dicabut kembali sebab yang diwakafkan adalah manfaatnya bukan bendanya
dan ini disebut sebagai wakaf ’ariyak (wakaf dalam bentuk pinjaman),
kecuali dalam tiga hal:

a) Perwakafan yang telah ada putusan hakim

b) Perwakafan dengan bentuk wasiat

c) Perwakafan masjid

Sedangkan menurut Imam Syafi’i perwakafan tidak boleh ditarik
karena perwakafan tersebut bersifat tetap dan untuk selama-lamanya.
Pendapat ini sejalan pula dengan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 yang berbunyi “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik
dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pertbadatan
dan kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga tercapai pula
apa yang menjadi tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri yakni mengekalkan

fungsi dan manfaat benda wakaf itu sendiri.
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Dalam hukum Indonesia sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain
meliputi peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik, Permendagri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran
Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag Nomor 1 Tahun 1978
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menag dan
Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70
ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-

Undang ini."’

Rukun Wakaf dan Macam-Macam Wakaf
1. Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga yang amat penting dalam perkembangan
agama Islam dan kemajuannya. Dengan adanya harta wakaf, segala amal
perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan agama Islam dapat terlaksana
dengan baik dan lancar.*® Oleh karena itu, wakaf akan bemnilai apabila
terpenuhi rukun-rukun wakaf. Beberapa definisi mengenai rukun-rukun

wakaf, diantaranya sebagai berikut:

#7 Lihat Pasal 70 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
“® Penertiban dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan, Makalah, dalam

Pembahasan Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis I IAIN Sumatera Utara, (t.t.p.: t.n.p., 1973), hal

34
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1. Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, wakaf itu sah dan terjadi
dengan salah satu dari dua hal, yaitu:

a. Dengan perbuatan yang menunjukkan padanya, seperti bila seseorang
membangun masjid, dan dikumandangkan adzan untuk shalat di
dalamnya, dan dia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim.

b. Dengan ucapan, bahwa ucapan ini ada dua yaitu sarik (tegas), dan
kinayah (tersembunyi).*

2. Definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa wakaf
mengandung unsur-unsur:

a. Perbuatan hukum

b. Benda wakaf

c¢. Tujuan wakaf >

3. Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf
mengandung unsur-unsur:

a. Redaksi wakaf

b. Orang yang mewakafkan

c. Barang yang diwakafkan

d. Pihak yang menerima wakaf {

4. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wakaf
mengandung unsur-unsur:

a. Wagif (orang/badan hukum yang mewakafkan)

* Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah., hal. 162.

3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam., hal. 5

3! Muhammad Jawad Mughiyyah, Figih Lima Madzhab, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera,
1996), hal. 643
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Benda wakaf

Nazir (pengelola wakaf)
Saksi

TIkrar wakaf

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) >

. Definisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik, wakaf mengandung unsur-unsur:

a.

b.

g

Wagif (orang yang mewakafkan)
Benda wakaf

Tujuan wakaf

Nazir (pengelola wakaf)

Saksi

Ikrar wakaf

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) >

. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

unsur-unsurnya sebagai berikut:

a.

b.

=

Wagqif (orang yang mewakafkan)
Nazir (pengelola wakaf)

Harta benda wakaf

Ikrar wakaf

Peruntukan harta benda wakaf

Jangka waktu wakaf >*

*2 { ihat Pasal 233 Kompilasi Hukum Islam
%3 Lihat Pasal Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
berdasarkan pendapat Jumhur Ulama rukun wakaf itu adalah:*
1. Orang yang berwakaf (wdgqif)

Untuk sahnya amalan wakaf, maka wdagif harus mempunyai
kecakapan dalam melakukan tabarru’, yakni melepaskan hak miliknya
tanpa adanya imbalan materiil. Orang yang dikatakan mempunyai
kecakapan tabarru’ bila telah bdlig, berakal sehat dan tidak terpaksa dalam
mewakafkan hartanya. %

Yang menjadi titik berat dalam menentukan apakah seseorang
dipandang cakap ber-rabarru’ atau tidak adalah adanya pertimbangan akal
yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur balig. Di dalam
fikih Islam ditentukan bahwa orang yang telah mencapai umur 15 tahun
dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan atau dapat
membedakan antara yang salah dan benar. Sedangkan di dalam Kompilasi
Hukum Islam yang menjadi syarat bagi si waqif dt samping ber-tabarru’
ditambahkan pula harus sehat akalnya serta tidak terhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendaknya sendiri dapat mewakafkan
benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”’

Di dalam Fikih Lima Mazhab dijelaskan pula tentang masalah

wagif itu sendiri, di mana dijelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa

* Lihat Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

“Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan
Perkembangannya (Bandung: Yayasan Plara, 1995), hal. 27

% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam., hal. 9

*7 Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 Ayat (1)
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sehat akal merupakan syarat bagi sahnya amalan wakaf. Dengan demikian,
wakafnya orang gila dianggap tidak sah, karena dia tidak lagi dikenat
kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak dihukumi maksud ucapan
dan perbuatannya,”®

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa balig merupakan syarat
lainnya. Dengan demikian, anak kecil baik yang sudah pintar atau yang
belum tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya tidak berhak pula
untuk mewakilinya. Begitu pula dengan hakim-hakim tidak boleh
mewakili anak tersebut untuk melakukan wakaf.

Sementara itu sebagian Ulama Imamiyyah mengatakan bahwa
wakaf yang dilakukan untuk anak yang berusia sepuluh tahun adalah sah
hukumnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa, orang
safik boleh mewasiatkan 1/3 hartanya dengan syarat bahwa wasiat itu
untuk kebaikan, baik dalam bentuk wakaf atau lainnya.>®

Tentang beragama Islam atau tidak, tidak menjadi syarat wagqif.
Dengan demikian apabila seseorang beragama Nasrani mewakafkan
tanahnya untuk mendirikan rumah sakit, maka itu dipandang sah.

2. Harta yang Diwakafkan (Maugif)

Sulit memang mendefinisikan harta secara tepat dan baku. Ini
dikarenakan harta memiliki sifat dan kekhususan yang berbeda-beda
dengan akibat berbeda pula dalam kita memandangnya. Islam memandang

harta dengan acuan akidah vyang disarankan al-Quran, yakni

% Muhammad Jawad Mughiyyah, Figih Lima Madzhab, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera,
1996), hal, 643
% Ibid, hal. 644
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dipertimbangkan kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik.
Sedangkan para ulama dulu mendefinisikan harta sebagai segala hal yang
dicintai watak manusia dan dapat disimpan serta mempunyai nilai.

Para Fugaha’ mendefinisikan harta dengan sesuatu yang orang
cenderung kepadanya dan mungkin disimpan di waktu yang diperlukan.
Sedangkan golongan Hanafiyah mengaitkan definisi harta ini dengan
kemungkinan untuk disimpan. Mereka berbuat demikian untuk
mengeluarkan manfaat dari definisi ma/. Manfaat, menurut mereka masuk
golongan milik bukan golongan milik bukan golongan mal, sehingga
mereka membedakan antara mal dengan milik. Milik adalah sesvatu yang
kita ber-tasarruf padanya secara ikhtishah, tidak dicampuri untuk orang
lain. Sedangkan mal adalah segala yang dapat disimpan untuk
dimanfaatkan di waktu yang diperlukan.®® Dan inilah yang terjadi pada
wakaf.

Wakaf, baru dapat dipandang sah, bila harta yang diwakafkan
merupakan harta yang bernilai, milik si wagif (tidak dalam sengketa) dan
tahan lama. Harta wakaf dapat pula berupa modal uang yang
diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya.
Yang penting dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal itu sendiri
jangan sampai dijalankan terlalu spekulatif yang memungkinkan mudah
habis, akan tetapi haruslah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga

modal itu berkembang dan dapat mendatangkan keuntungan yang

% Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fikih Muamalah, cet. ke-1 (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 153-154
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bermanfaat untuk tujuan wakaf. Dan yang terpenting pula adalah di dalam
menjalankan modal harta wakaf haruslah diperhatikan pula ketentuan-
ketentuan hukum Islam agar jangan sampai modal itu dikembangkan
dengan jalan yang bertentangan dengan agama Islam.®'

Para ulama sepakat juga tentang kebolehan wakaf dengan barang-
barang yang bergerak dan yang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan
kebun. Mereka juga sepakat kecuali ulama Hanafi, tentang sahnya dengan
barang yang bergerak seperti binatang dan sumber pangan, manakala
pemanfaatannya bisa diperoleh menghasilkan barang itu sendiri. Abu
Hanifah mengatakan bahwa, menjual barang yang bergerak tidak sah.
Akan tetapi Abu Yusuf dan Muhammad yakni murid dari Imam Hanafi
sendiri mempunyai pendapat yang berbeda dengan gurunya. Mereka
berpendapat bahwa barang yang bergerak berfungsi sebagai pelengkap sah
dari harta yang diwakafkan. Misalnya mewakafkan sebidang kebun
sekaligus dengan binatang dan peralatan yang ada di dalamnya. Sedangkan
Muhammad menyatakan sah. Hanya untuk senjata dan kuda perangnya.62
. Ikrar (Pernyataan) Wakaf

Adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus
dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wdagif secara jelas dan tegas

kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

¢! Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam., hal. 10
% Muhammad Jawad Mughniyyah, Fikik Lima Madzhab, hal. 645,
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dengan disaksikan dua orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya
dalam bentuk ikrar wakaf.®’

Tkrar wakaf pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan (ikrar)
dari orang yang berwakaf (wagif) bahwa dia telah mewakafkan hartanya
yang tertentu kepada Allah SWT, karena itulah tidak memerlukan adanya
kabul atau semacam pernyataan penerimaan dari pihak yang menerimanya.
Di samping itu wakaf juga merupakan fabarru’ atau pelepasan hak milik,
sehingga tidak memerlukan kabul.**

Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, Mazhab 4
sepakat bahwa wakaf untuk pihak yang tidak terbatas tidak membutuhkan
adanya kabul, sedangkan terhadap pihak tertentu memerlukan adanya
kabul. Sedangkan menurut Maliki dan Hambali wakaf tertentu sama
dengan wakaf umum sehingga tidak memerlukan adanya kabul. Kemudian
menurut mazhab Syafi’i dalam salah satu pendapat merecka yang lebih
kuat, menetapkan bahwa untuk orang-orang tentang disyaratkan adanya
kabul. Di kalangan Mazhab Imamiyyah terdapat tiga pendapat yang
berbeda, yaitu: pertama, mensyaratkan adanya kabul secara mutlak baik
pada wakaf umum maupun pada wakaf tertentu; kedua, tidak
mensyaratkan adanya kabul secara mutlak; dan ketiga, membedakan antara
wakaf umum yang tidak memerlukan kabul, dengan wakaf tertentu yang

memerlukan adanya kabul seperti pendapat Syafi’i.”’

63 Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41
Tahun 2004

84 Abdurrahman, Masalah Perwakafan., hal. 50.

85 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fikih Lima Madzhab, hal. 642.
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Adapun ikrar atau sigat wakaf dapat dilakukan dengan beberapa
cara diantaranya lisan, tulisan, dan isyarat. Lisan dan tulisan dilakukan
oleh siapapun juga, sedangkan isyarat digunakan hanya untuk orang yang
tidak mampu untuk menggunakan lisan dan tulisan. Hal ini dimaksudkan
agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas serta
untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di kemudian
hari.%®
. Mauquf ‘Alaih (tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf)

Yang dimaksud dengan tujuan wakaf adalah tujuan yang harus
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran
Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf
hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri
kepada Allah SWT. Tidak dibenarkan pelaksanaan wakaf itu didasarkan
kepada tujuan yang tidak baik dan mendatangkan kemadararan kepada
masyarakat. Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan
sesama manusia dengan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT,
misalnya untuk pelaksanaan pendidikan dan untuk kepentingan umum
lainnya seperti mendirikan rumah sakit dan sebagainya.67

Kemudian sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu macam
ibadah yang merupakan shadagah, maka tujuan dari wakaf itu tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang terdapat dalam agama Islam.

Tujuan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori

¢ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, hal. 11.
" Muhammad Abdul Manan, Aneka Masalah., hal. 241.
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ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang
mubah (boleh) menurut ajaran Islam, yang dapat menjadi sarana ibadah
dalam arti luas. Misalnya mewakafkan tanah untuk lapangan olah raga,
pasar atau kuburan. Tujuan wakaf haruslah jelas, dalam arti jika harta
wakaf itu ditujukan kepada kelompok orang tertentu, maka harta wakaf itu
baru dapat diterima setelah itu ditujukan kepada kelompok orang tertentu,
maka harta wakaf itu baru dapat diterima setelah adanya ikrar wakaf dan
jika harta wakaf bertujuan untuk membangun tempat ibadah maka
hendaklah ada suatu badan yang dapat diterimanya. Pengurus harta wakaf
itu disebut nazir atau mutawalliy, yang dapat berupa perorangan atau
badan hukum (di Indonesia).®®

Dalam doktrin hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab
fikih, nazir tidak merupakan rukun atau syarat wakaf. Akan tetapi dalam
hukum Islam yang berlaku di Indonesia seperti tertuang dalam KHI dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ndzir tampaknya
menjadi rukun wakaf karena wakaf harus diikrarkan kepada nazir di
hadapan PPAIW dan rdazir adalah pengurus wakaf bersangkutan. Nacir
dapat terdiri dani perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila
perorangan »dzir harus memenuhi syarat-syarat berupa dewasa, sehat akal
dan cakap bertindak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Pasal 10, disyaratkan juga warga negara Indonesia, amanah,

beragama Islam. Untuk nazir berupa organisasi disyaratkan bahwa

¢ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet.l, (Jakarta: Ul
Press, 1988), hal. 87.
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pengurusnya memenuhi syarat ndzir perorangan dan organisasi itu

bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan

Islam. Nazir bagi badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di

atas, juga harus memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan

badan hukum Indonesia dan dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku

di Indonesia. Sehingga nazir berkewajiban untuk melakukan

pengadministrasian ~ harta benda  wakaf, mengelola dan

mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya,
mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk sahnya amalan wakaf, diperlukan adanya syarat sebagai
berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi untuk waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku
untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila
seseorang mewakafkan tanah untuk kepentingan pasar misalnya
ditentukan waktunya misalnya dalam jangka waktu lima tahun, maka
wakaf itu di pandang sebagai sesuatu yang tidak sah.

2. Wakaf harus jelas maksud dan tujuannya, karena bila seseorang tidak
menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf itu dipandang tidak sah.

3. Wakaf itu bersifat tunai, artinya harus segera dilaksanakan tanpa
digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang, sebab
pernyataaan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wagif

menyatakan wakaf.
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4. Wakaf merupakan suatu hal yang mesti dilakukan tanpa syarat khiyar
(membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan),
sebab pernyataan wakaf berlaku untuk seketika dan untuk selamanya.

Ulama Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa, apabila pewakaf
mensyaratkan untuk dirinya hak pilih (kkiyar) antara melangsungkan
wakaf atau membatalkannya untuk masa tertentu, maka batallah
persyaratan dan wakaf tersebut sekaligus. Sebab pernyataan seperti itu
bertentangan dengan watak akad. Sementara Imam Hanafi berkata bahwa

kedua-duanya adalah sah.%’

2. Macam-Macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf yang dikenal dalam syariat Islam
ada dua, yaitu wakaf ahliy dan wakaf khairiy. Wakaf ahliy adalah wakaf
yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam
lingkungan keluarga atau famili, atau lingkungan kerabat sendiri. Jadi
yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas pada yang
termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si
wagif. Sedangkan wakaf khairiy adalah wakaf yang diperuntukkan bagi
segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Wakaf ini ditujukan kepada
umum yang dengan pengguanaan yang tidak terbatas, yang mencakup
semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada

umumnya.

% Muhammad Jawad Mughniyyah, Fikik Lima., hal. 654
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Namun setelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf tersebut di atas
ada beberapa catatan yang harus diperhatikan:

1. Status wakaf itu adalah abadi, kecuali jika dicabut oleh yang
mewakafkan

2. Barang wakaf boleh dijual, bilamana:

a. Tidak dapat dipergunakan lagi selain dijual, lalu uangnya dibelikan
lagi kepada barang-barang yang berguna untuk pewakafan

b. Karena ada maksud lain yang lebih baik, seperti ada dua bidang
tanah wakaf yang sukar dipergunakan kecuali dengan dijual salah
satunya, lalu dibelikan lagi kepada tanah yang berdekatan dengan
tanah yang sebidang lagi.

3. Jika orang yang wakaf telah mati, sedangkan tidak ada lagi orang yang
berhak menerimanya, maka barang wakaf itu harus diberikan kepada
famili orang yang mewakafkan yang bukan ahli warisnya. Jika
familinya tidak ada, maka barang wakaf itu harus dikembalikan dan

akan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam.”

C. Prosedur Pelaksanaan Wakaf
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dikeluarkan, pelaksanaan wakaf di
Indonesia hanya didasarkan pada Surat Goverment Screvaris tertanggal 31

Januari 1095 yang dikenal dengan nama Bijblad Nomor 6196, surat ini

" Mohammad Anwar, Fikih Islam Muamalah, Munakahat dan Jinayat (Hukum Perdata
dan Pidana Islom Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya), cetke-2 (Bandung: PT. al-Ma’arif, t.t.),
hal. 53.
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ditujukan kepada para Bupati agar mendaftarkan wakaf tanah milik dan
apabila ada wakaf baru harus dengan izin darn Bupati.”' Surat Goverment
Screvaris ini kemudian disempurnakan lagi oleh Bijblad Nomor 13480
Tanggal 27 Mei 1935. Kedua peraturan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan
wakaf dilakukan dengan ketentuan hukum Islam, antara lain dilakukan oleh
wakif yang sah dengan jalan ikrar untuk menyerahkan tanahnya sebagai
wakaf untuk jalan tujuan ibadah kepada nazir yang ditunjuk untuk itu.”?
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 berisi tentang adanya wewenang
yang diberikan kepada Departemen Agama untuk menyelidiki, meneliti,
menentukan, mendaftarkan dan mengawasi tanah-tanah wakaf. Sedangkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 berisi tentang kompetensi yang
dimiliki oleh Departemen Agama tentang tanah wakaf.”?

Kemudian mulai Tahun 1960 pemerintah mengeluarkan peraturan
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang memuat tentang
pendaftaran atas tanah. Adapun atas tanah milik yang ada di wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia.” Peraturan ini berjalan dengan Pasal 19 ayat
(1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyl: Untuk menjamin

kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

"' Rachmat Djatmika, Wakaf Tanah, (Surabaya: al-Ikhlas, t.t.), hal. 53.

" Imam Suhadi, Hukum Wakaf di Indonesia, cet. ke-5 (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985),
hal. 30.

7 Ibid ,hal. 31.

7 Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya,
(Bandung: Alumni, 1993), hal. 13.
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wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur, yakni
menurut peraturan pemerintah.” Pasal ini telah menentukan bahwa untuk
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanlah pendaftaran tanah
yang dilakukan dengan cara pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
Terakhir pemerintah mengeluarkan peraturan yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 27 Mei 1977 yang mengatur
tentang perwakafan tanah milik dengan garis besar pelaksanaan wakaf tanah
milik.
Adapun tata cara pendaftaran tanah sebelum adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut.”®
1. Tindakan Nazir dan Kelengkapan Surat-Surat
Berdasarkan Pasal 15 PMA Nomor 1 Tahun 1978 Jo. Pasal 16 ayat
1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pertama-tama ndazir
mendaftar kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.
Bila nazir sudah tidak ada, maka wdagif atau ahli warisnya atau anak
keturunan razir, atau wagif atau anggota masyarakat yang mengetahuinya,
pendaftarannya kepada KUA setempat.
Apabila semua di atas tidak ada, maka Kepala Desa sebagai orang
paling tahu mengenai situasi pertanahan dan berkewajiban mendaftarkan
kepada KUA setempat. Pendaftaran tersebut disertat pula oleh

kelengkapan surat-surat seperti:

7> Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi, cet. ke-
15, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 11
7 Imam Suhadi, Wakaf Untuk., hal. 99



48

a. Surat Keterangan tentang Tanah atau Surat Keterangan dari Kepala
Desa tentang Perwakafan Tanah baik berupa girik atau ketitir.

b. Dua orang saksi yang menyaksikan ikrar wakaf, yakni orang yang
mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut.

2. Tindakan PPAIW atas Pendaftaran
Kepala KUA selaku PPAIW akan mengadakan penelitian sebagai
berikut:

a. Meneliti keadaan wakaf.

b. Meneliti dan mengesahkan nazir.

¢. Meneliti saksi-saksi.

d. Menerima penyaksian tentang wakaf.

e. Membuat akta ikrar wakaf.

f. Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 peraturan ini selambat-lambatnya
dalam waktu 1 bulan sejak dibuatnya.

g. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf.

h. Menyampaikan dan memelihara akta dan daftarnya.

i. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Pasal 10 ayat 1.”

77 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan
Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Perwakafan Tanah Milik (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1998/1999), hal. 77.
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D. Tindakan PPAIW tentang Wakaf
PPAIW mengurus pendaftaran tanah perwakafan, yaitu mengajukan
permohonan kepada Bupati atau Wali Kota c.q. Kepala Subdit Agraria
setempat: seksi urusan agama Islam (URAIS) c.q. Subsi Kemasjidan dan

Zawaib sebagai koordinator atau penghubung PPAIW dengan Sub Direktorat

Agraria. Setelah ada persetujuan, selanjutnya diserahkan kepada nazir yang

kemudian melaporkannya kepada pejabat pendaftaran Akte Ikrar Wakaf

(PPAIW).

Sedangkan tata cara perwakafan tanah milik setelah berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 adalah sebagai berikut:

1. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya (sebagai
calon wagif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk
melaksanakan ikrar wakaf.

2. Calon wagif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan
kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut:

a. Sertifikat tanah hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah.

b. Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat
mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.

c. Surat keterangan pendaftaran tanah.

d. Izin Bupati atau Wali kota c.q. Sub Direktorat Jendral Agraria setempat.

3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat apakah sudah memenuhi
untuk pelepasan hak-hak atas tanah (untuk diwakafkan) memenuhi saksi-

saksi dan mengesahkan susunan nazir.
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4. Di hadapan PPAIW ada dua orang saksi, wdgif mengikrarkan atau
mengucapkan kehendak wagif itu kepada ndzir yang telah disahkan, Tkrar
wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk
tertulis (ikrar wakaf dalam bentuk W-1).

5. PPAIW segera membuat ikrar wakaf (bentuk W-2a) rangkap 4 dengan
dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya
selambat-lambatnya satu bulan dibuat akta ikrar wakaf yang masing-
masing lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian
sebagai berikut:”®
a. Akta ikrar wakaf:

1) Lembar pertama disimpan PPAIW.
2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah
wakaf kantor subdit agraria setempat (bentuk W-7).
3) Lembar ketiga untuk kantor pengadilan agama setempat.
b. Salinan akta ikrar wakaf:
1) Lembar pertama untuk wagif.
2) Lembar kedua untuk nazir.
3) Lembear ketiga untuk KUA Kabupaten atau Kota Madya setempat.

4) Lembar keempat untuk Kantor Kepala Desa setempat.

78 1 ihat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977



BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG

PEMBATALAN AKTA WAKAF

A. Duduk Perkara Pembatalan Akta Wakaf
Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa : Hj Baniyah Binti

Achmad Jadir, umur 74 Tahun (lahir 12 November 1935), agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Nitikan Baru No. 20 RT.008,

Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2009 telah memberikan

kuasa kepada : 1. Mukhtar Zuhdy, SH, 2. Danang Wahyu Muhammad, SH.,

M.Hum, 3. Sinta Noer Hudawati, SH, 4. Zulfan Purnomo, SH, 5. Budi

Pratomo, SH, 6. Tito Hadi Priyatna, SH, 7. Zaumul Mirzan Al-Huda, SH, 8.

Miftachul Ichwan AA, SH. Semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum

pada PKBH FH-UMY, alamat J1. Kapten Pierre Tendean No.56 Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;

Melawan :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo selaku PPAIW,
alamat Jalan Glagahsari No. 99 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat I”;

2. Sunardi Syahuri, umur 57 Tahun, agama Islam selaku Nazir, alamat J1.

Ipda Tut Harsono No. 3, RT.27 RW.09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan

Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

? Dikutip dari putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor
0322/Pdt.G/2009/PA. Yk
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26 September 2009 dan pembaharuan surat kuasa khusus tertanggal 26
Januari 2010 telah memberikan kuasa kepada : 1). Edy Yulianto, SH., KN.
2). Muh. Yusron Rusdiyono, SH. Keduanya adalah Advokat beralamat di
Jalan Kauman No.32 A, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Selanjutnya
disebut sebagai “Tegugat II”;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, alamat Jl. Kenari No. 56,
Kompleks Balaikota, Timoho, Yogyakarta. Selanjutnya disebut “Turut
Tergugat I”;

4. Pengurus Yayasan Siti Rahmah, alamat J1. Golo No.22, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2009
telah memberikan kuasa kepada Abdul Jamil, SH., MH, Advokat dari
Kantor Advokat “JNM Adnan & Rekan”, Jl. Tanjung Baru Barat No. 20
Baciro, Yogyakarta. Selanjutnya disebut “Turut Tergugat II”.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2009 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah
Register Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA. Yk, telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut :*°
1. Bahwa Ny. Hj, Baniyah Hyas (Penggugat) yang dilahirkan di Yogyakarta

pada tanggal 12 November 1935 adalah merupakan seorang anak
kandung dari pasangan suami isteri Almarhum Achmad Jadir dengan

almarhumah Ny. Jamilah alias ny. Achmad Jadir ;

8 Abdul Adhim AT, wawancara, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama
Yogyakarta, 6 Juni 2011
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2. Bahwa dari perkawinan almarhum achmad Jadir dengan almarhum Ny.
Jamilah alias Ny. Achmad Jadir dengan almarhumah Ny. Jamilah alias
Ny. Achmad Jadir, tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, dimana 3
(tiga) diantaranya telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang anak lainnya
masith hidup dua diantaranya adalah Penggugat dan adik kandung
Penggugat yang bernama Ibu Rr. Fatimah, yang lahir di Yogyakarta pada
tanggal 31 Desember 1939 yang sejak kecil hingga sekarang masih
tinggal serumah bersama Penggugat di JI. Nitikan Baru No.20 Rt.029
Rw.008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

3. Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. Fatimah sejak
kecil telah menderita sakit jiwa (keterbelakangan mental atau gangguan
kejiwaan) sehingga tidak mampu menjalani kehidupan sebagaiman
layaknya orang normal pada umumnya dalam menjalankan kehidupannya
sendiri. Oleh karenanya, Ibu Rr. Fatimah sejak kecil tidak mampu
bergaul dan berkomunikasi secara wajar dengan orang lain, sehingga
Jarang atau bahkan tidak pernah keluar rumah, oleh karena itu sebagian
besar waktunya dihabiskan di dalam rumah ;

4. Bahwa keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan yang diderita
oleh ibu Rr. Fatimah ini menurut keterangan keluarganya dialaminya
sejak masih kecil kurang lebih usia 2 (dua) tahun. Keadaan beliau yang
menderita keterbelakangan mental ini diperkuat pula oleh hasil

pemeriksaan para dokter/ahli dari  Poliklinik Psikiati  No:



54

001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangam oleh dr.

Budi Pratiti, Sp.KJ, yang diterangkan sebagai berikut :

- Pada bagian Anamnesis, Ibu Rr. Fatimah dinyatakan : pada saat
kurang lebih usia 2 tahun penderita sering kejang demam ; Penderita
tidak pernah sekolah (tidak bisa mengikuti pelajaran) ; Penderita lebih
banyak diam di rumah, tidak mudah kenal dengan orang baru, selama
wawancara harus didampingi anggota keluarga yang dianggap cocok.
Tinggal dengan keluarga kakaknya. Pernah menikah, saat ini janda ;*'

- Pada bagian kesimpulan, Ibu Rr. Fatimah dinyatakan : Retardasi
mental pada usia lanjut; Tidak mampu membuat keputusan;

5. Bahwa oleh karena itu Ibu Rr. Fatimah telah dinyatakan mengalami
keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan sebagaiman
dimaksudkan pada butir ke 4 (empat) tersebut di atas, maka secara
hukum Ibu Rr. Fatimah dinyatakan sebagai orang yang “tidak cakap
melakukan perbuatan hukum” (Onbekwaamheid) ;

6. Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. Fatimah yang menderita keterbelakangan
mental tersebut, maka yang bersangkutan tidak mampu mengurus
kepentingan dirinya sendiri dengan sebaik-baitknya serta yang
bersangkutan sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku kakak
kandung dari Ibu Rr. Fatimah ;

7. Bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Rr. Fatimah

ditakutkan/dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang lain yang

%! Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011
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mempunyai niat tidak baik atas ketidakberdayaan dan/atau
ketidakcakapan (keterbelakangan mental) yang diderita oleh Ibu Rr.
Fatimah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata
sebagaimana disebutkan dalam pasal 433, sebagai berikut :

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit
otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan” ;82

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Ibu Rr. Fatimah
berdasarkan atas surat keterangan yang dilakukan oleh RSUP Sardjito
yang menyatakan bahwa Ibu Rr. Fatimah mengalami keterbelakangan
mental sudah selayaknya jika Ibu Rr. Fatimah termasuk dalam orang
yang ditaruh di bawah pengampuan, dan hal tersebut di dalam hukum
tergolong orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
berdasarkan atas ketentuan pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

“Tak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa ;

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;™

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 434 KUHPerdata, yang
menyatakan sebagai berikut :

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang
keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak
dan mata gelap” S

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat

selaku kakak kandung dari Ibu Rr. Fatimah, jelas-jelas merupakan orang

821 ihat Pasal 433 KUHPerdata
8 Lihat Pasal 1330 KUHPerdata
8 1 ihat Pasal 434 KUHPerdata
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yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengampuan atas
diri Ibu Rr. Fatimah yang mengalami keterbelakangan mental ;

Bahwa Ibu Rr. Fatimah memiliki harta kekayaan yang berasal dari
warisan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas
2810 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH
V1/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, atas nama Pemegang Hak Rr. Fatimah, Gambar Situasi

Nomor : 3590/1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit ;

- Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru ;

- Sebelah Utara :m 2475 dan m 2476 ;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers : 378 ;

Bahwa mengingat keadaan Ibu Rr. Fatimah mengalami keterbelakangan
mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya,
serta seluruth kepentingan dan kebutuhan hidupnya sejak kecil
ditanggung oleh kakak kandungnya (Hj. Baniyah Ilyas), serta untuk
memberikan keamanan dan kemanfaatan terhadap harta kekayaan yang
diperoleh melalui warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut dalam
posita ke 10 tersebut di atas, maka Ny. Hj Baniyah Ilyas dengan
persetujuan seluruh keluarganya pada sekitar pertengahan tahun 1995
bermaksud (rasan-rasan sekaligus berkonsultasi minta saran/naschat)
untuk mewakafkan harta kekayaan milik Ibu Rr. Fatimah tersebut yang

secara informal maksud tersebut disampaikan secara lisan kepada Bapak
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H. Sunardi Syahuri yang dikenal oleh keluarga Penggugat sebagai
seorang mubaligh sekaligus tokoh dan aktifis Persyarikatan
Muhammadiyah ;

Bahwa dengan tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya tanpa
sepengatahuan dan persetujuan Ibu Hj. Baniyah llyas, Ibu Rr. Fatimah
beserta seluruh keluarganya, proses ikrar wakaf atas sebidang tanah
pekarangan milik Ibu Rr, Fatimah sebagaimana tersebut pada posita ke-
10, ternyata telah dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama/Pejabat
Pembuat Akta Tkrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-
Yogyakarta ;

Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : w.2/90/K-13/tahun 1995
tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat 1 (Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbutharjo yang secara ex
oficio sebagai Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf Kecamatan
Umbulharjo-Yogyakarta) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H.
Nasiruddin, telah terjadi Ikrar Wakaf atas sebidang tanah pekarangan
milik Rr. Fatimah luas 2810 m?2, terletak di Nitikan UH VI1/98, Sertifikat
Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH V1/98, Kelurahan/Desa
Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. Berdasarkan Akta
Ikrar Wakaf tersebut Rr. Fatimah bertindak sebagai Wakif, dan bertindak
sebagai Nadzir adalah Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan

PDHI. Cabang Umbulharjo (Tergugat II) -

8 Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011
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Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 pihak keluarga Penggugat
mendapatkan foto copy dokumen-dokumen proses wakaf sebagaimana
dimaksud di atas dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama
Kecamatan Umbulharjo, dimana dokumen-dokumen tersebut terdiri dari ;
1) Foto copy Akta Ikrar Wakaf Nomor : w.2/90/K-13/tahun 1995 ;

2) Foto copy sertifikat Tanah Hak milik Nomor 3318 beserta gambar
situasi tanah Nomor 3590/1995 ;

3) 2 (dua) lembar proposal Komplek Dakwah Siti Rahmah ;

. Bahwa dokumen-dokumen tentang proses wakaf tersebut diketahui oleh

pihak keluarga Penggugat bukan dari pengurus Yayasan PDHI Cabang
Umbulharjo, melainkan dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama
Kecamatan Umbulharjo. Dimana di dalam dokumen Akta Tkrar Wakaf
tersebut terdapat beberapa kejanggalan : hal tersebut terlihat dalam Akta
Ikrar Wakaf yang dibuat pada tanggal 11 September 1995 dimana dalam
akta ikrar wakaf tersebut tertera “dihadiri dan disaksikan oleh Rr.
Fatimah selaku wakif dan Ibu Rr. Fatimah juga “membubuhkan cap
jempol” pada Akta Ikrar Wakaf tersebut ;

Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.
Fatimah sebagi Wakif dan Bapak Sunardi Syahuri atau Tergugat II
tercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan
PDHI Cabang Umbulharjo. Sepengetahuan dari pihak keluarga
Penggugat, Tergugat Il adalah tokoh dan aktifis Muhammadiyah serta

pihak keluarga tidak pernabh mengenal dan tidak tahu tentang Badan
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Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, oleh karena berdasarkan
kesepakatan seluruh keluarga Penggugat dalam mewakafkan tanah
tersebut adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah ;

Bahwa dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut maka pihak
keluarga pada tanggal 03 Juni 2007 mengadakan pertemuan yang juga
dihadiri oleh Tergugat If selaku Nadzir, PRM (Pimpinan Ranting
Muhammadiyah) Nitikan, Umbulharjo Yogyakarta dan Takmir Masjid
Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, dimana pada pertemuan tersebut
dimusyawarahkan bahwa dari pihak Penggugat beserta seluruh
keluarganya menghendaki agar peruntukan wakaf adalah untuk
Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk yang lainnya, dan Tergugat
II tidak menyetujuinya dan bersikukuh pada pendiriannya, oleh
karenanya dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu atau
tidak ada kesepakatan ;*

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan proses musyawarah pernah
dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)
Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2008, dihadiri para Pengurus PWM
Yogyakarta, Kuasa Hukum Penggugat, dan Bapak H. Sunardi Syahuri
(Tergugat II), Pengurus PDHI Pusat, serta dihadiri juga beberapa
Pengurus Pengajian Ar — Rahmah, yang pada intinya keluarga Penggugat
bermaksud untuk merubah peruntukan tanah yang sejak semula

keinginan dari keluarga Penggugat adalah untuk Persyarikatan

$%Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat II, 17 Juli 2011
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Muhammadiyah. Akan tetapi musyawarah tersebut mengalami jalan

buntu atau tidak terjadi kesepakatan ;

Bahwa pada BAB VII Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang wakaf, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf, sebagai

berikut :

(1). Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat ;

(2). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak
berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase
atau pengadilan ;%

Berdasarkan uraian posita ke 17 dan 18 tersebut di atas dihubungkan

dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004, maka perkara aquo telah memenuhi persyaratan untuk

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama Yogyakarta)

Bahwa dalam rangka untuk mengesahkan/melegalkan prosedur wakaf

secara hukum serta merealisasikan niat dan kesepakatan seluruh keluarga

Ibu Rr. Fatimah dan Penggugat dalam mewakafkan harta kekayaan

berupa sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. Fatimah sebagaimana

disebutkan pada posita ke-10 tersebut di atas, maka untuk dapat
melakukan perbuatan hukum Ibu Rr. Fatimah harus diperlukan seorang
pengampu (Curator) untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama

dirinya. Oleh karena itu seluruh keluarga sepakat agar Penggugat sebagai

kakak kandung Ibu Rr. Fatimah untuk menjadi Pengampu ;

87 Lihat Pasal 62 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf



21.

22.

23.

61

Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. Fatimah seperti dijelaskan dalam posita
gugatan tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 01 Maret 2009
melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pengampuan
(Curatele) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pada tanggal 02
April 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan Penetapan
Nomor : 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya menyatakan, sebagai
berikut
1). Menerima dan mengambulkan permohonan Pemohon;,
2). Menetapkan bahwa Ibu Rr. Fatimah karena keterbelakangan mental
untuk ditaruh dibawah pengampuan;
3). Menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah wali pengampu
dari adik kandungnya yang bernama Rr. Fatimah.
Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta
No: 166/Pdt.P/2009/PN.YK, secara sah bertindak selaku pengampu dari
adik kandungnya yang bernama Ibu Rr. Fatimah, oleh karenanya
Penggugat (Ny. Baniyah) secara hukum berhak dan memiliki wewenang
untuk dan atas nama adik kandungnya yang bernama Rr. Fatimah yang
berada di bawah Pengampuannya,
Bahwa setelah terjadi ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada posita ke
31 tersebut di atas, terhadap tanah pekarangan wakaf tersebut dilakukan
proses balik nama atau peralihan hak melalui Badan Pertanahan Nasional
atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (Turut Tergugat I),

sehingga pada tanggal 29 November 1995 oleh Kantor Pertanahan



24.

25.

26.

62

Kotamadya Yogyakarta telah dilakukan balik nama atau peralihan hak
yang sebab peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor:
W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, dan sebagai
pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No.3318
berubah menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo
(Tergugat 11},

Bahwa setelah terjadi proses wakaf dan balik nama pemegang hak atas
tanah pekarangan tersebut, di atas tanah tersebut telah berdiri suatu
bangunan permanen (gedung pertemuan) yang dikuasai dan dikelola oleh
Turut Tergugat II (Jama’ah Pengajian Yayasan Siti Rahmah);®

Bahwa mengenai perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-
undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih diberlakukan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik;

Bahwa pelaksanaan proses wakaf tanah milik sebagaimana diuraikan
pada posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, pada waktu pelaksanaan proses
wakaf atas sebidang tanah pekarangan yang sekarang menjadi obyek
sengketa dalam perkara aquo, secara hukum terkait oleh Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik. Dengan kata lain prosedur pelaksanaan proses wakaf atas sebidang
tanah tersebut tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada

ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

88 Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat 11, 17 Juli 2011
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27. Bahwa untuk dapat bertindak sebagai Wakif (pihak yang mewakafkan)

28.

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 harus memenuhi persyaratan tertentu :

“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan

dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan

memperhatikan  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku ”,'89

Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimana
dimaksud dalam posita 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telah
terjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta lkrar Wakaf
tersebut mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Tkrar Wakaf
Nomor ; W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang
dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Umbulharjo yang secara ex oficio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo), tercatat sebagai Wakif adalah
Tbu Rr. Fatimah, dan pada Akta tersebut terdapat cap jempol tangan dan
bermaterai di atasnamakan Rr. Fatimah. Padahal telah diketahui bahwa
Ibu Rr. Fatimah mengalami gangguan/keterbelakangan mental sejak
kecil, sehingga secara hukum termasuk orang yang tidak cakap
melakukan perbuatan hukum, hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil
pemeriksaan para dokter/ahli dari poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito
Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan

Psikiatri No : 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang

8 1 ihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
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ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, SP.KJ dan selanjutnya diperkuat lagi
dengan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
166/Pdt.P/2009/PN. YK tanggal 02 April 2009. Dihubungkan dengan
ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
mengenai persyaratan sebagai wakif, maka dapat diketahui bahwa Ibu Rr.
Fatimah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang Wakif.
Dengan demikian secara hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-
13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, pada tanggal 11 September 1995
adalah tidak sah, sehingga segala peristiwa dan tindakan hukum apapun
dan dilakukan oleh siapapun yang mendasarkan pada Akta tersebut
secara mutatis mutandis merupakan peristiwa dan atau tindakan hukum
yang tidak sah juga;

Bahwa selain kejanggalan mengenai Wakif yang berakibat tidak sah
terhadap Akta lkrar Wakaf sebagaimana diuraikan dalam posita ke 15
dan 16 tersebut di atas, ternyata mengenai nadzir dalam wakaf
sebagaimana dimaksud dalam Akta lkrar Wakaf tersebut juga terdapat
kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut
mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor :
W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh
tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo
yang secara ex oficio sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai Nadzir adalah
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Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang
Umbulharjo dengan jabatan sebagai Ketua (Tergugat II). Padahal
sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu belum pernah ada atau
belum pernah terbentuk Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang
Umbutharjo, selain itu dalam kepengurusan PDHI (Persaudaraan
Djama’ah Haji Indonesio), Sunardi Syahuri tercatat sebagai Ketua I
Pimpinan Pusat PDHI, sehingga sangat janggal apabila dalam wakaf
tersebut bertindak sebagai Ketua Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang
Umbulharjo (sebagai Nadzir). Oleh karena itu apabila dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 yang menyatakan : “Mempunyai perwakilan di Kecamatan
tempat letaknya tanah yang diwakaflan”.”® Dengan demikian karena
Nadzir dalam wakaf tersebut tersebut fiktif, maka wakaf tersebut tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 2
huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut. Oleh
karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995
tertanggal 11 September 1995 secara hukum adalah tidak sah,;

Bahwa selain kejanggalan-kejanggalan dalam proses wakaf tersebut di
atas, ternyata Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan Umbulharjo/PPAIW  Kecamatan Umbulharjo) dalam
melakukan tugasnya selaku Pejabat yang bertugas menangani proses

wakaf telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati karena dalam

%0 Lihat Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
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prosedur perwakafan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan
Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 jo pasal 223 Kompilasi Hukum
Islam jo Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dan ketentuan yang
lebih operasional lagi terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No.
Kep/D/75/78 tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-
peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik salah satu syaratnya yaitu :
“Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta lTkrar Wakaf
(PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukan Ikrar
Wakaf”. Dan dalam pelaksanaan wakaf tersebut ternyata pada waktu
ikrar wakaf tersebut dilaksanakan Ibu Rr. Fatimah sebagai Wakif dan H.
Sunardi Syahuri (Tergugat II) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan
PPAIW Kecamatan Umbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut
telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain
secara hukum ikrar wakaf tersebut tidak sah;

Bahwa berdasarkan keterangan Bapak Drs. H. Nasiruddin (sebagai
PPAIW atas Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995) dalam
suatu rapat dan/atau klarifikasi untuk membahas masalah wakaf aquo
yang bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009, pada proses pembuatan Akta Ikrar
Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 pada hari Senin tanggal 11
September 1995 tersebut, Bapak Sunardi Syahuri atau Tergugat II selaku
Nadzir tidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Ibu Rr. Fatimah

selaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat
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itu hanya ada seorang perempuan yang mengaku Ibu Rr. Fatimah yang
hadir sebagai Wakif dan bersikaf layaknya orang normal sehat jasmani
dan rohani akan tetapi tidak bisa membaca dan menulis, sehingga hanya
membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut. Padahal
sebagaimana diketahui, sebenarnya tidaklah mungkin Ibu Rr. Fatimah
hadir, karena yang bersangkutan sejak kecil jarang keluar rumah dan
untuk berkomunikasi dengan orang lain sajapun sangat sulit, bahkan
untuk bertemu atau bertatap muka dengan orang saja Ibu Rr. Fatimah
mengalami Kketakutan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan
mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan;

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam pasal
433 KUHPerdata, yang menyebutkan :

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit

otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan” ; o1

Oleh karena itu, semakin jelas bahwa proses wakaf sebagaimana
dimaksud di atas adalah cacat hukum, dengan demikian secara hukum
harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa oleh karena proses wakaf atas sebidang tanah milik Ibu Rr.
Fatimah sebagaimana diuraikan di atas tidak sah atau batal maka proses
peralihan hak atau balik nama atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu
Rr. Fatimah sebagaimana disebutkan dalam posita ke 10, 13 dan ke-22
tersebut di atas itu didasarkan pada Akta Wakaf yang tidak sah tersebut,

secara hukum juga harus dinyatakan tidak sah atau batal,

51 Lihat Pasal 433 KUHPerdata
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34. Bahwa oleh karena proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah

cacat hukum, dan secara hukum seharusnyalah dinyatakan batal atau
tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum apapun
dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Akta Tkrar Wakaf
Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-
Yogyakarta, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah atau
batal menurut hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta
seluruh benda tidak bergerak dan atau benda-benda lainnya yang melekat
di atas tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh
Yayasan Siti Rahmah juga tidak dibenarkan menurut hukum, oleh
karenanya harus dikosongkan dan selanjutnya harus diserahkan atau
dikembalikan kepada Pemegang Hak Milik sah atas tanah tersebut yaitu
Ibu Rr. Fatimah yang dalam hal ini melalui Penggugat sebagai
pengampunya (Curator);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas,
maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa (Judex Factie)
pada Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk berkenan memeriksa dan

memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
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Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995
tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta (Tergugat I) dinyatakan
tidak sah atau batal ;

Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor 3318 atas nama Ibu Rr. Fatimah kepada Badan Hukum
Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo yang sebab perubahannya
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-13/tahun 1995 yang
dibuat atau dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kotamdya Yogyakarta
(Turut Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan batal;
Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan di atas sebidang
tanah (sebagaimana disebutkan pada posita kw 10) dalam gugatan ini
yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas seijin tergugat II adalah tidak
dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak
sah;

Menghukum kepada Tergugat 11 dan Turut Tergugat II untuk
mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda yang melekat di atas
tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik
No. 3318 atas nama Ibu Rr. Fatimah dan selanjutnya untuk
mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
Menghukum kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
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SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para
pihak yang berperkara dengan mediasi oleh Mediator Drs. Wan Ahmad akan
tetapi tidak berhasil, bahkan setiap kali persis Majelis Hakim berupaya
mendamaikan, namun tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan Hukum
Islam;

c. Wakaf dan Shadagah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf, mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 62,

yang menyatakan :

?2 Lihat Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006
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(1). Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk
mencapai mufakat;

(2). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrasi
atau pengadilan;”’

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 62 ayat (2) undang-
undang Nomor 41Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud dengan Pengadilan
adalah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syari’ah;

Menimbang, bahwa dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tidak ada disinggung
keberadaan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 dan peraturan pelaksanaannya apakah sudah dicabut dan/atau sudah
digantikan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 226 Kompilasi
Hukum Islam, yaitu: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut
persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

%3 Lihat Pasal 61 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 bahwa penyelesaian perselisihan
sepanjang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui
Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang, persoalan pokok
dalam gugatan Penggugat dapat dipilahkan menjadi dua hal : Pertama; ikrar
wakaf tersebut adalah cacat hukum karena wakif (Rr. Siti Fatimah) adalah
orang yang cacat mental, sehingga tidak memiliki kecakapan hukum,
termasuk untuk mewakafkan tanah miliknya. Kedua; bahwa telah terjadi
kesalahan (penyelewengan?) pihak yang dikehendaki sebagai Nadzir wakaf
yang seharusnya kepada persyarikatan Muhammadiyah, tetapi kenyataannya
Nadzir wakaf tersebut adalah PDHI Cabang Umbulharjo ** sesuai bukti P.8,
sehingga oleh karena itu Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995
tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta harus dinyatakan tidak sah atau batal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis pertama-tama
Hakim akan mempertimbangkan legal standing dari penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari Wakif (Rr.
Fatimah) yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:

166/Pdt.P/2009/PN.Yk tanggal 02 April 2009 (P.4), Penggugat ditetapkan

** Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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secbagai wali pengampu bagi wakif sehingga kedudukannya sebagai
penggugat telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat dan
saksi-saksi yang disampaikan dari pihak Penggugat maupun turut Tergugat II,
Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

L. Sebelum terjadinya Ikrar Wakaf :

- Bahwa telah ternyata ada pengajian ar-Rahmah yang dahulunya bernama
Siti Rahmah berdiri tahun 1986, oleh para haji angkatan 86, awalnya
khusus untuk ibu-ibu dan diadakan setiap bulan tanggal 5, bernaung di
bawah PDHI Yogyakarta;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Suhanah Binti H. Mursidi
ketika ada pengajian di rumah orang yang memberi wakaf/wakif, bu
Nur Anas (sekarang sudah meninggal) sebagai bendahara/pengurus
pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah menyampaikan bahwa ada wakaf
tanah untuk pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah dan dinyatakan didepan
ibu-ibu pengajian secara lisan, tetapi saksi tidak tahu siapa nama yang
mewakafkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Subiyantoro Bin Jiwo
Suharto Saksi mendengar 3-4 tahun yang lalu ada wakaf tanah dari bu
Fatimah, tetapi wakaf tersebut atas inisiatif bu Baniyah (Penggugat) dan
anak-anaknya, dan diperuntukkan pengajian Ar-Rahmah. Tanah bu

Fatimah tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama pak

% Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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Jadir. Selain itu bu Fatimah masih punya tanah lainnya di 3 atau 4
tempat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhartana Bin Mugi Hartono, sejak
kecil Fatimah idiot, dahulu kalau ditanya bisa menjawab, Fatimah
pernah menikah ketika umur 22 tahun dengan scorang pria bernama
Wardoyo, setelah menikah kadang tinggal bersama suaminya terkadang
bersama bu Baniyah, sekarang ini statusnya adalah janda mati;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Marwan Ds Bin Jalaluddin,
pemilik formal wakaf ialah bu Fatimah, tetapi kehendak/inisiatif wakaf
adalah Penggugat (bu Baniyah) dan anak-anak bu Baniyah, mereka tahu
dan sepakat;

- Bahwa untuk memproses ikrar wakaf tersebut diserahkan kepada Bapak
Sunardi Sahuri (Tergugat II) salah satu Ustadz di Pengajian Ar-Rahmah
dan pengurus PDHI Yogyakarta;

- Bahwa Sunardi Sahuri dikenal sebagai Ustadz di Pengajian Ar-Rahmah,

Pengurus PDHI dan sebagai Pengurus Perserikatan Muhammadiyah;

Bahwa Penggugat menyangka Nadzir Wakaf untuk Perserikatan
Muhammadiyah;

II. Setelah terjadinya Ikrar Wakaf : *°

- Bahwa Wakaf tanah tersebut untuk pengajian Siti Rahmah bukan

untuk yang lainnya sebagaimana keterangan saksi Ny. Subanah;

*¢ Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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Bahwa pengajian Siti Rahmah ibarat anak bagi PDHI, karena
merupakan perkumpulan haji tahun 1986 di bawah bimbingan PDHI;
Bahwa timbul kekecewaan Penggugat, karena tanah wakaf tidak
dibangun, setelah dibangun belum sempurna, di samping itu Nadzir
Wakafnya adalah Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo bukan
Perserikatan Muhammadiyah;

Bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah dibangun gedung, awalnya
dari penggalangan dana pengurus pengajian Ar-Rahmah;

Bahwa tanah wakaf dari Rr. Fatimah dikvasai dan dimanfaatkan oleh
Yayasan Ar-Rahmah/Siti Rahmah, dan dipergunakan untuk pengajian
setiap ahad pagi, jamaahnya berkembang untuk umum Bapak-bapak
dan ibu-ibu, yaitu orang-orang sekitar tempat tersebut berjumlah
sekitar 40 s/d 50 orang;

Bahwa selain untuk pengajian, bangunan Yayasan Ar-Rahmah/Siti
Rahmah juga disewakan untuk kegiatan Badminton yang hasilnya
untuk operasional perawatan gedung;

Bahwa keberadaan/kegiatan pengajian Ar-Rahmah adalah positif,
sesuai keterangan saksi Sri Muryadi Bin Wargo Pangakso;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamzuri Umar Bin Umar Joned,
saksi pernah mengisi pengajian di Ar-Rahmah sebanyak 3 (tiga) kali

pada tahun 2004, 2005, dan 2006;
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- Bahwa jamaah pengajian Ar-Rahmah berjumlah kurang lebih 60
orang, dan Pengajian tersebut sangat bermanfaat, saksi tidak
mendengar ada suara sumbang dari kegiatan di sana;

- Bahwa pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah adalah binaan dari PDHI,

ITI. Proses terjadinya Tkrar Wakaf : 77

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratman Bin Pawiro Djasmo,
(salah satu saksi sekaligus petugas KUA Kecamatan Umbulharjo
ketika terjadinya ikrar wakaf tersebut), bahwa ikrar wakaf oleh bu
Fatimah telah dilaksanakan pada tanggat 11 September 1995 di
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Umbulharjo/Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf, dihadiri oleh wakif (bu Fatimah), Nadzir (pak
Sunardi Sahuri) dan saksi-saksi, hal ini dikuatkan dengan bukti P.6;

- Bahwa pada saat terjadinya Ikrar Wakaf, bu Fatimah tidak berada di
bawah pengampuan, karena berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri
Yogyakarta No.166/Pdt.P/2009/PN. Yk tanggal 02 April 2009 (P.4) bu
Fatimah di bawah wali pengampu Penggugat (Kakak Kandungnya)
sejak April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta I (sebelum terjadinya ikrar
wakaf) telah ternyata Penggugat dan anak-anaknya yang berinisiatif
mewakafkan tanah milik adiknya bernama Fatimah untuk pengajian Ar-
Rahmah tidak pernah secara eksplisit menyatakan agar Nadzir Wakaf tanah

Rr. Fatimah tersebut untuk Perserikatan Muhammadiyah, hal ini telah diakui

7 Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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Penggugat sebagaimana pada bukti P.9, hanya saja Penggugat menyangka
Nadzirnya adalah Perserikatan Muhammadiyah, karena Penggugat
memandang Tergugat II sebagai tokoh Muhammadiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta II (setelah terjadinya ikrar
wakaf), tanah wakaf tersebut sudah dibangun, walaupun belum sempurna,
namun sudah sesuai peruntukannya yaitu untuk pengajian Ar-Rahmah (bukti
TT.3), dan gedung tersebut dibangun dengan dana penggalangan dari
pengurus Pengajian Ar-Rahmah;

Menimbang, bahwa Pengurus Pengajian Ar-Rahmah tidak
mempermasalahkan Nadzir wakaf atas nama PDHI Cabang Umbulharjo,
karena Pengajian Ar-Rahmah bernaung dibawah PDHI Yogyakarta dan
merasa sebagai anak dari PDHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta IIT (proses terjadinya
ikrar wakaf), maka tatacara perwakafan tanah milik tersebut telah memenuhi
pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997
tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu pihak Wakif telah datang sendiri di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, serta isi dan bentuk Ikrar Wakaf
sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Menteri Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Rr. Siti Fatimah
tidak cakap hukum karena mengalami keterbelakangan mental sejak kecil,
dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut; %

* Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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- Bahwa para saksi lebih banyak mengetahui masa kecil Rr. Fatimah ketika
dikatakan mengalami keterbelakangan mental, tetapi tidak mengetahui
lebih jauh pada saat sudah dewasa;

- Bahwa Rr. Siti Fatimah pemnah menikah dengan laki-laki yang bernama
Wardoyo, hal ini menunjukkkan bahwa di saat dewasa ia dapat
melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa keterangan dokter Budi Pratiti, SP.Kj dari RS Sarjito yang
menyatakan Rr, Fatimah mengalami penderita sering kejang demam
sejak berusia 2 tahun, keterangan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23
Januari 2009 ketika Rr. Fatimah telah berusia dewasa, bahkan dokter
juga menyatakan bahwa apa yang dialami Rr. Fatimah merupakan
penyakit usia lanjut;

- Bahwa penetapan Ny Baniyah (kakak kandung Rr. Fatimah sebagai
pengampu Rr. Fatimah) baru terjadi pada tahun 2009 berdasar Penetapan
Pengadilan Negeri Nomor: 166/Pdt.G/2009/PA.Yk jauh setelah
terjadinya peristiwa wakaf pada tahun 1995;

- Bahwa Rr. Fatimah sebagai wakif hadir sendiri dalam proses ikrar wakaf
di KUA Kecamatan Umbulharjo dan dengan sadar mengikrarkan wakaf
tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Rr. Fatimah tidak

cakap hukum, tidak sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya ikrar

wakaf karena ia datang dan mengikrarkan sendiri kehendak wakafnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan
pembuatan akta ikrar wakaf pada saat itu adalah sah, sesuai dengan pasal 9
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan
Tanah Milik, yaitu “Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Tkrar
Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi”’;

Menimbang, bahwa karena Pelaksanaan ikrar dan Pembuatan Akta
Ikrar Wakaf dinyatakan sah, maka majelis tidak mempertimbangkan lagi
gugatan Penggugat lainnya ; *°

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Subsidair Turut
Tergugat II, maka Majelis Hakim di samping mempertimbangkan aspek
Legal Justice, perlu juga mempertimbangkan aspek sosial justice, bahwa
keberadaan pengajian Ar-Rahmah sangat positif dan bermanfaat untuk ummat
Islam, dan sampai saat ini berkembang dari khusus ibu-ibu haji angkatan 86
menjadi untuk umum, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak terbatas bagi mereka
yang sudah menunaikan ibadah haji saja, oleh karenanya wakaf tanah tersebut
yang sudah dibangun gedung di atasnya dengan dana dari penggalangan dana
pengurus pengajian Ar-Rahmah, sudah tepat penggunaannya, karena hal im
juga sesuai dengan kehendak wakif bahwa tanah wakaf tersebut

diperuntukkan bagi kegiatan pengajian Ar-Rahmah atau Siti Rahmakh;

* Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mempertimbangkan aspek
moral justice, yaitu dimana Sunardi Sahuri dikenal sebagai ustadz pengajian
Ar-Rahmah yang pada saat terjadinya ikrar wakaf sebagai Ketua PDHI
Yogyakarta sudah tepat memposisikan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai
Nadzirnya, karena Ar-Rahmah di bawah binaan dan lahir dari PDHI
Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya ikrar wakaf 15 (lima belas)
tahun yang lalu, dalam hal adanya dugaan bahwa Rr. Fatimah pada saat
terjadinya ikrar wakaf tersebut tidak mampu berbuat hukum, demikian juga
PDHI Cabang Umbulharjo diduga fiktif, seandainya Pejabat Pembuat Akta
Tkrar Wakaf mengetahuinya, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap
pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun
1977 dan pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagaimana diatur
dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, untuk hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan
Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR,
kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang berkaitan dengan perkara ini;

. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Dalam sebuah sengketa hukum tentu perlunya sebuah keputusan

hukum yang harus diambil oleh seorang Hakim Pengadilan, dan pada perkara
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pembatalan akta wakaf ini ada dua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama Kota Yogyakarta, adapun putusan Perfama yaitu : 100

1. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili
perkara ini ;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.641.000,- (Satu juta enam ratus
empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
AgamaYogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 M, bertepatan
dengan tanggal 3 Robiul Awal 1431 H. Oleh Drs. M. Nasir., MSI sebagai
Ketua Majelis dan Drs. H. Husaini Idris, SH., MSI, Drs. H. Ahmad Zuhdi,
SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota serta Drs. Mokh. Udiyono sebagai
Panitera Pengganti, juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat

Dengan putusan tersebut kemudian Penggugat melakukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam putusan sela Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 17
Rojab 1431 H memerintahkan agar Pengadilan Agama Yogyakarta membuka
kembali persidangan perkara permbatalan akta wakaf, memeriksa serta

mengadili dengan menjatuhkan putusan tentang pokok perkara tersebut,

100 Abdul Adhim AT, wawancara, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama
Yogyakarta, 6 Juni 2011
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Sehingga keluar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang kedua'® | yaitu

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.971.000,- (Satu juta sembilan
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari Rabu, tanggal 02

Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432 H. oleh Drs.

H. Husaini Idris, SH., MSI selaku Hakim Ketua Majelis, Dra. Siti Fauziyah,

SH dan Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim

Anggota dengan dihadiri oleh Drs, Mokh. Udiyono Selaku Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Jogjakarta serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan

Turut Tergugat I1.

101 Abdul Adhim AT, wawancara, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama
Yogyakarta, 6 Juni 2011



BAB IV
PEMBATALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF

FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004

A. Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
dalam Perspektif Figh dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan duduk perkara pembatalan akta wakaf yang diajukan di
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta oleh Hj Baniyah Binti Achmad Jadir
(Penggugat), maka pertimbangan hukum bagi Majlis Hakim bahwa persoalan
pokok dalam gugatan Penggugat dapat dipilahkan menjadi dua hal, yaitu
Pertama, ikrar wakaf tersebut adalah cacat hukum karena wakif (Rr. Siti
Fatimah) adalah orang yang cacat mental, sehingga tidak memiliki kecakapan
hukum, termasuk untuk mewakafkan tanah miliknya. Kedua, bahwa telah
terjadi kesalahan (penyelewengan?) pihak yang dikehendaki sebagai Nazir
wakaf yang seharusnya kepada persyarikatan Muhammadiyah, tetapi
kenyataannya Nazir wakaf tersebut adalah PDHI Cabang Umbulharjo.'®
A.l. Wakif

Terhadap dalil Penggugat bahwa Rr. Siti Fatimah (Wakif) tidak cakap
hukum karena mengalami keterbelakangan mental sejak kecil, dalam hal ini
Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa para saksi lebih banyak mengetahui masa kecil Rr. Fatimah ketika
dikatakan mengalami keterbelakangan mental, tetapi tidak mengetahui

lebih jauh pada saat sudah dewasa;

192 Ahmad Zuhdi , wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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Bahwa Rr. Siti Fatimah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama
Wardoyo, hal ini menunjukkkan bahwa di saat dewasa ia dapat
melakukan perbuatan hukum;

Bahwa keterangan dokter Budi Pratiti, SP.Kj dari RS Sarjito yang
menyatakan Rr. Fatimah mengalami penderita sering kejang demam
sejak berusia 2 tahun, keterangan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23
Januari 2009 ketika Rr. Fatimah telah berusia dewasa, bahkan dokter
juga menyatakan bahwa apa yang dialami Rr. Fatimah merupakan
penyakit usia lanjut;

Bahwa penetapan Ny Baniyah (kakak kandung Rr. Fatimah sebagai
pengampu Rr. Fatimah) baru terjadi pada tahun 2009 berdasar Penetapan
Pengadilan Negeri Nomor: 166/Pdt.G/2009/PA.Yk jauh setelah
terjadinya peristiwa wakaf pada tahun 1995;

Bahwa Rr. Fatimah sebagai wakif hadir sendiri dalam proses ikrar wakaf
di KUA Kecamatan Umbulbarjo dan dengan sadar mengikrarkan wakaf
tanahnya tersebut;

Berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Rr. Fatimah tidak cakap hukum,

tidak sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya ikrar wakaf karena ia

datang dan mengikrarkan sendiri kehendak wakafnya. 103

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

berkesimpulan, bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar

193 Ahmad Zuhdi , wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
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wakaf pada saat itu adalah sah, sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu
“Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Tkrar Wakaf, dianggap
sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi” hal ini juga disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 41
Tahun 2004. Wakif (pihak yang mewakafkan) berdasarkan ketentuan Pasal 3
ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 harus memenuhi
persyaratan tertentu :

“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk

melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari

pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”;'"

Dan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004
bahwa: “ Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

a. dewasa

b. berakal sehat

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan

d. pemilik sah harta benda wakaf '’

Sedangkan menurut Figh bahwa Kecakapan hukum atau al-ahliyah
secara bahasa diartikan kecakapan menangani suatu urusan. Kecakapan
hukum secara terminologi diartikan sebagai kelayakan seseorang untuk

menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk

191 ihat Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
19 1 ihat Pasal 8 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004
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menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara
hukum syari’ah.'® Dengan adanya kecakapan seperti ini seseorang disebut
mukalaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam.
Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia
baligh berakal dan bebas dari segala yang menjadi penghalang bagi
kecakapan tersebut, seperti gila, tidur, lupa, dan lain-lain."”’ Ahliyah
(kelayakan) adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna
jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai syara’, dan
dipandang sah apabila melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah,
nikah dan sebagainya.'® Sifat kecakapan hukum itu didasari pada evolusi
kehidupan seseorang melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan
perkembangan jasmani dan akalnya.'”

Berangkat dari hal tersebut, bahwa kecakapan hukum dalam hukum
Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu :

Pertama, kecakapan menerima hukum (ahliyah wujiab) adalah sifat
kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi
belum cakap untuk dibebani kewajiban. Ahlivah wujib ini terbagi menjadi
dua, vyaitu :

1. Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (ahliyatul wujiab an-naqisah)
yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam kandungan ibu (janin).

Janin ini dianggap memiliki ahliyarul wujib tidak sempurna karena hak-

1% Wahbah az-Zuhaili, Op.Cit., Juz IV, hal. 3025-3026

17 Satria Effendi, Ushul Figh, Jakarta; Prenada Media, 2005. hal. 73

izz Nasrcen Haroen, Ushul Figh I, Jakarta; Logos, 1996. hal. 308
Ibid.
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hak yang harus diterima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir
kedunia dengan selamat walaupun sesaat.''® Hak-hak yang dapat diperoleh
oleh orang yang masih dalam kandungan ibunya (janin) adalah hak nasab
(keturunan), hak warisan dari ahli warisnya yang meninggal dunia, wasiat
yang dituyjukan kepadanya dan harta wakaf yang diperuntukkan
kepadanya. Hak-hak ini dapat diperoleh jika janin itu lahir dalam keadaan
hidup, tetapi jika ia lahir setelah meninggal dalam rahim ibu, kecakapan
menerima hukum tak sempurna ini tidak berlaku dan hak-hak tadi
terhapus.’'!

2. Kecakapan menerima hukum sempurna (ahliyatul wyjith al-kamilak), yang
dimiliki oleh subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.'
Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang
memiliki ahlivah al-wujiib, maka yang disebut terakhir ini telah cakap
menerima hibah tersebut dan apabila hartanya dirusak orang lain, maka ia
dianggap cakap menerima ganti rugi. Demikian pula halnya dalam
masalah harta warisa, ia dianggap cakap untuk menerima harta warisan

dari keluarganya yang meninggal dunia.'"

Orang dalam katagori ahliyah
wujib belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban seperti sholat,
puasa dan haji, sehingga sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan

tersebut, statusnya bukan sebagai kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.

10 1bid, hal. 310
" gyamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‘ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Figh
Muamah}tl,z Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007. hal.116
Ibid
113 Nasrun Haroen, Op.Cit., hal. 309,
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Kedua, kecakapan bertindak hukum (ahliyatul ada’) adalah kelayakan
seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum
syari’ah atau telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan
seluruh perkataan dan perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun

negatif.'"*

Apabila ia melakukan perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan
sah secara hukum syari’ah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan
hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.''> Kecakapan
bertindak hukum (ahliyah ada’) ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (ahlivatul ada’ an-nagisoh),
yang dimiliki subyek hukum ketika memasuki usia tamyiz.”6 Hanya saja,
pada periode ini, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena
subyek hanya dapat dipandang sah tindakan hukumnya dalam beberapa
kasus tertentu. Oleh karena itu, kecakapan bertindak hukum tidak
sempurna.'"’

2. Kecakapan bertindak hukum sempurna (ahliyatul ada’ al-kamilah), yang
dimiliki subyek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.’ 18

Dan menurut Penulis bahwa pertimbangan hukum bagi Hakim

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sudah tepat berdasarkan keterangan figh

di atas karena wakif dapat bertindak hukum sendiri sesuai dengan bukti dan

114 [id

115 Syamsul Anwar, Loc.Cit

" Tamyiz yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal (Abdul Wahab Khalaf, Iimu
Ushul Fi?h, 1995, hal. 126-131)

'7 Syamsul Anwar, Loc.Cit

118 Wahbah az-Zuhaili, juz 4 . Op.Cit. hal. 140
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fakta dalam persidangan, begitupula berdasarkan Pasal 8 dan 17 ayat (1) —

(2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

A.2. Nazir

Nazir berasal dari kata kerja bahasa arab I, - LBy — B yang
mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun
ndzir adalah isim fa’il dani kata nazir yang kemudian dapat diartikan dalam
bahasa Indonesia dengan pengawas (pf:njaga).119 Dalam kitab figh masalah
nazir ini dibahas dengan judul “a/-Wilayat ‘ala al Waqf” artinya penguasaan
atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan
atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazir atau
mutawalli. Dengan demikian nazir berarti orang yang berhak untuk bertindak
atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan
hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan
segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan
kekal.'® Kehadiran Nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam
mengelola harta wakaf sangatlah penting, walaupun para Mujtahid tidak
menjadikan Nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat
bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perorangan
maupun kelembagaan. Pengangkatan Nazir wakaf ini bertujuan agar harta

wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

1% Ahmad Warson Munawwir, 4/ munawwir Kamus Arab-Indonesia, ..., hal 1533
120 Muhammad Ibd Isma’il as-San’any, Subul as-Salim, Mesir: Muhammad Ali Sabih,
tt., Juz I, hal. 112
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Dalam perwakafan ini yang bertindak selaku nazir adalah Sunardi
Sahuri yang dikenal sebagai Ustaz di Pengajian Ar-Rahmah, Pengurus PDHI
dan sebagai Pengurus Perserikatan Muhammadiyah.121

Berdasarkan fakia I (sebelum terjadinya ikrar wakaf) telah ternyata
Penggugat (Ny. Baniyah) dan anak-anaknya yang berinisiatif mewakafkan
tanah milik adiknya bernama Fatimah untuk pengajian Ar-Rahmah tidak
pernah secara eksplisit menyatakan agar Nazir Wakaf tanah Rr. Fatimah
tersebut untuk Perserikatan Muhammadiyah, hal ini telah diakui Penggugat,
hanya saja Penggugat menyangka Nazirnya adalah Perserikatan
Muhammadiyah, karena Penggugat memandang Tergugat I (Sunardi Sahuri)
sebagai tokoh Muhammadiyah;

Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek moral justice,
yaitu dimana Sunardi Sahuri dikenal sebagai ustaz pengajian Ar-Rahmah
yang pada saat terjadinya ikrar wakaf sebagai Ketua PDHI Yogyakarta'??
sudah tepat memposisikan PDHI Cabang Umbulharjo sebagai Nazirnya,
karena Ar-Rahmah di bawah binaan dan lahir dari PDHI Yogyakarta.'?

Dan menurut Figh selama WNazir bisa menjaga amanah dan
bertanggung jawab dalam mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, maka wakaf tidak bisa dibatalkan.
Begitupula dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan

bahwa :

12! yysron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat IL, 17 Juli 2011
122 Ahmad Zuhdi, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 07 Oktober 2011
' Yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara Tergugat I, 17 Juli 2011
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“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir
diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain apabila Nazir yang
bersangkutan :

a. Meninggal dunia bagi Nazir perseorangan,

b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi dan Nazir badan hukum;

c. atas permintaan sendiri;

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazir dan/atau melanggar ketentuan
larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.'!

Dan dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa : “Pemberhentian dan

penggantian Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Badan Wakaf indonesia”.

B. Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam Perspektif Figh dan
UU Nomor 41 Tahun 2004.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ada dua putusan
yang dikeluarkan, yang pertama putusan dengan Nomor
0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 17 Pebruari 2010 yang menyatakan
bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara
tersebut, kemudian pihak Penggugat (Ny. Hj. Baniyah Ilyas) mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan berdasarkan putusan
sela,'” Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan membuka kembali
persidangan perkara pembatalan akta wakaf dan meneruskan acara

pemeriksaan,'*®

124 | ihat Pasal 45 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004

123 yusron Rusdiono, wawancara, Pengacara tergugat TI, 17 Juli 2011

126 Abdul Adhim AT,wawancara, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta,
06 Juni 2011
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Berdasarkan uraian dari duduk perkara di dalam putusan tersebut
antara Ny. Hj. Baniyah Ilyas (Penggugat) dengan H. Sunardi Syahuri
(Tergugat II) yang sudah melalui musyawarah, akan tetapi tetap terjadi
sengketa, maka hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Bab VII Pasal 62
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mengatur
tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf, sebagai berikut :

(1). Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat ;

(2). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak
berhasi{, se%keta dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau
pengadilan ;

Maka perkara tersebut diajukan kembali ke Pengadilan Agama
Yogyakarta untuk diperiksa dan mengadili perkara pembatalan akta wakaf
yang diajukan Penggugat (Ibu Baniyah), dan wewenang Pengadilan Agama
dalam masalah perwakafan dalam hal ini meliputi masalah-masalah sebagai
berikut :

a. Wakaf, Wakif, lkrar, Nazir dan Saksi. Kewenangan di bidang ini
menyangkut sah dan tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu menyangkut
benda yang diwakafkan, Wakif, lkrar, saksi, dan Nazir. Di dalam hal ini
perselisihan banyak didorong oleh faktor seseorang untuk tidak mengakui
adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali tanah yang telah
diwakafkan, baik oleh wakif atau oleh ahli warisnya. Faktor pendorongnya

antara lain :

1. Makin langkanya tanah.

127 1 ihat Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004
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2. Makin tingginya harga

3. Menipisnya kesadaran beragama

4. Wakaf mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sechingga
dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rejeki dan
menjadi terlantar kehidupannya, sehingga menjadi suatu musibah bagi
generasi yang ditinggalkan.

5. Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar
wakaf karena tidak diberitahu orang tuanya.

b. Bayyinah merupakan alat bukti administrasi tanah wakaf seperti akta ikrar
wakaf, sertifikat tanah wakaf, dan yang lainnya yang berhubungan dengan
pencatatan dan pendaftaran perwakafan tanah wakaf.

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf seperti penyimpangan
penggunaan harta wakaf oleh Nazir dan lain-lain.'*®

Adapun perkara aquo telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama Yogyakarta), dalam penjelasan

Pasal 62 ayat (2) undang-undang Nomor 41Tahun 2004 tersebut, yang

dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah

Syari’ah. Dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tidak ada disinggung keberadaan

Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan

peraturan pelaksanaannya apakah sudah dicabut dan/atau sudah digantikan

128 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jekarta :
PT. Tatanusa, 2003), hal. 170-171
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oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), artinya
Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa
yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Hal ini diperkuat pada UU No. 14 Tahun 70 Pasal 20 ayat (1) yang
berbunyi, “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.'*®
Pasal 20 ayat (1) di atas sesuai dengan ga'idah fighiyyah yang menyatakan

bahwa ;130

131&&}‘3ﬁj%@¥&&)}%@5}3‘0‘

12 Depag RI, KHI (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag
RI, 1992-1993), him. 125.

130 Amir Bin Mu’allim, Drs,M.A. Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemiliran
Hukum Islam di lingkungan P4 se jawa Tengah dan PTA Semarang, 1991-1997) (IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2003) him.364

Bl Wahbah al-Zuhaily, Usul Figh al-Islamy, juz.1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),
hlm.651.
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Dari beberapa petunjuk di atas, dapat disimpulkan bahwa kesempatan
bagi para hakim untuk secara maksimal menggali potensi-potensi dasar dari
berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan kemudian didialogkan
dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah,
kemudian diwujudkan dalam bentuk rumusan-rumusan norma yang dapat
dijadikan sebagai standar bagi kehidupan masyarakat, adalah sangat luas.

Pasal 209 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang menggariskan
bahwa hakim-hakim agama diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang
hidup di dalam masyarakat, agar keputusannya nanti tidak bertentangan
dengan semangat keadilan, artinya hakim-hakim itu tetap dituntut untuk
berijtihad."** Karena bagaimanapun usaha-usaha yang dilakukan oleh para
hakim dalam berijtihad akan mendapat legalitas di hadapan Allah swt.’*?

Sebagaimana hadit Nabi saw yang mengatakan:

Al ket peolb oy Blie oy SdrbeUdedy o Slslil-
A g o el Grapme dge b gl e e o8 S
Gloclidgnr b (SU Soll Jois ooy e @ Lo & gy o o
oS Eaadilig ciims JBat dbellasclbigm B (S-ly Olrt Al
Ghahins) 2 gl of oA de o Balagl (GaSe JB g pges

34 Lt s

12 Munawir Sadzali,”Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islanm” dalam mahfud MD
dkk, Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Isiam dalam Tata Hukum Indonesia, (Y ogyakarta:
UII Press, edisi 11, 1999) him. 5.

3 1 ihat Wahbah az-Zuhaili, op.cit., him 1039

3 Imam Ahmad, Musnad Ahmad fi Musnad as-Syamin, Nomor Hadis 17.106.
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Para hakim dalam memutus perkara, apabila mereka tidak menjumpai
rujukannya dalam peraturan perundang-undangan, maka sikap yang
dilakukan adalah menafsirkan undang-undang yang ada dengan merujuk pada
kitab-kitab figh dan berijtihad. Temuan-temuan dari hasil penafsiran yang
dilakukan oleh seorang hakim dapat menjadi dasar dalam mengembangkan
pemikiran dalam bidang hukum Islam."*

Dengan demikian keluarlah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
berikutnya dengan Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 01 Maret
2011, karena Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir
dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah
suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untuk
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak.

Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006
tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum”

Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang
No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan

tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-

135 Amir Bin Mw’allim, Drs. op.cit. hlm. 365
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undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan
dasar untuk mengadili.
b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan
panitera yang ikut serta bersidang.
c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan
sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.
Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung
jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya
mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jogjakarta
Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA. Yk dirasakan sangat objektif untuk memutuskan
suatu Perkara Pembatalan Akta Wakaf yang di ajukan Penggugat.
Putusan  Hakim  Pengadilan Agama Jogjakarta  Nomor
0322/Pdt.G/2009/PA. Yk berisi mengenai :
a. Suatu keterangan dari isi gugatan.
b. Jawaban tergugat atas gugatan itu.
c. Alasan-alasan keputusan.
d. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekara hadir pada saat keputusan
dijatuhkan.
f. Kalau putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
g. Tanda tangan hakim dan panitera.
Putusan diucapkan dimuka umum pada hari Rabu, tanggal 02 Maret

2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432 H. oleh Drs. H.
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Husaini Idris, SH., MSI selaku Hakim Ketua Majelis, Dra. Siti Fauziyah, SH
dan Drs. H Ahmad Zuhdi, SH. M Hum, masing-masing selaku Hakim
Anggota dengan dihadiri oleh Drs. Mokh. Udiyono Selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Agama Jogjakarta serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugai I dan
Turut Tergugat I1.

Dan menurut aturan Figh dan Pasal 62 Undang-undang No. 41 Tahun
2004, maka putusan tersebut sudah tepat yaitu menolak pembatalan akta
wakaf karena tidak ada suatu hal yang menghalangi terjadinya wakaf

berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi dalam persidangan.

C. Pembatalan Akta Wakaf dalam Perspektif Figh dan UU Nomor 41
Tahun 2004.

Menurut ahli figh, wagf artinya menahan yang mungkin diambil
manfaatnya tanpa menghabiskan —atau merusakkan bendanya dan
dipergunakan untuk kebaikan. Menurut Imam Syafi’i, wakaf adalah suatu
ibadah yang disyari’atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah
menyatakan waqaftu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan
hakim.'*® Sehingga banyak wakaf pada masa dulu sebelum adanya peraturan
perundang-undangan yang dilakukan tidak dituangkan kedalam akta wakaf.

Dalam upaya melengkapi sarana hukum, maka Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah

16 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indomesia, Yogyakarta
Pilar Media, 2006, hal. 33,
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Nomor 28 Tahun 1977, yaitu Pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan
secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah
untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen
pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum
apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah
diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek
harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-
surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan
pelepasan haknya atas obyek tersebut.

Wakaf adalah pemberian meskipun demikian harus
memenuhi rukun wakaf salah satu di antaranya ikrar wakaf menurut
Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2004 adalah “Pernyataan
kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan
kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda
miliknya”. Sedangkan menurut UU No. 41 Tabun 2004 Pasal 17
menentukan sebagai berikut:

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf (selanjutnya disingkat PPAIW)
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf

oleh PPATW.
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Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004
menentukan bahwa : “Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar
wakaf”. Dan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat
(6) menyatakan bahwa : “Akta Tkrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat ATW
adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda
miliknya guna dikelola Nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf
yang dituangkan dalam bentuk akta”.

Dengan demikian maka benda wakaf yang telah diwakafkan tidak
dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang
dimaksudkan dalam ikrar wakaf, begitupula pembatalan akta wakaf tidak
dibenarkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang No.
42 Tahun 2004, bahwa : “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat
dibatalkan”. Namun perubahan dan/atau pengalihan benda wakaf pada
prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan
mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-
undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan
benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan
dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang
dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi
alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. 137

Menurut penulis, dalam upaya memelihara harta benda / benda-benda

wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, maka

137 proyek peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Figh Wakaf, (Jakarta ; Direktorat Jenderal
Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004) Hal. 80.
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berdasarkan tujuan umum dan muktabar hukum Islam, yaitu pemeliharaan
harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, hifzu al-
mal, maka benda-benda wakaf yang ada harus dibuatkan akta ikrar
wakafnya, sehingga memenuhi aturan pemerintah dan juga aturan syariah
karena dalam Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Wakaf

sah apabila dilakukan menurut syari’ah”.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengadili dan
memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh
penggugat, yang menjadi pertimbangan Hakim adalah bukti-bukti tertulis
yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada
hubungan keluarga dengan penggugat‘ serta keterangan dari penggugat dan
tergugat sendiri, Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
0322/Pdt.G/2009/PA. Yk yang menolak pembatalan akta wakaf telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan figh dan Pasal 62
ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 Undang-undang No. 42 Tahun 2004, karena
putusan yang pertama Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan tidak
berwenang mengadili perkara pembatalan akta wakaf.

2. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat Rr. Fatimah tidak
cakap hukum, tidak sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya
ikrar wakaf karena ia datang dan mengikrarkan sendiri kehendak
wakafnya, juga pernah menikah, begitu pula dengan Nazir sudah tepat
memposisikan dirinya sesuai dengan kehendak Wakif Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan
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bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf pada saat
itu adalah sah dengan menolak gugatan Penggugat, hal ini sudah sesuai
dengan aturan figh dan Pasal 8, 17 ayat (1) - (2), dan Pasal 45 ayat (1) -

(3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan :

1. Kantor Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Pertanahan
Nasional mendata tanah wakaf yang belum bersertifikat serta melakukan
pengawasan yang ketat agar tidak terjadi perubahan atau pembatalan akta
wakaf agar eksistensi dan keberadaan tanah wakaf di tengah-tengah
masyarakat tetap ada demi kemaslahatan masyarakat umum.

2. Masyarakat dan/atau para pihak yang mungkin bersengketa wakaf
diharapkan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dari pada

penyelesaian lewat Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1994. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah
Wakaf di Negara Kita, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ali, Muhammad Daud. 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cetl,
Jakarta: Ul Press.

Anwar, Mohammad. t.t., Fikih Islam Muamalah, Munakahat dan Jinayat (Hukum
Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya), cet ke-2,
Bandung: PT. al-Ma’arif.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Hukum dar Praktik Perwakafan di Indonesia,
Yogyakarta : Pilar Media.

Anwar, Syamsul. 2007, Studi Hukum Islam Kontemporer , Jakarta: RM Books.

Anwar, Syamsul. 2007, Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad
Dalam Figh Muamalat, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Anonim, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji:
Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
1998/1999. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan
Tanah Milik, Jakarta; Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat
dan Wakaf.

Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik

Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf

Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaannya

Anonim, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991/1992

Arikunto, Suharsimi. 1991. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,
Jakarta: Rineka Cipta.

Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif,
Bandung: Rosdakarya.

Basyir, Ahmad Azhar. 1987. Hukum Islam tentang Wakaf, ljarah, Syirkah,
Bandung: PT. Al-Ma'anif.

104



105

Djatmika, Rachmat. t.t., Wakaf Tanah, Surabaya: al-Ikhlas.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Figh Wakaf, Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Istam, Departemen Agama RI.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: Proyek
Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. 1998/1999,
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik,
Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.

Effendi, Bachtiar. 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan
Pelaksanaannya, Bandung: Alumni.

Effendi, Satria. 2005, Ushul Figh, Jakarta; Prenada Media.

Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah Bab Wakaf, t.t.p.: Pimpinan
Pusat Muhammadiyah.

Hanijijo Soemitro, Ronny, 1990, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja
Rosada Karya, Bandung.

Harsono, Boedi. 2002, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi
Revisi, cet. ke-15, Jakarta: Djambatan.

Haroen, Nasroen. 1996, Ushul Figh I, Jakarta; Logos.

Hasbi ash-Shiddieqy, Muhammad.1997, Pengantar Fikih Muamalah, cet. ke-1,
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Isma’il as-San’any, Muhammad Ibd. Subal as-Salam, Juz 111, Mesir: Muhammad
Al Sabih, t.t.

Khafidhuddin, Didin, 2003, Ultimatum, Vol 1 No. 4.

Khatib, Muhammad, a@/-Igna’, Beirut: Darul Ma’rifah.

Munawwir, Ahmad Warson, 1984, A! munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cet. 1,
Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok

Pesantren “Al-Munawwir”.

Manan, Muhammad Abdul. 2006, Adneka Masalah Hukum Perdata Islam di
Indonesia, Jakarta: Kencana.



106

Mughiyyah, Muhammad Jawad.1996, Figih Lima Madzhab, cet. ke-2, Jakarta:
Lentera.

Nazir, Mohammad. 1999. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Media.

Narbuko, Cholid dan Ahmad, H. Abu, 2002, Metodelogi Penelitian, Jakarta: Bumi
Angkasa.

Penertiban dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan. 1973,
Makalah, dalam Pembahasan Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis I [AIN
Sumatera Utara, t.t.p.: t.n.p.

Praja, Juhaya S. 1995, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan
Perkembangannya, Bandung: Yayasan Plara.

Sabiq, Sayyid. 1987, Fikih Sunnah, Alih Bahasa Mudzakir, Bandung: PT. al-
Ma’arif.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali

Suhadi, Imam. 2002, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, cet. ke-1, Yogyakarta:
PT. Dana Bhakti Primayasa

Suhadi, Imam. 1985, Hukum Wakaf di Indonesia, cet. ke-5, Yogyakarta: Dua
Dimensi

Suharsimi, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta: Rineka Cipta,

Syaukaniy, Asy. t.t. Nail al-Autar, Mesir: Mustafa Bab al-Halabiy.

Syamsudin Muhammad, tt.,Hidayatul Muktdj fi figh ‘ala Mazhab Asy Syafi'i,
Juz.V

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sadzali, Munawir.. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam

Mahfud MD dkk, 1999. Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam dalam
Tata Hukum Indonesia, edisi 11. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqiy, 2004. Figh Empat Mazhab,
Penerjemah Abdullah Zaki Al Kaf, Bandung: Hasyimi.



107

Malik bin Anas, t.t. Al-Muwatta, Juz.III, Beirut : Maktabahal-Alamiyah.

Taufiq. 2003. Ultimatum, Vol. 1 No. 4
Yafie, Ali. 1994. Menggagas Fikih Sosial, Bandung: Mizan.

Zuhaili, Wahbah, Dr.1989, 4! Fighu al-Islami wa ‘Adillatuhu, Damaskus: Dar al-
Fikr al-Mu’ashir.

Zuhaili, Wahbah, Dr. 1986, Usil Figh al-Islamy. Damaskus: Dar al-Fikr.



Lampiran 1

LOKASI WAKAF
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Lampiran 2

LOKASI WAKAF




DAFTAR WAWANCARA TERSTRUKTUR
Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

. Apa saja yang sering terjadi sengketa di Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta ?

. Ada berapa kasus sengketa wakaf yang masuk Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta ?

. Apakah wakaf sah, apabila hanya berupa ikrar wakaf secara lisan saja
(tanpa akta wakaf) ?

. Bukti wakaf apa sajakah yang dipergunakan Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta ?

. Siapa yang mengajukan gugatan pembatalan akta wakaf di Pengadilan
Agama Kota Yogyakarta ? dan siapa saja yang menjadi pihak tergugat ?

. Bagaimana duduk perkara pembatalan akta wakaf yang diproses
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?

. Pertimbangan hukum apa saja bagi Hakim Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta tentang kasus pembatalan akta wakaf ?

. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang kasus
pembatalan akta wakaf ?

. Bagaimana sikap penggugat dan tergugat dalam putusan Pengadilan
Agama Kota Yogyakarta ?

Yogyakarta, Mei 2011
Peneliti,

Faisal Riza



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor:  570/3815/\12011
sonbaca Surat © Dekan Fask imu Agama Islam Ul Nomor : 1g7/pPS.MSIIVI2011.
anggal Surat  : 30 APRIL 2011. Perihal - i, penelitian

«ngingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelittan dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
Pengkajian, dan StudiLapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

HJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan )
epada : )

‘ama ! FAISAL RIZA. NIP/NIM © 58913122
Jamat : JI. Demangan Baru Yogyakarta.
udul * PEMBETALAN AKTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA).

okasi * Yogyakarta. _
“aktu ! 3 (tiga) bulan Mulai tanggal : 0g Mei s/d 09 Agustus 2011

Jengan ketentuan :

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei!penelitian/pendataanlpengembanganlpengkajianlstudi lapangan *)
dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin
dimaksud;
Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) dan menunjukkan cetakan asli yang
sudah disahkan dan dibubuhi cap institust;
3. ljinini hanya dipergunakan untuk keperluan iimiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;
ljin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan suratini kembali sebelum berakhir waktunya;
ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewakiu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.

>

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Padatanggal : 59 mei 2011

R Sekretaris Daerah

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

Walikota Yogyakarta ¢q Ka Dinas Perizinan. : : (.\ MADAL
Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY
Dekan Fask llmu Agama Islam UIL.

Yang bersangkutan.



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk
BISMILLAHTRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara: -------—-—————————-
Hj. BANIYAH ILYAS Binti ACHMAD JADIR, umur 74 tahun

(lahir 12 November 1935), agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Jl. Nitikan Baru
No. 20 Rt.029 Rw.008 Kelurahan
Sorosutan Kecamatan Umbulharijo
Kota Yogyakarta. Berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 5
Agustus 2009 telah memberikan
kuasa kepada: 1. MUKHTAR ZUHDY,
SH, 2. DANANG WAHYU MUHAMMAD, SH,
M.Hum. 3. SINTA NOER HUDAWATI,
SH. 4. ZULFAN PURNOMO, SH. 5.
BUDI PRATOMO, SH. 6. TITO HADI
PRIYATNA, SH. 7. ZAUMUL MIRZAN
AL-HUDA, SH dan 8. MIFTACHUL
ICHWAN AR, SH. Semuanya adalah

Advokat & Konsultan BHukum pada



1.

2.

Kepala Kantor

SUNARDI SYRHURI,

PKBH FH-UMY, alamat Jl. Kapten
Pierre Tendean No. 56 Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai

Melawan

Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo

selaku PPAIW, alamat Jalan
Glagahsari No. 99 Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai

umur 57 tahun, agama Islam selaku
Nadzir, alamat  JLl. Ipda Tut
Harsono No. 3, Rt.27 Rw.09,
Kelurahan Muja Muju, Kecamatan
Umrbulharjo, Kota Yogyakarta.
Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 26 September 2009 dan
pembaharuan surat kuasa khusus
tertanggal 26 Januari 2010 telah
memberikan kuasa kepada : 1). EDY
YULIANTO, SH, KN. 2). MUH. YUSRON
RISDIYONO, SH. Keduanya adalah
Advokat beralamat di Jl. Kauman
No. 32 A, Kecamatan Kraton, Kota

Yogyakarta. Selanjutnya disebut
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3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, alamat
Jl. Kenari  No. 56, Kompleks
Blaikota, Timoho, Yogyakarta.
Selanjutnya disebut “TURUT
TERGUGAT I”;-—-———————————————— =

4. Pengurus Yayasan SITI RAHMAH, alamat Jl. Golo No.
22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa Kkhusus
tertanggal 28 Desember 2009 telah
memberikan kuasa kepada  ABDUL
JAMTYL,, SH, MH, Advokat dari
Kantor  Advokat "JNM  Adnan &
Rekan", J1. Tanjung Baru Barat
No. 20 Baciro, Yogyakarta.

Selanjutnya disebut “TURUT

Pengadilan Agama tersebut; ---—-—-—--———--——--——————————-
Telah mempelajari berkas perkara; -—-—-—-—-—--——=~—————-——>——
Telah mendengar pihak-pihak berperkara di muka sidang:-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 14 Agustus 2009 vyang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah
Register  Nomor: 0322/pPdt.G/2009/PA.Yk  tanggal 14

Agustus 2009, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1.

Bahwa Ny. Hj. BANIYAH ILYAS (Penggugat) yang
dilahirkan di Yogyakarta pada 12 November 1935
adalah merupakan seorang anak kandung dari pasangan

suami isteri Almarhum BCHMAD JADIR dengan

Bahwa dari perkawinan almarhum ACHMAD JADIR dengan
almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR,
tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, dimana 3
(tiga) di antaranya telah meninggal dunia, dan 3
(tiga) orang anak lainnya masih hidup, dua di
antaranya adalah Penggugat dan adik kandung
Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, yang lahir
di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1939 yang
sejak kecil hingga sekarang masih tinggal serumah
bersama Penggugat di Jl. Nitikan Baru No. 20 Rt.029

Rw.008 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo

Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr.
FATIMAH sejak kecil telah menderita sakit Jjiwa
(keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan)
sehingga tidak mampu menjalani kehidupan
sebagaimana layaknya orang normal pada umumnya
dalam menjalankan kehidupannya sendiri. Oleh
karenanya, Ibu Rr. FATIMAH sejak kecil tidak mampu
bergaul dan berkomunikasi secara wajar dengan orang
lain, sehingga Jjarang atau bahkan tidak pernah

keluar rumah, o¢leh karena itu sebagian besar



Bahwa keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan
yang diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH ini menurut
keterangan keluarganya dialaminya sejak masih kecil
kurang lebih usia 2 (dua) tahun. Keadaan beliau
yang menderita keterbelakangan mental ini diperkuat
pula oleh hasil pemeriksaan para dokter/ahli dari
Poliklinik Psikiatri RSUP. DR. SARDJITO Yogyakarta
sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil
Pemeriksaan Psikiatri No. 001/02/pPsi/2009
tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh
dr. Budi Pratiti, Sp.KJ, diterangkan sebagai
berikut: -————~w-——--——
- Pada bagian Anamnesis, Ibu Rr. FATIMAH

dinyatakan: —-—=—-==mmem—— e

Pada saat kurang lebih usia 2 tahun penderita

Penderita tidak pernah sekolah (tidak bisa

Penderita 1lebih banyak diam di rumah, tidak
mudah kenal dengan orang baru, selama wawancara
harus didampingi anggota keluarga yang dianggap
cocok. Tinggal dengan keluarga kakaknya. Pernah

menikah, saat ini janda;-——-—------——--———-—-———-

— Pada bagian kesimpulan, Ibu Rr. FATIMAH



Bahwa oleh karena itu JIbu Rr. FATIMAH telah
dinyatakan mengalami keterbelakangan mental atau
gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksudkan pada
butir ke 4 (empat) tersebut di atas, maka secara
hukum Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan sebagai orang vang
“tidak cakap melakukan perbuatan hukum”
(ONBEKWARMHEID) ; —======== = mm e
Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH yang menderita
keterbelakangan mental tersebut, maka yang
bersangkutan tidak mampu mengurus kepentingan
dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya serta yang
bersangkutan sejak kecil diasuh dan dirawat oleh
Penggugat selaku kakak kandung dari ZIbu Rr.
FATIMAH; -~ ——-————— = e e e e
Bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Rr.
FATIMAH ditakutkan/dikhawatirkan akan dimanfaatkan
oleh orang lain yang mempunyail niat tidak baik atas
ketidakberdayaan dan/atau ketidak-cakapan
(keterbelakangan mental) vang diderita oleh Ibu Rr.
FAT IMAH j === === == === o
Bahwa berdasarkan ketentuan vyang termuat dalam
KUHPerdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 433,
sebagai berikut: ~~=---rr——— .
“setiap orang dewasa vyang selalu berada dalam
keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus

ditaruh dibawah pengampuan”;-———-————=——=—————w——————
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Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka
Ibu Rr. FATIMAH berdasarkan atas surat keterangan
yvang dilakukan oleh RSUP SARDJITO yang menyatakan
bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami keterbelakangan
mental sudah selayaknya Jjika TIbu Rr. FATIMAH
termasuk dalam orang yang ditaruh dibawah
pengampuan, dan hal tersebut di dalam hukum
tergolong orang yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, berdasarkan atas ketentuan pasal
1330 KUHPerdata yaitu “Tak cakap membuat
perjanjian-perjanjian adalah: —---——-——-----—vrc—e-—-
1. Orang-orang yang belum dewasa;-————--———--—-——-—=
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;-------—-
Bahwa  berdasarkan ketentuan dalam pasal 434
KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut: ------
“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan

seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam
hal ini Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr.
FATIMAH, jelas-jelas merupakan orang yang mempunyai
hak untuk mengajukan permohonan pengampuan atas
diri Ibu Rr. FATIMAH yang mengalami keterbelakangan
mental;-————---——r——
Bahwa Ibu Rr. FATIMAH memiliki harta kekayaan yang
berasal dari warisan orang tuanya berupa sebidang
tanah pekarangan dengan luas 2810 m2, Sertifikat

Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UHB VI/98,
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Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, atas nama Pemegang Hak Rr.

FATIMAH, Gambar Situasi Nomor: 3590/1995 dengan

batas-batas sebagai berikut: —-—————=———————mmee—m
— Sebelah Barat : Parit;—————— e
— Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru;------—-
— Sebelah Utara :m 2475 dan m 2476 ——~—————=~

— Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers: 378;
Bahwa mengingat keadaan Ibu Rr. FATIMAH mengalami
keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum atas nama dirinya, serta seluruh
kepentingan dan kebutuhan hidupnya sejak kecil
ditanggung oleh kakak kandungnya (Hj. BANIYAH
ILYAS), serta untuk memberikan keamanan dan
kemanfaatan terhadap harta kekayaan yang diperoleh
melalui warisan dari orang tuanya sebagaimana
tersebut dalam posita ke 10 texrsebut di atas, maka
Ny. Hj. BANIYAH ILYAS dengan persetujuan seluruh
keluarganya pada sekitar pertengahan tahun 1995
bermaksud (rasan—-rasan sekaligus berkonsultasi
minta saran/nasehat) untuk mewakafkan harta
kekayaan milik Ibu Rr. FATIMAH tersebut yang secara
informal maksud tersebut disampaikan secara lisan
kepada Bp. H. SUNARDI SYAHURI vyang dikenal oleh
keluarga Penggugat sebagail seorang mubaligh

sekaliqus tokoh dan aktifis Persyarikatan
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Bahwa dengan tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya
tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ibu Hj. BANIYAH
ILYAS, Ibu Rr. FATIMAH beserta seluruh keluarganya,
proses ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan
milik Tbu Rr. FATIMAH sebagaimana tersebut pada
posita ke-10, ternyata telah dilaksanakan melalui
Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPRAIW) Kecamatan Umbulharjo-~Yogyakarta;-----
Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-
13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang
dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex oficio
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan
Umbulharjo-Yogyakarta) yang pada waktu itu dijabat
oleh Drs. H. NASIRUDDIN, telah terjadi Ikrar wakaf
ata; sebidang tanah pekarangan milik Rr. FATIMAH
luas 2810 m2, terletak di Nitikan UH VI/98,
Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di
Nitikan UH V1i/98, Kelurahan/Desa Sorosutan,
Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. Berdasarkan
Akta Tkrar Wakaf tersebut Rr. FATIMAH bertindak
sebagai WAKIF, dan bertindak sebagai NADZIR adalah

SUNARDTI SYAHURI mewakili BADAN HUKUM YAYASAN PDHI

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 pihak keluarga
Penggugat mendapatkan foto copy dokumen-dokumen

proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas dari
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salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan

Umbulharjo, dimana dokumen—-dokumen tersebut terdiri

1) Foto copy Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-

13/tahun 1995 ———r===m—mmm
2) Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318

beserta Gambar Situasi tanah Nomor 3590/1995;--
3) 2 (dua) lembar proposal Komplek Dakwah Siti

Rahmah; —--——-~—-m- e
Bahwa dokumen-dokumen tentang proses wakaf tersebut
diketahui oleh pihak keluarga Penggugat bukan dari
pengurus Yayasan Siti Rahmah dan/atau Badan Hukum
Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, melainkan dari
salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan
Umbulharjo. Dimana di dalam dokumen Akta Ikrar
Wak;f tersebut terdapat beberapa kejanggalan : hal
tersebut terlihat dalam BAkta Tkrar Wakaf vyang
dibuat pada tanggal 11 September 1995 dimana dalam
akta ikrar wakaf tersebut tertera “dihadiri dan
disaksikan oleh Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif dan

Ibu Rr. FATIMAH juga “membubuhkan cap jempol” pada

Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas
disebutkan Ibu Rr. FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk.
Sunardi Syahuri atau Tergugat II tercantum sebagai
Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI

Cabang Umbulharjo. Sepengetahuan dari pihak
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keluarga Penggugat, Tergugat II adalah tokoh dan
aktifis Muhammadiyah serta pihak keluarga tidak
pernah mengenal dan tidak tahu tentang Badan Hukum
Yayasan  PDHI Cabang Umbulharjo, oleh karena
berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga Penggugat

dalam mewakafkan tanah tersebut adalah untuk

Bahwa dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut
maka pihak keluarga pada tanggal 03 Juni 2007
mengadakan pertemuan yang juga dihadiri oleh
Tergugat II selaku Nadzir, PRM (Pimpinan Ranting
Muhammadiyah) Nitikan, Umbulharjo Yogyakarta dan
Takmir Masjid Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, dimana
pada pertemuan tersebut dimusyawarahkan bahwa dari
pihak Penggugat beserta seluruh keluarganya
menbhendaki agar peruntukan wakaf adalah untuk
Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk yang
lainnya, dan Tergugat II tidak menyetujuinya dan
bersikukuh pada pendiriannya, oleh karenanya dalam

pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan proses
musyawarah pernah dilakukan di Kantor Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta pada tanggal
31 Oktober 2008, dihadiri para Pengurus PWM
Yogyakarta, Kuasa Hukum Penggugat, dan Bpk. H.

Sunardi Syahuri (Tergugat 1II), Pengurus PDHI Pusat,
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serta dihadiri juga beberapa Pengurus Pengajian Ar
Rahmah, yang pada intinya keluarga Penggugat
bermaksud untuk merubah peruntukan tanah yang sejak
semula keinginan dari keluarga Penggugat adalah
untuk Persyarikatan Muhammadiyah. BAkan tetapi
musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau
tidak tercapai kesepakatan;----—--—-—--————-m————e—eeo
Bahwa pada Bab VII pasal 62 Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur tentang
Penyelesaian Sengketa Wakaf, sebagai berikut: -————-

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada
ayat {1) tidak  berhasil, sengketa dapat

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau

Berdasarkan uraian posita ke 17 dan 18 tersebut di
atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 62 ayat (1)
dan {2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka
perkara aquo telah memenuhi persyaratan untuk

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan

Bahwa dalam rangka untuk mengesahkan/melegalkan
prosedur wakaf secara hukum serta merealisasikan
niat dan kesepakatan seluruh keluarga 1Ibu Rr.
FATIMAH dan Penggugat dalam mewakafkan harta

kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan milik Ibu
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Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan pada posita ke-

jp— 10 tersebut di atas, maka untuk dapat melakukan
4ﬂpAEJ§§\
e \iﬁ\ perbuatan hukum Ibu Rr. FATIMAH harus diperlukan

seorang pengampu (CURATOR) untuk mewakili atau

bertindak untuk dan atas nama dirinya. Oleh karena

itu seluruh keluarga sepakat agar Penggugat sebagai

kakak kandung 1Ibu Rr. FATIMAH untuk menjadi

21. Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH sepertil
dijelaskan dalam posita gugatan tersebut di atas,
maka Penggugat pada tanggal 01 Maret 2009 melalui
Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permchonan
Pengampuan (Curatele) pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta, dan pada tanggal 02 April 2008
Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan
Penétapan Nomor : 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya
menyatakan, sebagai berikut: --=—----—se——nm—m—e
1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;---
2) Menetapkan bahwa Ihu Rr. FATIMAH karena

keterbelakangan mental untuk ditaruh dibawah
PengampUan —— e
3) Menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah
wali pengampu dari adik kandungnya yang bernama
Rr. FATIMAH; === m e e e

22. Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan

Negeri Yogyakarta No: 166/Pdt.P/2009/PN.YK, secara

sah bertindak selaku pengampu dari adik kandungnya
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yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, oleh karenanya
Penggugat (Ny. BANIYAH) secara hukum berhak dan
memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum

untuk dan atas nama adik kandungnya yang bernama

23. Bahwa setelah terjadi Ikrar Wakaf sebagaimana

dimaksud pada posita ke 13 tersebut di atas,
terhadap Tanah Pekarangan Wakaf tersebut dilakukan
proses balik nama atau peralihan hak melalui Badan
Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan
Kotamadya Yogyakarta (Turut Tergugat I), sehingga
pada tanggal 29 November 1995 oleh Kantor
Pertanahan Kotamadya Yogyakarta telah dilakukan
balik nama atau peralihan hak yang sebab
peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf
Nombr: W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11
September 1995, dan sebagai pemegang hak atas tanah
tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No. 3318

berubah menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang

24, Bahwa setelah terjadi proses wakaf dan balik nama
pemegang hak atas tanah pekarangan tersebut, di
atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan
permanen (gedung pertemuan) vyang dikuasai dan
dikelola oleh Turut Tergugat IT (Jama’ah Pengajian

Yayasan SITI RAHMAH) ;————————memm e
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25. Bahwa mengenai perwakafan di Indonesia, sebelum

27.

berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf masih diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

Milikj——=——— e e

. Bahwa pelaksanaan proses wakaf tanah milik

sebagaimana diuraikan pada posita ke 12 dan 13
tersebut di atas, pada waktu pelaksanaan proses
wakaf atas sebidang tanah pekarangan yang sekarang
menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, secara
hukum terikat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor:
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Dengan kata lain prosedur pelaksanaan proses wakaf
atas sebidang tanah tersebut tidak boleh menyimpang

dan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang

Bahwa untuk dapat bertindak sebagai WAKIF (pihak
yang mewakafkan) berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat
(3} Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 harus
memenuhi persyaratan tertentu: —----—m——————————v-——-
“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau
orang=orang yang telah dewasa dan sehat akalnya
serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri
dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan

tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-



28.

16

Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah
sebagaimana dimaksud dalam posita ke 12 dan 13
tersebut di atas, secara hukum telah terjadi
kejanggalan yang sangat krusial, sehingga BAkta
Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat hukum, karena
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/90/K-
13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang
dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex oficio
sebagail Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai
WAKIF adalah Ibu Rr. FATIMAH, dan pada Akta
tersebut terdapat cap Jjempol tangan dan bermaterai
diatasnamakan Rr. FATIMAH. Padahal telah diketahui
bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami gangguan/
keterbelakangan mental sejak kecil, sehingga secara
hukum termasuk orang vyang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, hal tersebut telah dikuatkan
dengan hasil pemeriksaan para dokter/ahli dari
poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta
sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil
Pemeriksaan Psikiatri No.001/02/Psi/2009 tertanggal
23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Budi
Pratiti, ©SP.KJ dan selanjutnya diperkuat 1lagi
dengan Penetapan Pengadilan Negeri  Yogyakarta
Nomor: 166/Pdt.P/2009/PN.YK tanggal 02 April 2009.

Dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1)
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Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai
persyaratan sebagai wakif, maka dapat diketahui
bahwa Ibu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhi
persyaratan sebagai seorang WAKIF. Dengan demikian
secara hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-
13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan
Agama (KUAR) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex
oficio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, pada tanggal 11
September 1995 adalah tidak sah, sehingga segala
peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan
oleh siapapun yang mendasarkan pada Akta tersebut

secara mutatis mutandis merupakan peristiwa dan

Bahwa selain kejanggalan mengenai Wakif yang
berakibat tidak sah terhadap Akta Ikrar Wakaf
sebagaimana diuraikan dalam posita ke 15 dan 16
tersebut di atas, ternyata mengenai Nadzir dalam
wakaf sebagaimana dimaksud dalam Akta TIkrar Wakaf
tersebut juga terdapat kejanggalan yang sangat
krusial, sehingga Akta Tkrar Wakaf tersebut
mengalami cacat hukum, karena berdasarkan BAkta
Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995
tertanggal 11 September 1995 vyang dibuat oleh
Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUAR)
Kecamatan Umbulharjo yang secara ex oficio sebagai

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan
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Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai Nadzir
adalah Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan
PDHI Cabang Umbulharjo dengan jabatan sebagai Ketua
(Tergugat II). Padahal sebagaimana diketahui bahwa
pada waktu itu belum pernah ada atau belum pernah
terbentuk Badan Hukum Yayasan PDHT Cabang
Umbulharjo, selain itu dalam kepengurusan PDHI
(Persaudaraan Djama’ah Hadji Indonesia), Sunardi
Syahuri tercatat sebagai Ketua I Pimpinan Pusat
PDHI, sehingga sangat janggal apabila dalam wakaf
tersebut bertindak sebagai Ketua Badan Hukum
Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (sebagai WNadzir).
Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan
ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 vyang menyatakan:
“me;punyai perwakilan di Kecamatan tempat Ietaknya
tanah yang diwakafkan”. Dengan demikian karena
Nadzir dalam wakaf tersebut fiktif, maka wakaf
tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut. Oleh
karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun
1985 tertanggal 11 September 1995 secara hukum
adalah tidak sah;--~--——-=——
Bahwa selain kejanggalan-kejanggalan dalam proses
wakaf tersebut di atas, ternyata Tergugat I (Kepala

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo/
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PPAIW Kecamatan Umbulharjo) dalam melakukan
tugasnya selaku Pejabat yang bertugas menangani
-~\{§§[ proses wakaf telah bertindak tidak cermat dan tidak
hati-hati karena dalam prosedur perwakafan
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan

Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 jo pasal 223

Kompilasi Hukum Islam 7jo Peraturan Menteri Agama
No. 1 Tahun 1978 dan Ketentuan vyang lebih
operasional lagi terdapat dalam Peraturan Dirjen
BIMAS Islam No.Kep/D/75/78 tentang Formulir dan
Pedoman Pelaksanaan  Peraturan-peraturan Tentang
Perwakafan Tanah Milik salah satu syaratnya yaitu
“Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf ({(PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang
saksi untuk melakukan Ikrar Wakaf”. Dan dalam
pelaksanaan wakaf tersebut ternyata pada waktu
ikrar wakaf tersebut dilaksanakan Ibu Rr. FATIMAH
sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri (Tergugat II)
sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW
Kecamatan Umbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf
tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana

tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukum

31. Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H. Nasiruddin
(sebagai PPAIW atas Akta Ikrar Wakaf Nomor:
W.2/90/K-13/tahun 1995) dalam suatu rapat dan/atau

klarifikasi untuk membahas masalah wakaf aquo yang
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bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah
(PDM} Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009, pada proses
pembuatan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun
1995 pada hari Senin tanggal 11 September 1995
tersebut, Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat' II
selaku Nadzir tidak hadir menghadap  PPAIW,
sedangkan untuk Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif,
menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada
saat itu hanya ada seorang perempuan yang mengaku
sebagai Ibu Rr. FATIMAH yang hadir sebagal Wakif
dan bersikap layaknya orang normal sehat jasmani
dan rohani akan tetapi tidak bisa membaca dan
menulis, sehingga hanya menbubuhkan cap Jjempolnya
dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut. Padahal
sebagaimana diketahui, sebenarnya tidaklah mungkin
Ibu: Rr. FATIMAH hadir, karena yang bersangkutan
sejak kecil jarang keluar rumah dan untuk
berkomunikasi dengan orang lain sajapun sangat
sulit, ~bahkan untuk bertemu atau bertatap muka
dengan orang saja Ibu Rr. FATIMAH mengalami
ketakutan, hal ini disebabkan karena yang

bersangkutan mengalami keterbelakangan mental atau

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum vyang
termuat dalam pasal 433 KUHPerdata, yang

menyebutkan: --———----————m e
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“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam

keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus

Oleh karena itu, semakin jelas bahwa proses wakaf
sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum,
dengan demikian secara hukum harus dinyatakan batal
atau tidak sah;--————-—————————
Bahwa oleh karena proses wakaf atas sebidang tanah
milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana diuraikan di atas
tidak sah atau batal maka proses peralihan hak atau
balik nama atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu
Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan dalam posita ke-
10, 13 dan ke-22 tersebut di atas itu didasarkan
pada Akta Wakaf yang tidak sah tersebut, secara
hukum juga harus dinyatakan tidak sah atau batal:;-—-
Bahwa oleh karena proses wakaf sebagaimana dimaksud
di atas adalah cacat hukum, dan secara hukum
seharusnyalah dinyatakan batal atau tidak sah, oleh
karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum
apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan
dasar Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun
1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/
Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan
Umbulharjo-Yogyakarta, secara mutatis mutandis
harus dinyatakan tidak sah atau batal menurut

hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta



i

'\)‘ A
?&iji/’/
[ \f",\_

——

P

N

N

Vigyuy

=l ke

22

seluruh benda tidak bergerak dan atau benda-benda
lainnya yang melekat di atas tanah tersebut yang
sampal sekarang dikuasal dan dikelola oleh Yayasan
Siti Rahmah juga tidak dibenarkan menurut hukum,
oleh karenanya harus dikosongkan dan selanjutnya
harus diserahkan atau dikembalikan kepada Pemegang
Hak Milik sah atas tanah tersebut yaitu Ibu Rr.
FATIMAH vyang dalam hal ini melalui Penggugat
sebagai pengampunya (curator);--—-———-———————————--——=
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum
tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim
Pemeriksa (Judex Factie) pada Pengadilan  Agama
Yogyakarta, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan
sebagai berikut: ----—-———-—7+--—H—"-"---orrrr——
PRIMAIR:
1. Menéabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-
13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta {Tergugat I)

3. Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3318 atas nama
Ibu Rr. FATIMAH kepada Badan Hukum Yayasan PDHI
Cabang Umbulharjo yang sebab perubahannya

berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-
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13/tahun 1995 vyang dibuat atau dilaksanakan oleh
Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (Turut
Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan atau
dinyatakan batal;———-—-===—=——- o

4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan
di atas sebidang tanah {sebagaimana disebutkan pada
posita kw 10) dalam gugatan ini yang dilakukan oleh
Turut Tergqugat II atas seijin Tergugat II adalah

tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh

5. Menghukum kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II
untuk mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda
vang melekat di atas tanah pekarangan sebagaimana
disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3318 atas
nama Ibu Rr. FATIMAH dan selanjutnya untuk
mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut
kepgda Penggugat;=—====rmmer e cmc

6. Menghukum kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);--
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah

ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

hadir di persidangan;-—---———-——-—"—"—"—+-—rr—~m~r e mmmm—-
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan

perdamaian para pihak vyang berperkara dengan mediasi

dan mediator yang ditunjuk Drs. Wan Ahmad, tetapi tidak

berhasil; —————=——=- e e
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Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dengan memberikan beberapa penjelasan
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;———--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
maka:

I. Tergugat I, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta (Drs. H.
YUSRON) telah memberikan jawaban secara tertulis
tanpa tanggal pada sidang VI ({25-11-2009), vyang
pada pokoknya sebagai berikut: —-—-—-=em—e———e——m—
1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah

Pejabat Pemerintah yang berwenang menjalankan

tugas selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar

2. BApabila kinerja selaku Kepala Kantor Urusan
BRgama Kecamatan terdapat penyimpangan dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
pihak vyang merasa dirugikan haknya dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang
berwenang mengadili perkaranya;——--—-—v--eem——=

3. Pengadilan yang Dberwenang mengadili  hasil
kinerja pejabat pemerintah vang bersifat
perdata seperti : AKTE, maka pengajuan gugatan
pada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara);-----=~

4. Oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta
tidak berhak melanjutkan sidang gugatan perdata
ini terhadap Tergugat I (Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Umbulharjo);—-——==——weee—cmuee—-
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IT. Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban

secara tertulis tertanggal 29 Desember 2009 yang

1.

diajukan pada sidang VIII tanggal 30-12-2009,
sebagai berikut: - —— —

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II membantah/
menyangkal dan menolak semua hal~hal, alasan-
alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan
Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat
gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas
diakui kebenarannya di dalam eksepsi/jawaban
ini;--——-—————————————— e
Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang
memeriksa perkara pembatalan Akta Ikrar Wakaf

karena Akta Ikrar Wakaf adalah produk dari

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

sehingga Akta yang dikeluarkannya adalah sebuah
putusan Tata Usaha Negara sehingga peradilan
yvang berwenang untuk memeriksa dan membatalkan
AKTA IKRAR WAKAF adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara; ——=———=-—-——""==—"—+=: - e ————
Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat
dalam memahami ketentuan Pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Dalam pasal tersebut secara tegas dan
jelas ditegaskan, bahwa perkara yang merupakan
kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara

antara orang-oranda vana beraagama Talam.
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Sementara dalam perkara a gquo antara Penggugat
sebagai orang melawan Pejabat Negara dalam hal
ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
vang tentu saja bukan termasuk kategori manusia
yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya
Tergugat II kutip ulang ketentuan pasal 49
tersebut;: -=—=-——mem——-mmr e m— e —— e m
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang
bergama Islam di bidang: —-—=————=——-—-—---—-=~T=
a. Perkawinan;-———=-——————————————To——m—oo—————==

b. Warisj-——-=—=———r———-———==—m————— oo —e— s

c. Wasiyat;—————————=——————————————————————-—=
d. Hibah;——===m——mmmm e — e m —m e m e
e. Wakaf;————=—————mem—mmr e m =
f. Zakat;————=——mmmmm—m— e s
g. Shadagah. Danj—=——-—-—==——=—==———————-——~—=
h. Ekonomi Syari'ah;--—-——===w==————=—--————=--

Bahwa Tergugat II sengaja mencetak tebal dan
memberi garis bahwa bagian dari pasal tersebut
untuk menunjukkan bahwa yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama adalah sengketa wakaf yang
menyangkut orang dengan orang, sedangkan yang
menyangkut orang dengan Pejabat Negara adalah
bukan kewenangan Pengadilan Agama namun

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
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4. Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat
dalam memahami ketentuan pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 +tahun 1977 (yang telah
diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf). Dalam ketentuan tersebut

harus dipahami bahwa perselisihan yang masuk

kewenangan Pengadilan Agama adalah perselisihan
yang menyangkut perscalan perwakafan tanah dan
disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk
memahami ketentuan ini harus dan tidak bisa
dilepaskan dari ketentuan pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Dan hal ini sudah Tergugat II
:jelaskan secara gamblang dalam dalil 3 di atas:
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
dalam menyebutkan para pihak. Dalam hal ini
Penggugat tidak Jjelas dalam menyebutkan pihak
Turut Tergugat II. Dalam gugatannya Penggugat
berganti~ganti dalam menyebutkan pihak Turut
Tergugat TI, kadang disebut Pengurus Yayasan

Siti Rahmah, namun kadang disebut juga dengan

DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat

IT membantah/menyangkal dan menclak semua hal-
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hal, alasan-alasan dan dalil-dalil yang
dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat
dalam surat gugatannya kecuali yang secara
tegas-tegas diakui kebenarannya di dalam
eksepsi/jawaban ini;--—---————mmmm
Bahwa segala sesuatu vyang sudah dikemukakan
oleh Para Tergugat di dalam eksepsi mohon
dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam
Pokck Perkara ini, dalam perkataan lain semua
yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokck
Perkara ini;-—----——"---mmm———— e
Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Ibu
Rr. Fatimah dalam pengampuan dan karenanya
tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum
termasuk dalam hal perbuatan hukum dalam rangka
mewakafkan tanah milik Ibu Rr. Fatimah kepada
Tergugat II adalah tidak tepat dilihat dari
konteks waktu proses wakaf dan waktu
PENgamMPUAN  — = — = = e e e
Bahwa Ibu Rr. Fatimah ditempatkan dalam
pengampuan adalah berdasarkan Penetapan Nomorx
166/Pdt.P/2009/PN.Yk sehingga dengan demikian
yang bersangkutan tidak berhak dan berwenang
dalam melakukan perbuatan hukum sendiri sejak
tanggal penetapan pengampuan. Dan harus dilihat

berdasarkan dalil Penggugat sendiri bahwa
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keterangan psikiater adalah retardasi mental
dalam wusia lanjut dan tidak bisa mengambil

keputusan. Hal itu adalah hasil observasi tahun

Bahwa proses perwakafan terjadi pada tahun 1995
dan ini adalah 14 tahun vyang lalu sebelum
mendapatkan penetapan pengampuan. Dan pada saat
itu Ibu Rr. Fatimah belum dalam penempatan
pengampuan karena penetapan pengampuan baru
ditetapkan tahun 2009. Karenanya perbuatan
hukum orang dewasa yang tidak dalam pengampuan
adalah sah dan benar secara hukum;------—————=

Bahwa dalil yang menyatakan bahwa 1Ibu Rr.
Fatimah tidak pernah keluar rumah dan selalu

dalam perlindungan Ibu Hj. Baniyah TIlyas

Jbertentangan dengan dalil Penggugat sendiri

yang menyatakan dan mendalilkan bahwa JIbu Rr.
Fatimah pernah menikah dan sekarang dalam
status janda. Dari dalil ini bisa dipahami
bahwa Ibu Rr. Fatimah pernah melakukan
perbuatan hukum berupa pernikahan yang tentu
saja mensyaratkan dilakukan oleh orang yang
dewasa dan sehat;—~=w=—==-co—mmmmm
Bahwa dalil yang menyatakan bahwa telah salah
dalam memberikan wakaf seharusnya vyang dimaksud
adalah untuk Muhammadiyah bukan untuk Bapak

Sunardi Syahuri juga bertentangan dengan dalil
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Penggugat. Penggugat tidak pernah mendalilkan
adanya ikrar wakaf diberikan kepada
Muhammadiyah hanya mendalilkan mengenal Bapak
Sunardi Syahuri sebagai muballigh dan tckoh
Muhammadiyah. Penetapan dan pembuatan akta
wakaf tentu saja berdasarkan apa yang

diikrarkan bukan berdasar sangkaan hati semata

Bahwa dalil 12 dalam gugatan adalah sangat
mengada-ada dan dibuat-buat. Di mana menyatakan
tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Ibu Hj.

BANIYAH ILYAS, Ibu Rr., FATIMAH dan keluarga

Bahwa perwakafan saat itu tidak perlu

persetujuan Ibu Hj. BANIYAH karena pada tahun

1995 Ibu Rr. FATIMAH belum dalam pengampuan dan

atas tanah yang diwakafkan adalah SHM atas nama
Ibu. Rr. Fatimah. Sehingga sebagai pemilik
berhak melakukan perbuatan hukum apa saja atas
miliknya tanpa perlu persetujuan pihak lain;--—-
Bahwa kalau mendalilkan segenap keluarga tidak
mengetahui adalah Jjanggal karena siapa yang
menyerahkan sertifikat hak milik ke Kantor
Urusan Agama Umbulharjo kalau dikatakan Ibu Rr.
FATIMAH tidak bisa melakukan perbuatan apapun
dan hanya bisa di rumah saja. Adalah sebuah

kemustahilan tidak ada pihak yang tahu akan
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adanya proses wakaf karena proses wakaf
membutuhkan beberapa syarat termasuk penyerahan
sertifikat tanah, dan lain-lain. Mengapa
keluarga tidak melaporkan kehilangan sertifi?at
tanah atas nama Ibu Rr. FATIMAH? Adalah sangat
tidak mungkin semua dokumen dan persyaratan

wakaf diambil sendiri oleh pihak Tergugat I dan

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak
tahu tentang Yayayan PDHI adalah juga mengada-
ada karena PDHI adalah singkatan dari
Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia yang
merupakan Yayasan yang didirikan oleh para Haji
di Yogyakarta dan bisa dipastikan setiap haji

yang berada dan berangkat dari Yogyakarta tahu

Bahwa PDHI sebagai sebuah lembaga mempunyail
perwakilan di tingkat Kecamatan yang disebut
sebagai Cabang. Dalam hal ini untuk Cabang
Kecamatan Umbulharjo yang menjadi Pengurus
adalah Tergugat II. Bahkan dalam hal 1ini
Tergugat II secara pribadl juga identik dengan
PDHI. Karena yang bersangkutan sebagai salah

satu pendiri dan pengurus vyang aktif dalam
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11. Bahwa gugatan ini juga bisa dipahami sebagai
keanehan dan bentuk Dbantahan atas dalil
Penggugat, Proses wakaf sudah terjadi tahun
1995 dan baru mengajukan gugatan pada tahun
2009. Atas proses yang lama menjadikan bantahan
atas dalil gugatan yang menyatakan tidak tahu
menahu atas proses wakaf. Karena atas tanah
wakaf sudah didirikan bangunan oleh Tergugat II
sejak lama kalau memang tidak tahu ada proses
wakaf tentu sudah mempertanyakan dan melakukan
pengurusan karena atas tanah wakaf dimaksud
sudah dikelola pihak 1lain bahkan didirikan
bangunan., Padahal rumah atau kediaman Penggugat
berdekatan dengan lokasi tanah yang diwakafkan;

Berdasarkan dalil-dalil  sebagaimana tersebut di

atas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim

Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata Nomor : 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk ini

menjatuhkan putusanya sebagai berikut: --————~-——-—-

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II
untuk seluruhnya;~==—~=---—

2. Menyatakan Pengadilan Agama secara absolut
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3. Membebankan Penggugat untuk membayar

keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara

2. Membebankan Penggugat untuk membayar
keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara
infj-—mmmmm e

ITI.Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan
jawaban tertulis tertanggal 30 Desember 2009 yang

diajukan pada sidang III tanggal 30-12-2009,

sebagai berikut: --——---

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak
dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang
‘diakui kebenarannya;——=—--— e e e

2. Bahwa dalam title gugatan Penggugat telah
menyebut gugatan pembatalan Akta Ikrar Wakaf
Nomor: W.2/90/K-13/1995, dan apabila Jjuga
dikaitkan dengan dalil-dalil posita Penggugat
tidak pernah menyinggung dan menyebut peran
serta keterlibatan Turut Tergugat II dalam
pbroses wakaf, kecuali dalam Posita 24, dengan
demikian Penggugat telah salah memasukkan Turut

Tergugat II sebagai pihak Tergugat karena tidak
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Bahwa oleh karena di dalam gugatan ini jelas
memasukkan Turut Tergugat II yang tidak ada
keterkaitan dan sangkut-pautnya dalam gugatan
ini untuk dijadikan sebagai Turut Tergugat II
tidak relevan, maka dalam gugatan ini nyata ada
kesalahan subjek Tergugat, oleh karenanya
gugatan Penggugat menurut hukum acara perdata
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima;--—=———m—————— oo e

Berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas,

maka Turut Tergugat II mengajukan permohonan kepada

Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan

putusan sebagai berikut: --——--~—-cmm———m

PRIMAIR:

1.

Menerima eksepsi  Turut Tergugat II untuk

. seluruhnya; ——-=~——————

Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau

DALAM POKOK PERKARA:

1.

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak
dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang
dengan tegas diakui kebenarannya;-------—----—--
Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil eksepsi

Tergugat II mohon dijadikan sebagai dalil-dalil
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Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi
tidak komphrehensif dan tidak jelas apa yang
digugatkan kepada Turut Tergugat II telah
melakukan pelanggaran hak apa sehingga harus
dijadikan sebagai Pihak Tergugat. Akibat
ketidak jelasan 1inilah ada kesan Penggugat
mengada~-ada dan mencari-cari apa dan mengapa
Turut Tergugat II dijadikan sebagai pihak
Tergugat. Dalam jawaban ini Turut Tergugat II
menyatakan gugatan ini adalah tidak benar dan
mengada-—ada, oleh sebab itu pula Turut Tergugat
II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim

agar gugatan ini harus ditolak atau setidak-

Bahwa dalil-dalil posita Penggugat selain poin

.24 tidak ada yang menyatakan apa pelanggaran-—

pelanggaran hak yang dilakukan oleh Turut
Tergugat  II dalam hal ini. Perlu kami
beritahukan kepada Penggugat dalam teori hukum
acara perdata, seorang Penggugat harus Jjelas
menguraikan apa kesalahan pihak Tergugat
sehingga dia harus dijadikan sebagal Tergugat.
Dalam gugatan ini Penggugat tidak menunjukkan
pelanggaran hak. Penggugat hanya mengatakan
dalam posita 24 bahwa bangunan yang dikuasai
oleh Turut Tergugat II, tetapl Penggugat tidak

menjelaskan bangunan itu milik siapa,
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pelanggaran haknya apa, tidak jelas tiba-tiba
Turut Tergugat II dihukum dalam petitum poin 5.
Itulah sebabnya Turut Tergugat II gugatan ini
adalah kabur dan tidak jelas serta mengada-ada,
maka dengan ini Turut Tergugat IY mengajukan
permohonan kepada Majelis Hakim agar gugatan

ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

5. Bahwa oleh karena dalam dalil-dalil gugatan ini
Penggugat tidak menunjukkan perbuatan mana yang
dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat
dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak orang
lain sehingga Turut Tergugat It dapat
dinyatakan bersalah dan dapat dihukum, oleh
karenanya dalam jawaban ini Turut Tergugat II
;mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar
menolak petitum point 5 yang menghukum kepada
Turut Tergugat II karena Penggugat tidak dapat

mendalilkan pelanggaran hak yang dilakukan cleh

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka
bersama ini Tergugat mengajukan permohonan kepada
Majelis Hakim pemeriksa perkara ini Dberkenan
mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
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2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini;---

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya baik untuk

Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Eksepsi
dan Jjawaban Tergugat II dan Turut Tergugat II,
Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut: ----
I. Terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 30 Desember 2009 pada
sidang VIII tanggal 30 Desember 2009 yang intinya
mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sela
sebagai berikut: ------—-—--—————-—— e
PRIMAIR:

1., Menerima replik atas jawaban Tergugat I Yyang

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Agama
Yogyakarta mempunyai kewenangan absolute untuk

melanjutkan pemeriksaan atas gugatan Penggugat

3. Menyatakan menurut hukum bahwa jawaban Tergugat

I dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
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Terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat II dan Turut

Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik

tertanggal 27 Januari 2010 yang disampaikan pada

sidang X tanggal 27 Januari 2010 yang petitumnya

berbunyi sebagai berikut: --—--—————————

Untuk Tergugat IX:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat II dinyatakan ditolak

untuk seluruhnya, kecuali yang diakui

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta
secara absolute berwenang memeriksa, mengadili
dan memutus perkara aquo;-—-——-——————m——————————o

Dal;m Pokok Perkara:

1. Menerima replik atas jawaban Tergugat II yang

2. Menyatakan menurut hukum bahwa jawaban Tergugat

IT dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya

Untuk Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan dalam
eksepsi dari Turut Tergugat II, atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet
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2. Menerima dan mengabulkan gugata Penggugat dan

rnn Dalam Pokok Perkara:
A t'. M '_;\:"Z
::\ ')L’—‘“j\ J-::'\"'.‘-
v AN PRIMER:
/ 'F\"} - \\’:"‘t‘\"
LN T
@(@ﬁé}!?% 1. Menolak =seluruh dalil dan tuntutan dalam
. A J}’ﬁ\/ jawaban mengenai pokok perkara dari Turut
. T M « . .
. R 5,-'." 2 —_
aqlﬁ,w/' Tergugat II, atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard): -

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

3. Menghukum kepada Turut Tergugat II untuk
membayar biaya perkara ini secara tanggung

renteng bersama-sama dengan para Tergugat dan

SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain,

maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh
Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Februari

2010 yang amarnya sebabagail berikut: —-w————-—-----————-

MENGADTIULTI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak
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2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh
biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh
satu ribu rupiah);----—-———--"-"——— -~

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta tersebut, Penggugat telah mengajukan banding

dan telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2010

bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1431 H, yang amarnya

MENGADILI:

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding/Penggugat dapat diterima;--——~—-————————c—wemm

Membatalkan putusan Pengadilan agama Yogyakarta
tanggalv17 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 3
Robiul = Awal 1431 H No.0322/Pdt.G/2009/PA.Yk vyang
dimohonkan banding;-———————————— e

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan, perkara yang diajukan oleh Penggugat/
Pembanding yvang terdatftar di Pengadilan Agama

Yogyakarta dengan nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk adalah

Menyatakan, untuk keperluan memeriksa dan
mengadili perkara vyang bersangkutan, diperintahkan
Pengadilan Agama Yogyakarta membuka kembali persidangan

perkara ini, memeriksa serta mengadili dengan
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Memerintahkan Pengadilan Agama Yogyakarta setelah
selesai melaksanakan pemeriksaan yang dimaksud dalam

putusan sela ini segera mengirim hasil pemeriksaannya

kepada Pengadilan Tinggi agama Yogyakartaj;=—————————e———
Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam
perkara ini sampai dengan putusan akhir;—---—-—————————-
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut, Pengadilan

Agama Yogyakarta membuka kembali persidangan perkara

ini dan meneruskan acara pemeriksaan yaitu tanggapan

atas Replik Penggugat atau Duplik;-—--——----—-"—"~

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut,
Tergugat I telah memberikan tanggapan tertulis
tertanggal 22 September 2010 sebagai berikut: ---------
1. Bahya sesungguhnya berdasarkan hasil konsultasi

dari pejabat saat itu dan juga berdasarkan bukti

fisik berkas-berkas yang ada sesungguhnya .proses

wakaf sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ada

wakif: Rr. Fatimah, Nadzir ada, saksi-saksi ada:

Drs. Sarbini dan Suratman, PPAIW nya Drs. H.

Nasiruddin;-—-—-——-—==————m e

2. Penggunaannya dalam proposal antara lain:

1. Gedung pertemuan;-——-——-=——=——— e
2. TK Islam terpadu;-—=—————=————m——— e
3. Asrama Putri Islam;-—-=-——=——-=—=—-— e

4. Wisma Lansia. Prioritasnya untuk gedung



42

Sedangkan Tergugat II menyampaikan Duplik tertulis

tertanggal 22 September 2010 sebagai berikut: -—-—--——--

DAT.AM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II membantah/
menyangkal dan menolak semua hal-hal, alasan-alasan
dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat
sebagaimana yang terdapat dalam repliknya kecuali
yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya di
dalam duplik ini;--——--m—mmm
Bahwa segala sesuatu vyang sudah dikemukakan oleh
Tergugat IT di dalam jawaban mohon dianggap
dikemukakan lagi seluruhnya di dalam duplik ini;
dalam perkataan lain semua yang sudah dikemukakan

dalam jawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Bahwa wakaf dari ibu Rr. Fatimah sudah sesuai

dengan aturan syariah serta aturan perundang-

Bahwa Penggugat sendiri sudah terjebak dalam logika
berpikir yang terbalik dan kontradiksi dengan apa
yang dikemukakan dalam gugatan dan replik.
Kontradiksi tersebut adalah sebagaimana berikut: --
a. Pada dalil gugatan dan replik sebenarnya bila

dibaca dan dipahami dapat kita simpulkan bahwa

Penggugat dan segenap keluarga mengakui

kebenaran akan adanya wakaf yang dilakukan oleh
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perwakilan dari Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo.
Hal ini dapat diambil dari pernyataan Penggugat
yang menyatakan keluarga mengetahui dan
menyetujui wakaf dan memberikan wakaf tersebut

kepada Tergugat II dengan asumsi Tergugat II

b. Yang kemudian membuat Penggugat ingin
membatalkan wakaf adalah karena menurut
Penggugat merasa telah salah dalam memberikan
wakaf. Dalam hal ini seharusnya kepada
Muhammadiyah bukan kepada Tergugat II dan

seharusnya digunakan untuk kepentingan dan

c. Jadi sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan
_yang diajukan dalam gugatan sangat
kontradiktif, mengakuli wakaf namun kemudian
dengan alasan yang dicari-cari menyatakan wakaf
tidak sah dengan mendalilkan Rr. Fatimah
sebagai pihak yang tidak bisa melakukan
perbuatan hukum, padahal vyang paling pokok
adalah berangkat dari pandangan keluarga yang

memandang wakaf adalah untuk Muhammadiyah bukan

5. Harus diingat bahwa, pada saat proses wakaf tidak
ada ikrar dari Pemberi Tanah Wakaf tentang tanah

diwakafkan untuk Muhammadiyah atau digunakan untuk



Dalam proses wakaf dan sebagaimana diakui tegas
oleh Penggugat adalah diikrarkan wakaf dengan
asumsi Tergugat II adalah orang Muhammadiyah dan

karenanya akan digunakan untuk fasilitas

Bahwa wakaf dapat dicabut ketika Tergugat II tidak
amanah dalam melaksanakan dan atau mengelola tanah
wakaf. Kalau dulu diikrarkan untuk Muhammadiyah dan
Tergugat II tidak melaksanakan maka hal tersebut
mutlak kesalahan Tergugat II. Namun dalam hal ini
karena pada saat ikrar wakaf dan selama proses
wakaf tidak ada ikrar baik dari Rr. Fatimah atau
keluarga yang menyatakan bahwa tanah wakaf harus
digunakan dan diperuntukkan untuk fasilitas

pendidikan Muhammadiyah maka tidak ada kesalahan

Bahwa dalam hal inipun di atas tanah tersebut sudah

didirikan bangunan untuk pengembangan agama Islam

Hukum Islam atau Syariah tidak bisa menghukumi
sesuatu hanya karena niat atau asumsi dan pemikiran
yang tidak pernah diikrarkan. Segala sesuatu
berdasarkan ikrar atau yang terucap dengan terang
dan jelas. Dan pembatalan wakaf dengan alasan telah
salah orang atau pihak namun dulu tidak pernah

diikrarkan maka hal tersebut adalah tidak bisa
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Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di
atas maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim
yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk ini menjatuhkan
putusannya sebagai berikut: ----—-————e—————-——-———
PRIMATR:

DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-—-———--—---

2. Membebankan Penggugat wuntuk membayar keseluruhan

Menimbang, ‘bahwa Turut Tergugat I tidak
menanggapli Replik Penggugat, sedangkan Turut Tergugat

IT menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat
menyampaikan bukti-bukti berupa: --—-—---—mm——————e—————
I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat Nomoxr: 34.7113.521135.0001 tanggal 10
Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Camat
Umbulharjo Kota Yogyakarta, diberi tanda P.1;--

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 135013/99/1732
tanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Camat
Umbulharjo Kota Yogyakarta, diberi tanda P.2;--

3. Fotokopi hasil pemeriksaan Psikiatri Nomor:
011/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang
ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, SpKj yang

dikeluarkan oleh RSUP Prof dr. Sardijito, diberi
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Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor: 166/Pdt.P/2009/PN.Yk, vyang ditetapkan
pada hari Kamis tanggal 2 April 2009, diberi
tanda P.4;—————————————————————; ———————————————
Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik No.
M:3318/Srs atas nama Pemegang Hak Roro Fatimah
yang terletak di Nitikan UH VI/98 Kelurahan
Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
dengan luas 2810 m2 berdasarkan Gambar Situasi
Nomor: 3590/1995, Pers: 2708/XXVIII, diberi
tanda P.5;——————-—————————————————
Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13

tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, diberi

Fotokopi Surat Pernyataan tentang Tanah Wakaf

di Jalan Nitikan Baru tertanggal 1 Juni 2007,

Fotokopi Surat dari Keluarga Hj. Baniyah Ilyas
(Penggugat) yang ditujukan kepada Bpk. Drs. H.
Sunardi Syahuri {Tergugat 2} tertanggal 22
Agustus 2007, diberi tanda P.8;~~-————-—————m——
Fotokopi surat Dari Hj. Baniyah Ilyas
(Penggugat) yang ditujukan kepada Bpk. Drs. H.

Sunardi Syahuri (Tergugat 2) tertanggal 18
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10. Fotokopi surat tentang permohonan Bantuan

Mediasi dari Hj. Baniyah Ilyas selaku wakil

T dari keluarga, yang ditujukan kepada Bp.
EV»—f:.tff, Muchtar, SH selaku staf PKBH UMY tertanggal 14
J Februari 2008, diberi tanda P.10;-————————-oo——

11. Fotokopi Undangan Nomor: 105/III/A/2008 dari

PDM Yogyakarta tertanggal 5 Maret 2008, diberi
tanda P.11; - e
12. Fotokopi surat pernyataan tentang keadaan Ny.

Rr. Fatimah tertanggal 14 Maret 2008, diberi

13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bp. Suratman
tertanggal 28 April 2008, diberi tanda P.13;---

14. Fotokopi Notulasi Rapat Pleno Pimpinan Wailayah
 Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat tertanggal 31
Oktecber 2009, diberi tanda P.l14;-——————————=—————

Yaitu P.1l sampai dengan P.14 untuk P.1, P.2, P.3, P.4,
P.11, pP.12, P.13 dan P.14 bermaterai cukup dan
dinazzegel serta telah dicocokan sesuai dengan
aslinya, kemudian diberi tanda bukti, sedangkan P.5,
P.6G, P.7, P.8, P.9, P.10 bermeterai cukup dan
dinazzegel tetapi tidak ada aslinya, yaitu: —--—----—----

1. P.5, belum ada aslinya, sertifikat tanah asli

2. P.6, Akta ikrar wakaf tidak ada aslinya, hanya

scan dari aslinya;————==————=———————— e ——
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3. P.7, Surat pernyataan Hj. Baniyah Ilyas belum

4. P.B, Surat yang ditujukan kepada Tergugat II

belum ada aslinya, masih di PDM/Pengurus Daerah

5. P.9, Surat yang ditujukan kepada Tergugat II

belum ada aslinya, asli masih di PDM/Pengurus

6. P.10, Surat permohonan bantuan mediasi belum

ada aslinya, asli masih di PDM/Pengurus Daerah

Saksi-saksi:

1. SUHARTANA BIN MUGI HARTONO, umur 58 tahun,
agama Islam, pekerjaan Purna tugas dari Yayasan
sekolah Muhamadiyah, tempat kediaman di Nitikan

LUH VI/419 Rt 04 Rw.1ll Kelurahan Sorosutan
Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta,
menerangkan di bawah sumpahnya sebagail berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu

kakaknya Fatimah, karena bertetangga sejak

- Bahwa sejak kecil Fatimah idiot, dulu kalau

— Bahwa Fatimah pernah menikah ketika umur 22
tahun dengan seorang pria bernama Wajiyo,
setelah menikah kadang tinggal Dbersama
suaminya terkadang bersama ibu Baniyah,

sekarang ini statusnya adalah janda mati;--
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-~ Bahwa Ibu Fatimah dinikahkan kemungkinan

biar ia sembuh, tetapi Saksi tidak tahu

— Bahwa Fatimah dahulu pernah main ke

tetangga, kadang juga pergi jauh;--—-———----

- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar ada wakaf

dari Fatimah kepada Bapak Sunardi pada
tahun 1993, tapi tidak tahu kapan

terjadinya wakaf;-———————————-m———— e

— Bahwa Ketlka terjadi wakaf suami Fatimah

2. HERU SUBIYANTORO BIN JIWO SUHARTO, wumur 49
tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Nitikan UH VI/384 Rt.40

s Rw.10 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo
Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut: - ----—-——-—1r————————
- | Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena

bertetangga sejak kecil dan kenal Jjuga

— Bahwa ITbu Fatimah sejak kecil menderita
keterbelakangan, dahulu Ibu Fatimah pernah

sekolah 8SD tetapi saksi tidak tahu sampai
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Bahwa Ibu Fatimah pernah menikah, nama
suaminya Wajiyo dan masih tetangga 5-6
rumah. Setelah menikah mereka  tinggal
dengan ibu Baniyah, lalu suaminya pergi
dari rumah, sekarang suaminya sudah
meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu;-
Bahwa Saksi mendengar 3-4 tahun yang lalu
ada wakaf tanah dari bu Fatimah. Wakaf ini

atas inisiatif bu Baniyah dan anak-anaknya

Bahwa bu Fatimah punya harta, dipercleh
dari warisan orang tuanya yang bernama pak
Jadir, selain tanah yang diwakafkan

tersebut, ia masih punya tanah lainya di 3

Bahwa kakak ibu Fatimah yang bernama ibu
Baniyah pernah bercerita kepada saksi dan
kepada pak Busro Mugodas (yang mengurusi
wakafnya di Gunungkidul) bahwa ia mengeluh
“pak Busro ki piye Rahmah kok ra diopeni™
lalu pak Busro bertanya: dan di jawab oleh
ibu Baniyah bahwa dulu wakafnya dengan pak

Nardi, wakafnya kok ke PDHI bukan ke

Bahwa menurut saksi ada wakaf, tetapi
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Bahwa sekarang kondisi tanah yvang

diwakafkan hanya untuk olah raga badminton

MARWAN DS BIN JALALUDDIN, umur 64 tahun,

agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI,

tempat kediaman di Jalan Tanjung No.26 B Rt.36

Rw.15 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo

Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut: --——-7---=-———————————— s

Bahwa saksi kenal dengan ibu Baniyah dan

Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa wakafnya,
namun saksi sebagai Pengurus Ranting
Muhammadiyah yang ketuanya pak Busro
Mugoddas tahu masalah wakaf ibu Fatimah
dari cerita ibu Baniyah, bahwa terjadi
ketidakpastian wakaf yaitu ibu Baniyah

tidak pernah mendapatkan salinan ikrar

Bahwa Pemilik formal tanah yang diwakafkan
ialah ibu Fatimah, tetapi kehendak/

inisiatif wakaf adalah dari ibu Baniyah

Bahwa saksi pernah bertanya kepada pak
Suratman salah satu saksi dalam proses

ikrar wakaf tersebut, “apakah orang yang
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mengatakan ketika itu memang ada orangnya
tetapli saksi tidak kenal. Apakah pak Nardi
ketika itu juga datang, kata pak Suratman

ya pak Sunardi datang tetapi datangnya

Bahwa saksi juga bertanya kepada Pak
Nasirudin, Kepala KUA yang mewilayahi tanah
yang diwakafkan mengenai nama Fatimah, kata
pak Nasirudin karena mengurusi wakaf adalah
pekerjaan rutin, jadi pihaknya tidak tahu
siapa Fatimah itu. Kemudian tentang PDHI
Umbulharjo, kata pak Nasiruddin bahwa ia

tidak memeriksa apakah PDHI Umbulharjc itu

Bahwa Pernah pada tanggal 03 Agustus 2007
diadakan musyawarah antara Ibu Baniyah
dengan pak Sunardi, dalam petemuan tersebut
ibu Baniyah menghendaki agar wakaf untuk
Muhammadiyah, tetapi pak Sunardi
menghendaki MOU yang isinya wakaf ini
untuk umat, ibu Baniyah tidak setuju,
karena ia menghendaki tanah tersebut untuk
komplek 3D/Masjid Muhammadiyah, lalu pak

Nardi mengatakan silahkan proses secara
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4. ABDUL SYUKUR BIN ANWARI HASTONO, umur 62 tahun,
agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Pemkot
Yogyakarta, tempat kediaman di Nitikan UH
¢£iﬁz§§3%: VI/259 Rt.52 Rw.13 Kelurahan Sorosutan
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut: -——m————r—_——-— n— —— -

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena
bertetangga satu RW;-——~--————-c———
— Bahwa Penggugat memiliki lima bersaudara,
yvang ragil bernama Fatimah vyang sejak

kecil mengalami keterbatasan mental/idiot

— Bahwa Fatimah pernah satu kelas dengan
saksi di SD yaitu ketika saksi masuk kelas

I pada tahun 1952, Dbanyak teman vyang

— Bahwa Fatimah pernah menikah dengan laki-
laki asli Nitikan Jjuga bernama Wajiyo,
dalam perjalanan perkawinannya saksi tidak
tahu dijodohkan atau tidak, rukun atau
tidak, punya anak atau tidak, bercerai atau
tidak, tetapi suaminya sekarang sudah
meninggal; ~—————==——————

— Bahwa ketika sekolah ibu Fatimah tidak
didampingi orang lain, bisa nyanyi tetapi
tidak fasih bicara, seperti kata ‘senenge-

senenge’ dia ucapkan ‘tenenge-tenenge’, dan
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setelah 1lulus SD saksi tidak tahu 1lagi

~ Bahwa kondisi Fatimah pada tahun 1995 tidak
tahu, tetapi kondisi Fatimah sekarang lebih
parah dibandingkan kondisi dahulu, terakhir
saksi ke rumah ibu Baniyah ketika menjadi

saksi untuk penetapan Pengadilan Negeri

=~ Bahwa setelah besar ibu Fatimah ikut ibu

- Bahwa saksi pernah mendengar ibu Fatimah
wakaf tanabh di Ranting Muhammadiyah, saksi

tidak tahu atas inisiatif siapa wakaf

~ Bahwa Yang diwakafkan tanah milik ibu
Fatimah sendiri yang berasal dari warisan
orang tuanya;-——-———————— - - ——— e ——
— Bahwa sampai hari ini yang mengelola tanah
wakaf adalah Yayasan Siti Rahmah tetapi
saksi tidak tahu siapa vyang mendirikan
yayasan tersebut;-————-——--—~m———mr e ——m
SURATMAN BIN PAWIRO DJASMO, umur 69 tahun,
agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Departemen
Agama (terakhir bertugas di KUA. Umbulharjo),
tempat kediaman di Poitan Rt 06 Kelurahan
Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul,
di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai

berikut
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Bahwa saksi masih aktif sebagai Pegawai
KUA. Kecamatan Umbulharjo ketika terjadi

ikar wakaf ibu Fatimah;--———-—-——--oeee—e

Bahwa saksi adalah salah satu saksi ikrar
wakaf tersebut, sedang saksi lainnya ialah
bapak Sarbini Jjuga pegawai KUA Kecamatan
Umbulharjo; ———=—=—c—m——
Bahwa ikrar wakaf dilakukan di KUA
Umbulharjo di hadapan Kepala XUA Umbulharjo
Bapak Nasirudin}---—-——--—-—---—--———~-—-
Bahwa saksi tidak ingat tangal dan tahun

terjadinya wakaf, vyang jelas terjadi lebih

Bahwa ibu Fatimah sebagai wakif datang ke
KUA dengan rombongan (4 wanita dan 1 laki-
laki), ibu Fatimah datang berboncengan, ia
lalu masuk ke kantor menemui Kepala KUA
Bapak Nasiruddin dengan berjalan sendiri,
selanjutnya bu Fatimah menyerahkan
sertifikat tanah yang diwakafkan itu kepada

kepala KUA, dan ketika itu KTP ibu Fatimah

Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam

rombongan ada keluarga ibu Fatimah atan
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Bahwa ketika terjadinya proses wakaf
tersebut, saksi yang menyediakan
blangkonya;-—--—-——-—-—————————
Bahwa Sebelum ikrar wakaf ada wawancara
dengan ibu Fatimah, dan ibu Fatimah tidak
terpaksa dan dalam keadaan sehat, bisa

merespon dan menanggapl pembicaraan Kepala

Bahwa ketika dijelaskan oleh Kepala KUA

tentang masalah wakaf, ibu Fatimah tetang

Bahwa wakaf ibu Fatimah diperuntukkan untuk

PDHI dan diwakili oleh pak Nardi (Suradi

Bahwa ketika mengucapkan ikrar wakaf ibu
Fatimah dibimbing oleh Kepala KUA, karena
ternyata ibu Fatimah tidak Dbisa baca

tulis) - e e e e
Bahwa setelah ikrar wakaf ibu Fatimah

membubuhkan cap Jjempol, karena ia tidak

bisa tanda tangan dan ia sama sekali tidak

Bahwa dalam proses ikrar wakaf tersebut,
pak Nardi sebagai nadhir Jjuga datang

sebentar, setelah tanda tangan selesai lalu
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6. ANTON SUDARMAJI BIN MOH. ILYAS, umur 45 tahun,
agama Islam, pekerjaan Swasta/dagang di pasar
Bringharjo, tempat kediaman di Nitikan No. 20

oy Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota
?ﬁ Yogyakarta, kemudian saksi menerangkan tidak di
-

| bawah sumpah sebagai berikut: --————---ee—meaeen--

~ Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;-

— Bahwa kondisi fisik bu Fatimah bkiasa saja,
tetapi untuk komunikasi dilakukan hanya
saja terhadap orang yang ia cocoki,
terhadap orang yang tidak cocok ia tak mau
berkomunikasi dan bu Fatimah kalau makan

biasa mengambil di meja vang sudah

-~ Bahwa Saat pernikahan bu Fatimah, saksi

tidak ada di sana dan saksi tidak ingat

— Bahwa suami bu Fatimah telah meninggal
dunia, sekarang ibu status bu Fatimah
adalah janda mati;---——————--—--"--"-—-————

-~ Bahwa saksi mendengar ibu Fatimah

mewakafkan tanahnya, tetapi yang

-~ Bahwa vang diberi wakaf tanah bu Fatimah
adalah kelompok pengajian vyaitu kelompok

pengajian kakak saksi dan bu Nur vyaitu



58

-~ Bahwa vang jadi masalah dalam wakaf
tersebut adalah keluarga merasa resah
karena sejak tanah diwakafkan kok
dibiarkan tidak dibangun sehingga tanah
wakaf tersebut terlantar, setelah itu

diurus/dibangun tapi bangunannya juga belum

- Bahwa pernah keluarga bicara untuk
meluruskan nadhir wakaf disesuikan dengan

keinginan keluarga bahwa wakaf untuk Siti

Menimbang,bahwa terhadap saksi ANTON SUDARMAJI
BIN MOH.ILYAS, pihak Tergugat II dan Turut Tergugat II

keberatan kalau dijadikan saksi karena yang

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan
Turut Tergugat I tidak menyampaikan bukti-bukti apapun,

sedangkan turut Tergugat II menyampaikan bukti-bukti

berupa:
1. Surat-surat;

1. Fotokopi Anggaran Dasar Jamaah Haji Siti Rahmah
Daerah Istimewa Yogyakarta, telah bermaterai
cukup, setelah dicocokan dengan aslinya telah
sesuai, lalu diberi kode TT.l;-—-———-—-=————-————

2. Fotokopi Akta Notaris yang dibuat oleh BSRI
MURYANTI, H. tanggal 24 Mei 1995, telah

bermaterai, tidak ada aslinya, lalu diberi kode
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Fotokopi Surat keputusan PDHI
Nomor.021/000/Sek/I1/96 tentang kuasa
Penggunaan tanah wakaf kepada Pengurus

Pengajian ibu-ibu Siti Rohmah Yogyakarta,
tanggal 06 Pebruari 1996, telah bermaterai,

tidak ada aslinya, lalu diberi kode TT.3;———=—-

II1. Saksi-saksi :

1.

SRI MURYADI BIN WARGO PANGAKSO, umur 51 tahun,
agama Islam, pekerjaan pegawai PDHI yang juga
ditugaskan sebagai pesuruh pada yayasan
Arrahmah, tempat kediaman di Perum Jatimas
Permai Blok N.9 Jatisawit Balaicatur Kecamatan
Gamping Kabupaten Sleman, di bawah sumpah

menerangkan sebagai berikut: --———--—————-

., — Bahwa saksi adalah pesuruh di Yayasan

Arrahmah dalam kegiatan pengajian rutin,
sedangkan status saksi sebagai karyawan
PDHI sejak t.ahun 1981, yaitu sejak
berdirinya PDHI;-——————-———mm
— Bahwa PDHI terdiri dari PDHI Pusat dan PDHI
Cabang antara lain: Cabang Kotagede, Bantul
Timur, Kulon Progo, Umbulharjo dan di
tempat-tempat yang dianggap perlu untuk
cabang;-—-=~---—~ -~
- Bahwa PDHI Umbulharjo tidak ada pengurusnya

secara formal, karena kepengurusanya di
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— Bahwa yang memanfaatkan tanah wakaf dari
ibi Fatimah adalah Yayasan Ar-Rahmah, yang
memiliki kegiatan rutin pengajian ahad
pagi, dulu selapanan, lalu 2 mingguan, lalu

tiap minggu. Jamaah pengajian itu berjumlah

sekitar 40 sampai dengan 50 orang,

yang

menjadi ustadz di antaranya ialah Pak Nardi

Sunardi Sahuri);--—--——-——r—mmm
— Bahwa selain untuk pengajian gedung
tersebut bisa dipakai untuk Bulutangkis,

Dana pemeliharaan Gedung Ar-Rahmah dari

- Bahwa Salah satu pendiri Ar-Rahmah adalah

Ibu Hj. Maryono dan yang membangun gedung

adalah penggalangan dana dari Ar-Rahmah;---

— Bahwa kegiatan Ar—-Rahmah positif dan

Ny. SUHANAH BINTI H. MURSIDI, umur 63 tahun,

agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Jl. Wahid Hasyim No.55 Notoprajan

Kota

Kecamatan Ngampilan dibawah

Yogyakarta,

sumpah menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah Pengurus Yayasan Arrahmah

yang dulu namanya yayasan Siti Rohmah
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Bahwa Pengajian Ar-Rahmah berdiri tahun
1986, oleh para haji angkatan 86 di bahwah
bimbingan haji PDHI, awalnya khusus untuk

ibu-ibu dan diadakan setiap tanggal 5

Bahwa pengajian Ar-Rahmah adalah ibarat

Bahwa dulu Pengajian Haji angkatan 8%
diadakan di PDHI, belum di gedung yang
sekarang, yang menjadi ustad pengajinan
bergantian antara lain, pak Zamzuri Umar,

pak Nardi, Pak Saifudin Amir dan lain-

Bahwa setelah pengajian Dberkembang lalu
pindah ke Nitikan, pertama di rumah orang
vang memberi wakaf/wakif, ketika itu bu Nur
Anas sebagai  bendara/pengurus pengajian
Siti Rahmah/Ar-Rahmah menyampaikan bahwa
ada wakaf tanah untuk Pengajian Siti
Rahmah/Ar=Rahmah dan dinyatakan di depan
ibu-ibu pengajian secara lisan, saksi Jjuga

dengar, tetapi saksi lupa siapa nama yang

Bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk
pengajian Siti Rahmah bukan untuk yang

lainnya, kalau ada yang mengatakan untuk
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Bahwa saksi heran kenapa ada pihak vyang
mempermasalahkan, padahal sudah jelas,
wakaf itu untuk pengajian Siti Rahmah; -——-
Bahwa menurut saksi, adanya gugatan seperti
ini nampaknya berawal dari kekecewaan

keluarga wakif karena tanah wakaf itu cukup

Bahwa memang benar di atas tanah wakaf
tersebut baru dibangun setelah 5 tahun
kemudian karena pengajian Siti Rahmah harus
menghimpun dana sedikit demi sedikit dari
pengurus dan anggota; —--—--——-—————————————==
Bahwa soal munculnya muncul sertifikat atas
nama PDHI, bagi pengajian Siti Rahmah tidak

menjadikan masalah, karena menurut

adalah milik PDHI, meskipun akad wakaf

Bahwa kegiatan pengajian Siti Rahmah di
Gedung yang baru yang ada papan namanya
Siti Rahmah masih berjalan dan sekarang

pengajian tersebut juga diikuti bapak-bapak

Bahwa setelah pengajian pindah ke Nitikan,
saksi memang tidak seaktif ketika kegiatan
masih di PDHI, tetapi ketika saksi datang
di pengajian tersebut yang hadir kurang
lebih 60 orang 1laki-laki dan perempuan,

bahkan juga masyarakat umum sekitar tempat
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— Bahwa soal dipakai untuk badminton, hal itu
wajar saja untuk mencari dana membiayai
gedung tersebut; --——----or b i

— Bahwa sebelum ada dana dari sewa gedung
untuk badminton yang bayar rekening listrik
Bu Dyah Suminar isteri Pak Haery Zudianto,
tetapi pengurus merasa tidak enak kalau
dibayar beliau terus; ---————————v—————m—~

ZAMZURI UMAR BIN UMAR JONED, umur 64 tahun,

agama Islam, pekerjaan pensiunan Depag, tempat

kediaman di Jl. Wahid Hasyim No.55.A

Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta,

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: ---

— Bahwa saksi pernah mengisi pengajian di Ar-
Rahmah sebanyak 3 (tiga) kali;—————————=—==

— Bahwa saksi mengisi pengajian hari ahad
pagi sejak tahun 2004, 2005, 2006,

Jamaahnya berjumlah kurang lebih 60 orang,

— | Bahwa dulu pengajian kelompok Haji
tempatnya tidak tetap, berpindah-pindah,
diunduh dari rumah anggota ke rumah
anggotanya yang lain dan pernah tempatnya
di PDHI, pengurusnya perempuan, setelah
ada tempat vyang permanen/sudah ada gedung
lalu terbuka tidak terbatas pada jamaah

Haji saja;-——————"--"""""""""—————



— Bahwa saksi tahu ada wakaf dari teman nama
Anas Farhan yang istrinya pengurus Siti
Rahmah yang bilang bahwa ada teman yang mau
wakaf; ————— e

~ Bahwa adanya Siti Rahmah bermanfaat dan

saksi tidak mendengar ada suara sumbang
dari kegiatan disana;-—-———==————o
— Bahwa pengajian Siti Rahmah itu adalah
binaan dari PDHI;-—~———~————m— e
—~ Bahwa saksi tidak tahu wakaf tersebut untuk
Ar-Rahmah atau Muhammadiyah, tetapi setahu
saksi yang mengisi disana adalah Jamaah

Haji sekaligus orang Muhamadiyah atau orang

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan
ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum
dalam berita acara persidangan ini, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari putusan inij;-—-————————————-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;--—--—————-—

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan para pihak yang berperkara dengan mediasi
oleh Mediator Drs. Wan Ahmad akan tetapi tidak
berhasil, bahkan setiap kali persis Majelis Hakim
berupaya mendamaikan, namun tetap tidak berhasil hingga
putusan ini dijatuhkan;-—-—--———omm——— .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 vang telah diubah

Aormman TTrm Al v A~ L IS, - fo IO DR, a¥a¥a ¥ L SO
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Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

a. Perkawinan;---—--=———————m
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan
berdasarkan Hukum Islam;-———————=—=—=c— e

c. Wakaf dan Shadagah;--——--—-——-ccmmm e
Menimbang, bahwa berdasarkan Undang—-undang Nomor

41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengenai penyelesaian
sengketa diatur dalam pasal 62, yang menyatakan: —-—-——-—

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat
diselesaikan melalui mediasi, arbitrasi atau
Pengadilan; ———=——— oo el

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 62 ayat

(2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, vyang

dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama

dan/atau Mahkamah Syariah;-—-e—escecmmaninmman e nmas
Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 4Z Tahun

2004 tidak ada disinggung keberadaan Kompilasi Hukum

Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan

peraturan-peraturan pelaksanaannya apakah sudah dicabut

dan/atau sudah digantikan oleh Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70
Undang-undang Nomeor 41 Tahun 2004, bahwa semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 226
Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Penyelesaian perselisihan
sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan
Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlakuy;------ - - - - - - - - - - ———————_———

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12
Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1977 bahwa
penyelesaian perselisihan sepanjang vyvang menyangkut
persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalul

Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang,
persoalan pokok dalam gugatan Penggugat dapat
dipilahkan menjadi dua hal: Pertama; ikrar wakaf
tersebut adalah cacat hukum karena wakif (Rr. Siti
Fatimah) adalah orang yang cacat mental, sehingga tidak
memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk mewakafkan
tanah miliknya. Kedua: bahwa telah terjadi kesalahan
(penyelewengan ?) pihak yang dikehendaki sebagai nadlir
wakaf yang seharusnya kepada persyarikatan
Muhammadiyah, tetapi kenyataannya nadlir wakaf tersebut
adalah PDHI Cabang Umbulharjo sesuai bukti P.8,

sehingga oleh karena itu Akta TIkrar Wakaf Nomor:
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vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

-aﬁﬁﬁjg\ Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta harus dinyatakan tidak

g 2,

o o

LA y 'f:,“ﬁ Sah atau batal;———mm—— e e
T RY

'@\{:jg”'ag Menimbang, bahwa terhadap gugatan  tersebut,
ek i

) g\jﬂ 9fﬁ Majelis pertama—tama Hakim akan mempertimbangkan legal

Menimbang, bahwa Penggugat adalah kakak kandung
dari Wakif (Rr. Fatimah) yvang berdasar Penetapan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:
166/Pdt.P/2009/PN.Yk tanggal 02 April 2009 (P.4),
Penggugat ditetapkan sebagai wali pengampu bagi wakif

sehingga kedudukannya sebagai Penggugat telah sesuai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa
surat-surat dan saksi-saksi yang disampaikan dari pihak
Penggugat maupun turut Tergugat II, Majelis telah
menemukan fakta sebagai berikut: —-——--——=———nm—————————
I. SEBELUM TERJADINYA IKRAR WAKAF:

— Bahwa telah ternyata ada pengajian Ar-Rahmah
yvyang dahulunya bernama Siti Rahmah berdiri
tahun 1986, oleh para haji angkatan 86, awalnya
khusus untuk ibu-ibu dan diadakan setiap bulan
tanggal 5, bernaung di bawah PDHI Yogyakarta;-

~ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny.SUHANAH
Binti H. MURSIDI ketika ada pengajian di rumah
orang vyang memberi wakaf/wakif, bu Nur Anas
{sekarang sudah meninggal dunia) sebagai
bendara/pengurus pengajian Siti Rahmah/Ar=

Rahmah menyampaikan bahwa ada wakaf tanah untuk
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didepan ibu-ibu pengajian secara lisan, tetapi
saksi tidak tahu siapa nama yang mewakafkan;---
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERU
SUBIYANTORO Bin JIWO SUHARTC Saksi mendengar 3-
4 tahun yang lalu ada wakaf tanah dari bu
Fatimah, tetapi Wakaf tersebut atas inisiatif
bu Baniyah (Penggugat) dan anak-anaknya, dan
diperuntukkan pengajian Ar—-Rahmah. Tanah bu
Fatimah tersebut diperoleh dari warisan orang
tuanya yang bernama pak Jadir. Selain itu bu

Fatimah masih punya tanah lainnya di 3 atau 4

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHARTANA
BIN MUGI HARTONO, sejak kecil Fatimah idiot,
dahulu kalau ditanya bisa menjawab, Fatimah
pernah menikah ketika umur 22 tahun dengan
. Seorang pria bernama Wardoyo, setelah menikah
kadang tinggal bersama suaminya terkadang
bersama bu Bayinah, sekarang ini statusnya
adalah janda mati;-----——-——=---——
Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. MARWAN DS
BIN JALALUDDIN, Pemilik formal wakaf ialah bu
Fatimah, tetapi kehendak/inisiatif wakaf adalah
Penggugat (bu Baniyah) dan anak—-anak bu
Baniyah, mereka tahu dan sepakat;---—---~=-=————-
Bahwa untuk memproses ikrar Wakaf tersebut di
serahkan kepada Bapak Sunardi Sahuri (Tergugat
IT) salah satu Ustadz di Pengajian Ar-Rahmah

dan pengurus PDHI Yogyakarta;--——--—-———-———==————
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= Bahwa Sunardi Sahuri dikenal sebagai Ustadz di

Pengajian Ar-Rahmah, Pengurus PDHI dan sebagai

SETELAH TERJADINYA IKRAR WAKAF:

= Bahwa wakaf tanah tersebut untuk pengajian Siti
Rahmah bukan untuk vyang lainnya sebagaimana
keterangan saksi Ny. Suhanah;—~-——————---———
-~ Bahwa pengajian Siti Rahmah ibarat anak bagi

PDHI, karena merupakan perkumpulan haji tahun

~ Bahwa timbul kekecewaan Penggugat, karena tanah
wakaf tidak dibangun, setelah dibangun belum
sempurna, di samping itu nadhir wakafnya adalah

Yayasan PDHIT Cabang Umbulhario bukan

— Bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah

dibangun gedung, awalnya dari penggalangan dana

=~ Bahwa tanah wakaf dari Rr. Fatimah dikuasai dan
dimanfaatkan oleh Yayasan Ar-Rahmah/Siti
Rahmah, dan dipergunakan untuk pengajian setiap
ahad pagi, jamaahnya berkembang untuk umum
Bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu orang-orang
sekitar tempat tersebut berjumlah sekitar 40

S/d 50 orang;E_hﬁﬁﬁhﬁmh&ﬁa“h&“‘&muﬂ&%ﬁﬁu*ﬁﬁ“mﬁ“
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Bahwa selain untuk pengajian, bangunan Yayasan
Ar—-Rahmah/Siti Rahmah juga disewakan untuk
kegiatan Badminton yang hasilnya untuk

operasional perawatan Gedung;----—————————————--

Bahwa keberadaan/kegiatan pengajiaan Ar=Rahmah
adalah positif, sesuai keterangan saksi SRI
MURYADI BIN WARGO PANGAKSO;-——-—————————e
Bahwa berdasarkan keterangan sakai ZAMZURI UMAR
BIN UMAR JONED, saksi pernah mengisi pengajian
di Ar-Rahmah sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun
2004, 2005 dan 2006;-———————~—————-im—m .
Bahwa Jjamaah pengajian Ar-Rahmah berjumlah
kurang lebih 60 orang, dan Pengajian tersebut

sangat bermanfaat, saksi tidak mendengar ada

Bahwa pengajian Siti Rahmah/Ar-Rahmah adalah

binaan dari PDHI;~==-—-~———=—mme—

PROSES TERJADINYA IKRAR WAKAF:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURATMAN BIN
PAWIRO DJASMO, {salah satu saksi sekaligus
petugas KUA Kecamatan Umbulharijo ketika
terjadinya ikrar wakaf tersebut), bahwa ikrar
wakaf oleh bu Fatimah telah dilaksanakan pada
tanggal 11 September 1995 di hadapan Kepala
Kantor Urusan Agama Umbulharjo/Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf, dihadiri oleh Wakif {bu
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Fatimah), Nadzir (pak Sunardi Sahuri) dan

saksi-saksi, hal ini dikuatkan dengan bukti

— Bahwa pada saat terjadinya Ikrar Wakaf, bu
Fatimah tidak berada di bawah pengampuan,
karena berdasar penetapan Pengadilan Negeri
Yogyakarta No.166/Pdt.P/2008/PN.Yk tanggal 02
April 2009 (P.4) bu Fatimah di bawah wali

pengampu Penggugat (Kakak Kandungnya) sejak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta I (sebelum
terjadinya ikrar wakaf) telah ternyata Penggugat dan
anak-anaknya yang berinisiatif mewakafkan tanah milik
adiknya bernama Fatimah untuk pengajian Ar-Rahmah tidak
pernah secara eksplisit menyatakan agar nadhir wakaf
tanah Rr. Fatimah tersebut untuk Perserikatan
Muhammadiyah, hal ini telah diakui Penggugat
sebagaimana pada bukti P.9, hanya saja Penggugat
menyangka nahdirnya adalah Perserikatan Muhammadiyah,

karena Penggugat memandang Tergugat II sebagai tokoh

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta IT
(setelah terjadinya ikrar Wakaf), tanah wakaf tersebut
sudah dibangun, walaupun belum sempurna, namun sudah
sesual peruntukannya yaitu untuk pengajian Ar-Rahmah

(bukti TT.3), dan gedung tersebut dibangun dengan dana
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Menimbang, bahwa Pengurus pengajian Ar-Rahmah
tidak mempermasalahkan nadhir wakaf atas nama PDHI
Cabang Umbulharjo, karena Pengajian Ar-Rahmah bernaung
dibawah PDHI Yogayakarta dan merasa sebagai anak dari
PDHI ;——— == e

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta IIT
(Proses terjadinya ikrar wakaf), maka tatacara
perwakafan tanah milik tersebut telah memenuhi pasal 9
ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu pihak Wakif
telah datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf, serta isi dan bentuk Ikrar Wakaf sudah
sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Menteri Agama;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa
Rr. Si?i Fatimah tidak cakap hukum karena mengalami
keterbelakangan mental sejak kecil, dalam hal ini
Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut; ---———-—-—-"-v-o— 't o : o e e e e
- Bahwa para saksi lebih banyak mengetahui masa kecil

Rr. Fatimah ketika dikatakan mengalami
keterbelakangan mental, tetapi tidak mengetahui
lebih jauh pada saat sudah dewasa;———————————=~————-
- Bahwa Rr. Siti Fatimah pernah menikah dengan laki-
laki yang bernama Wardoyo, hal ini menunjukkan

bahwa di saat dewasa ia dapat melakukan perbuatan

hukum; ---—======>e o
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~ Bahwa keterangan dokter Budi Pratiti, SP.Kj dari RS

Sarjitoe vyang menyatakan Rr. Fatimah mengalami
penderita sering kejang demam sejak berusia 2
tahun, keterangan tersebut dikeluarkan pada tanggal

23 Januari 2009 ketika Rr. Fatimah telah berusia

dewasa, bahkan dokter

juga mengatakan bahwa apa

yang dialami Rr. Fatimah merupakan penyakit usia

lanjut;---—-———--——————
-~ Bahwa penetapan HNy. Baniyah (kakak kandung R.
Fatimah sebagal pengampu Rr. Fatimah) baru terjadi
pada tahun 2009 berdasar Penetapan Pengadilan

Negeri Yogyakarta Nomor: 166/Pdt.G/2009/PA.Yk jauh

setelah terjadinya peristiwa wakaf pada tahun
1995~ e
- Bahwa R. Fatimah sebagai wakif hadir sendiri dalam

proses ikrar wakaf di KUA Kecamatan Umbulharjo dan
dengan sadar mengikrarkan wakaf tanahnya tersebut;:-

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil

Penggugat bahwa Rr.

Fatimah tidak cakap hukum, tidak

sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya

ikrar wakaf karena ia datang dan mengikrarkan sendiri

kehendak wakafnya;-—-------——-->r—————-——m——

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan,

bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar

Wakaf pada saat itu adalah sah, sesuai dengan pasal S

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997
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ikrar, demikian pula pembuatan Akta ZIkrar Wakaf,
dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 {dua) orang saksi”;-——————-————————
Menimbang, bahwa karena Pelaksanaan ikrar dan
Pembuatan Akta Ikrar wakaf dinyatakan sah, maka majelis
tidak mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat lainnya;-
Menimbang, bahwa berdaéarkan permohonan SUBSIDAIR
Turut Tergugat II, maka Majelis hakim di samping
mempertimbangkan aspek legal Jjustice, perlu Jjuga
mempertimbangkan aspek sosial justice, bahwa
keberadaan pengajian Ar-Rahmah sangat positif dan
bermanfaat untuk ummat Islam, dan sampai saat ini
berkembang dari khusus ibu-ibu haji angkatan 86 menjadi
untuk umum, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak terbatas
bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji saja,
oleh karenanya wakaf tanah tersebut yang sudah dibangun
gedung di atasnya dengan dana dari penggalangan dana
pengurus pengajian Ar-—-Rahmah, sudah tepat
penggunaannya, karena hal ini juga sesuai dengan
kehendak wakif bahwa tanah wakaf tersebut diperuntukkan
bagi kegiatan pengajian Ar-Rahmah atau Siti Rahmah;-——
Menimbang, bahwa Majelis Jjuga perlu
mempertimbangkan aspek moral Jjustice, vyaitu dimana
Sunardi Sahuri dikenal sebagai ustadz pengajian Ar-
Rahmah yang pada saat terjadinya ikrar wakaf sebagai
Ketua PDHI Yogyakarta sudah tepat memposisikan PDHI

Cabang Umbulharjo sebagai nadhirnya, karena Ar-Rahmah
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Menimbang, bahwa setelah terjadinya ikrar wakaf
15 (Lima belas)tahun yang lalu; dalam hal adanya dugaan
bahwa Rr. Fatimah pada saat terjadinya ikrar wakaf
tersebut tidak mampu berbuat hukum, demikian juga PDHI
Cabang Umbulharjo diduga fiktif, seandainya pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengetahuinya, maka hal ini
merupakan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1) dan
pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun
1977 dan pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana,
sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,
untuk  hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan
Negeri;-————————m

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181
avyat (%) HIR, kepada Penggugat dihukum untuk membayar
biaya perkara inij-————--- e

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

MENGADILTI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-—----——————————
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh
biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar
Rp.1.971.000,- (satu Jjuta sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah);—--——-———c—
Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
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dengan tanggal 26 Rabi’ul Awal 1432 H. oleh kami Drs.
H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI sebagai Ketua Majelis , Dra.
SITI FAUZIYAH, SH dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 M, bertepatan dengan
tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432 H. oleh Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. MOKH. UDIYONO
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II, diluar
hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat I;—————————————
Ketua Majelis
ttd

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI

Haﬁim Anggota I Hakim Anggota IIL
ttd ttd
Dra. SITI FAUZIYAH, 8H Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti
ttd

Drs. MOKH. UDIYONO
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